
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023, maka Peraturan Bupati 
Karanganyar Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peta Jalan (Road 

Map) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2019 - 2023 perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 
Tahun 2019 ten tang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 - 2023; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5050); 

BUPATI KARANGANYAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 66 TAHUN 2022 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 32 TAHUN 2019 

TENTANG PETA JALAN (ROAD MAP) REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019-2023 

BUPATIKARANGANYAR 
PROVINSI JAWATENGAH 

SALIN AN SA L IN A N

BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR 66 TAHUN 2022 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 32 TAHUN 2019 

TENTANG PETA JALAN (ROAD MAP) REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023, maka Peraturan Bupati 

Karanganyar Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peta Jalan (Road 

Map) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2019 -  2023 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 

Tahun 2019 tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 -  2023;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5050);



PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PETA 
JALAN (ROAD MAP) REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019-2023. 

MEMUTUSKAN : 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2020-2024; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2019 tentang 
Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 - 2023; 

Menetapkan 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2019 tentang 

Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 -2 0 2 3 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI KARANGANYAR NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PETA 

JALAN (ROAD MAP) REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019-2023.



Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KARANGANYAR 

SUTARNO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 66 

Diundangkan di Karanganyar 

pada tanggal 18 Juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

ttd. 

JULIYATMONO 

Ditetapkan di Karanganyar 

pada tanggal 18 Juli 2022 

BUPATI KARANGANYAR, 

ttd. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 

Tahun 2019 ten tang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 32), diubah sehingga 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal I Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 

Tahun 2019 tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 32), diubah sehingga 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Karanganyar 

pada tanggal 18 Juli 2022 

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar 

pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

tala Bagian Hukum,

FERRISKA R

60417 199903 2 007



PETA JALAN [ROADMAP] REFORMASI BIROKRASI 
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019-2023 

A. LATAR BELAKANG 
Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi Kabupaten Karanganyar dengan berpedoman pada Road Map 

Reformasi Birokrasi 2019-2023. Road Map Reformasi Birokrasi 
merupakan peta jalan yang rriemuat program-program makro yang akan 
menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana aksi 
Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi berguna untuk 
mengetahui capaian, hambatan dan memonitor serta mengevaluasi 
program-program yang telah dilaksanakan. Road Map Reformasi Birokrasi 
akan mendukung akselerasi pencapaian Program Kerja Prioritas 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Salah satu 
perlunya disusun Road Map Reformasi Birokrasi adalah untuk 
mengoperasionalisasi upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2018-2023, utamanya pada Misi kelima, Program 
kedua "Terwujudnya tata keloia pemeriniahari yang baik". Dalam program 
ini, Bupati menginginkan agar pelayanan publik semakin cepat, murah 
dan mudah. Manajemen pemerintahan bertambah efektif dan efisien, 
serta mempunyai respon yang cepat dalam mengatasi permasalahan 
masyarakat. ASN semakin profesional dan berintegritas tinggi sesuai 
dengan komitmen Bupati yaitu Berjuang Bersama Memajukan 

Karanganyar. 

BAB I 
PENDAHULUAN 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR :((. TAHUN 2022 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 32 
TAHUN 2019 TENTANG PETA JALAN 
(ROAD MAP) REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH KABUPATEN 
KARANGANYAR TAHUN 2019-2023 
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR [lc  TAHUN 2022 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI KARANGANYAR NOMOR 32 

TAHUN 2019 TENTANG PETA JALAN 

(ROAD MAP] REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH KABUPATEN 

KARANGANYAR TAHUN 2019-2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

T ah u n  2022 m eru p ak an  ta h u n  keem pat p e la k sa n aa n  Reform asi 

B irokrasi K abupaten  K aranganyar dengan  berpedom an  p a d a  Road Map 

Reform asi B irokrasi 2019-2023. Road Map Reform asi B irokrasi 

m e ru p ak an  p e ta  ja la n  yang m em uat p rogram -program  m akro  yang  ak an  

m enjadi pedom an bagi P erangkat D aerah  dalam  m en y u su n  re n c an a  aksi 

Reform asi B irokrasi. Road Map Reform asi B irokrasi b e rg u n a  u n tu k  

m engetahu i capa ian , h a m b a tan  d an  m em onitor se r ta  m engevaluasi 

p rogram -program  yang te lah  d ilaksanakan . Road Map Reform asi B irokrasi 

ak an  m en d u k u n g  akse le rasi p en cap a ian  Program  Kerja P rioritas 

P em erin tah  K ab upaten  K aranganyar dalam  R encana  P em bangunan  

J a n g k a  M enengah D aerah  (RPJMD) T ah u n  2018-2023 . S alah  sa tu  

p e rlu n y a  d isu su n  Road Map Reform asi B irokrasi ad a lah  u n tu k  

m engoperasionalisasi u p ay a  p encapa ian  visi d a n  m isi RPJMD K abupaten  

K aranganyar T ah u n  2018-2023 , u ta m a n y a  p a d a  Misi kelim a, Program  

k ed u a  "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik". D alam  program  

ini, B upati m enging inkan  agar pe layanan  pub lik  sem ak in  cepat, m ura li 

dan  m u d ah . M anajem en p em erin tah an  b e rtam b ah  efektif d an  efisien, 

se rta  m em punyai resp o n  yang cepat dalam  m engatasi p e rm asa lah an  

m asy arak a t. ASN sem akin  profesional d an  b erin teg ritas  tinggi sesuai 

dengan  kom itm en B upati ya itu  Berjuang Bersama Memajukan 

Karanganyar.

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 -2023



PETA JALAN [ROADMAP] REFORMASI BIROKRASI 
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019-2023 

B. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI 
Dasar hukum penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2019-2023 adalah: 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Unclang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 teritang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 -2019; 

6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan 
Kornite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi 
Birokrasi Nasional; 

7. Peraturan Menteri Pen~ayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 teritang Pedoman Penyusunan Road 

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; 
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birckrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi 2020-2024; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 
ten.tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2005-2025; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

Seiring dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, 

maka Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2019 - 2023 perlu disesuaikan. 
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Seiring dengan  te lah  d iu n d an g k an n y a  P e ra tu ran  D aerah  K abupaten  

K aranganyar Nomor 6 T ah u n  2021 ten tan g  P e ru b ah an  a ta s  P e ra tu ran  

D aerah  K abupaten  K aranganyar Nomor 10 T ah u n  2019 ten tan g  

R encana  P em ban g u n an  J a n g k a  M enengah D aerah  T a h u n  2018-2023 , 

m ak a  R oadm ap Reform asi B irokrasi K abupaten  K aranganyar 

T ah u n  2019  - 2023 perlu  d isesuaikan .

B. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI

D asar h u k u m  p e n y u su n a n  Road Map Reform asi B irokrasi K abupaten

K aranganyar T ah u n  2019-2023  adalah:

1. U ndang-U ndang Nomor 17 T ah u n  2007 ten tan g  R encana 

P em ban g u n an  J a n g k a  P anjang N asional 2005  -  2025;

2. U ndang-U ndang  Nomor 25 T ah u n  2009 ten tan g  Pelayanan  Publik;

3. U ndang-U ndang 23 T ah u n  2014 ten tan g  P em erin tahan  D aerah  

sebaga im ana  te lah  d iu b ah  beb erap a  kali te rak h ir dengan  U ndang- 

U ndang Nomor 11 T ah u n  2020 ten tan g  C ipta Kerja;

4. P e ra tu ran  Presiden  Nomor 81 T ah u n  2010  ten tan g  Grand Design 

Reform asi B irokrasi 2010-2025 ;

5. P e ra tu ran  Presiden  Nomor 2 T ah u n  2015 ten tan g  R encana 

P em ban g u n an  J a n g k a  M enengah N asional 2015 -2 0 1 9 ;

6. K ep u tu san  Presiden Nomor 14 T ah u n  2010 ten tan g  P em ben tukan  

Komite P engarah  Reform asi B irokrasi N asional d an  Tim Reform asi 

B irokrasi Nasional;

7. P e ra tu ran  M enteri P endayagunaan  A p ara tu r N egara dan  Reform asi 

B irokrasi Nomor 37 T ah u n  2013 ten tan g  Pedom an P en y u su n an  Road 

Map Reform asi B irokrasi P em erin tah  D aerah;

8. P e ra tu ran  M enteri P endayagunaan  A p ara tu r N egara D an Reform asi 

B irokrasi Nomor 25 T ah u n  2020 ten tan g  Road Map Reform asi 

B irokrasi 2020-2024;

9. P e ra tu ran  M enteri P endayagunaan  A p ara tu r N egara d an  Reform asi 

B irokrasi Nomor 26 T ahun  2020 ten tan g  Pedom an Evaluasi 

P e lak san aan  Reform asi Birokrasi;

10. P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 135 T ah u n  2018  ten tan g  

P ercepatan  P e lak san aan  Reform asi B irokrasi di L ingkungan 

P em erin tah  D aerah;

11. P e ra tu ran  D aerah  K abupaten  K aranganyar Nomor 14 T ah u n  2009 

ten tan g  R encana  P em bangunan  Ja n g k a  P anjang D aerah  K abupaten  

K aranganyar T ah u n  2005-2025;

12. P e ra tu ran  D aerah  K abupaten  K aranganyar Nomor 10 T ah u n  2019 

ten tan g  R encana P em bangunan  J a n g k a  M enengah D aerah  T ahun

P E T A  J A L A N  [ROADMAP]  R E F O R M A S I  B I R O K R A S I

_____________ KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019-2023



PETA JALAN [ROADMAP] REFORMASI BIROKRASI 
KABUPATEN KARANGANY ART AHUN 2019-2023 

dan rekomendasi dalam 
Kabupaten Karanganyar 

Memuat ten tang kesimpulan 
penyelenggaraan Reformasi Birokrasi 
Tahun 2019-2023. 

2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 
2019 tentang Rencana Pemuangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2018-2023 ; 
C. TUJUAN 

Tujuan dilakukannya perubahan Road Map Reformasi · Birokrasi 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 adalah untuk memberikan 
pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Karanganyru· selama dua tahun ke depan dan menjabarkan secara rinci 
Program Kerja Misi kelima Program kedua "Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang baik" sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2018-2023. 

D. MANFAAT 
Manfaat Road .Map Reforrnasi Birokrasi Kabupaten 

Karanganyar 2019-2023 adalah : 
1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, 

terukur, dan berkesinambungan. 
2. Sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui 

capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang 
berhasil maupun yang belum. 

E. SISTEMATIKA 
Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2019-2023 sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan, 

Memuat tentang latar belakang, maksud tujuan, dasar hukum 
pelaksanaan dan sistematika Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2019-2023. · 
Bab II Gambaran Umum Birokrasi, 

Memuat tentang gambaran pelaksanaan dan permasalahan 
terkait penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Karanganyar, 
pada 8 (dela.pan) area perubahan Reformasi Birokrasi. 
Bab III Visi dan Misi Bupaii 2018-2023, 

Memuat tentang Visi dan Misi Bupati Karanganyar serta upaya 
penyelenggaraan Reformasi Bi.rokrasi. 
Bab IV Road Map Reformasi Birokrasi 2019-2023, 

Memuat tentang tujuan, sasaran dan program kegiatan/ 
rencana aksi Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar 
Tahuri 2019-2023. 
Bab V Monitoring dan Bualuasi, 

Memuat tentang penyelenggaraan dan pedoman monitoring 
clan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2019-2023. 
Bab VJ Penutup, 
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2018-2023  sebaga im ana  te lah  d iu b ah  dengan  P e ra tu ra n  D aerah  

K abupaten  K aranganyar Nomor 6 T ah u n  2021 ten tan g  P eru b ah an  

a ta s  P e ra tu ra n  D aerah  K abupaten  K aranganyar Nomor 10 T ah u n  

2019 ten tan g  R encana  P em bangunan  J a n g k a  M enengah D aerah  

T ah u n  2018-2023  ;

C. TUJUAN
T u ju an  d ilak u k an n y a  p e ru b a h an  Road Map Reform asi B irokrasi 

K abupaten  K aranganyar T ahun  2019-2023  ad a lah  u n tu k  m em berikan  

pedom an dalam  p e la k sa n aa n  reform asi b irokrasi P em erin tah  K abupaten  

K aranganyar selam a d u a  ta h u n  ke dep an  d an  m en jab ark an  seca ra  rinci 

Program  Kerja Misi kelim a Program  k ed u a  “T erw ujudnya ta ta  kelola 

p em erin tah an  yang ba ik” sesua i dengan RPJMD K abupaten  K aranganyar 

T ah u n  2018-2023 .

D. MANFAAT
M anfaat Road Map Reform asi B irokrasi K abupaten  

K aranganyar 2019-2023  ad a lah  :

1. P e lak san aan  Reform asi B irokrasi berja lan  secara  sinergis te ren can a , 

te ru k u r, dan  berkesinam bungan .

2. S a ra n a  m onitoring d an  evaluasi seca ra  b e rk a la  u n tu k  m engetahu i 

cap a ian  p a d a  setiap  a rea  p e ru b a h an  Reform asi B irokrasi, ba ik  yang 

berh asil m a u p u n  yang belum .

E. SISTEMATIKA

S istem atika  Road Map Reform asi B irokrasi K abupaten  K aranganyar 

T ahun  2019-2023  sebagai b e r ik u t :

Bab I Pendahuluan,

M em uat ten tan g  la ta r belakang, m ak su d  tu ju a n , d a sa r h u k u m  

p e la k sa n aa n  d an  sis tem a tik a  Road Map Reform asi B irokrasi K abupaten  

K aranganyar T ah u n  2019-2023.

Bab II Gambaran Umum Birokrasi,

M em uat ten tan g  gam baran  p e lak san aan  d an  p e rm asa lah an  

te rka it penyelenggaraan  Reform asi B irokrasi di K abupaten  K aranganyar, 

p ad a  8 (delapan) a rea  p e ru b a h an  Reform asi B irokrasi.

Bab III Visi dan Misi Bupati 2018-2023,

M em uat ten tan g  Visi dan  Misi B upati K aranganyar se r ta  u p ay a  

penyelenggaraan  Reform asi B irokrasi.

Bab IV Road Map Reformasi Birokrasi 2019-2023,
M em uat ten tan g  tu ju an , s a sa ran  dan  program  k eg ia tan / 

re n c an a  aksi Road Map Reform asi B irokrasi K abupaten  K aranganyar 

T ahun  2019-2023 .

Bab V Monitoring dan Evaluasi,
M em uat ten tan g  penyelenggaraan  dan  pedom an m onitoring

dan  evaluasi Road Map Reform asi B irokrasi K abupaten  K aranganyar 

T ah u n  2019-2023 .

Bab VI Penutup,

M em uat ten tan g  kesim pulan  d an  rekom endasi dalam

penyelenggaraan  Reform asi B irokrasi K abupaten  K aranganyar 

T ah u n  2019-2023 .
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1. Manajemen Perubahan 
Manajemen perubahan menjadi area perubahan reformasi yang 

sangat penting dan strategis saat ini, dimana setiap entitas birokrasi 
pemerintah beserta aparaturnya dituntut untuk mampu mengantisipasi 
perubahan lingkungannya untuk selanjutnya meinberikan langkah taktis 
dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 

Pada sisi lain, kondisi eksisting saat ini dari penanganan atau 
pengelolaan manajemen perubahan birokrasi pernerintahan masih belum 
berjalan dengan optimal. Perubahan atas mind-set dan culture-set memang 
membutuhkan effort yang tidak sedikit, karena ini menyentuh tataran 

Birokrasi terdapat delapan area perubahan yang akan menuntun arah 
yang harus dicapai Perangkat Daerah. 
Kedelapan area tersebut adalah: 
1) manajemen perubahan, 
2) periataan peraturan perundang-undangan, 
3) periataan dan penguatan organisasi, 
4) penataan tatalaksana, 
5) penataan sistem manajemen SDM aparatur, 
6) penguatan pengawasan, 
7) penguatan akuntabilitas kinerja, dan 
8) peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Untuk memberikan garnbaran tentang progress Reforrnasi Birokrasi, 
berikut akan disajikan gambaran tentang kegiatan dan hasil capaian 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melakukan Reformasi 
Birokrasi sampai akhir 2021. 

KABUPATEN PEMERINTAH LING KUN GAN A. PELAKSANAAN DI 
KARANGANYAR 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 ten tang Pedoman 
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengikuti Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025. Menurut ketentuan ini, untuk mencapai birokrasi 
berkelas dunia yang ditargetkan terwujud pada tahun 2025, dilakukan 
pentahapan dalam pencapaiannya. Pentahapan dimaksud dituangkan 
dalam Road Map Reformasi Birokrasi. Dalam Road Map Reformasi 

BAB II 
GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI 

-4- - 4 -

BAB II

GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI

A. PELAKSANAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

KARANGANYAR

B erd asa rk an  P e ra tu ran  M enteri P endayagunaan  A para tu r N egara dan  

Reform asi B irokrasi Nomor 37 T ah u n  2013 te n ta n g  Pedom an 

P en y u su n an  RocidL Map Reform asi B irokrasi P em erin tah  D aerah , 

p e la k sa n aa n  Reform asi B irokrasi m engikuti Grand Design Reform asi 

B irokrasi 2010-2025 . M enuru t k e te n tu an  ini, u n tu k  m encapa i b irokrasi 

berkelas d u n ia  yang d itarge tkan  terw ujud  p a d a  ta h u n  2025, d ilakukan  

p e n ta h ap a n  dalam  pencapaiannya. P en tah ap an  d im ak su d  d itu an g k an  

dalam  Road Map Reform asi B irokrasi. D alam  Road Map Reform asi 

B irokrasi te rd a p a t de lapan  a rea  p e ru b a h an  yang ak an  m e n u n tu n  a rah  

yang h a ru s  dicapai Perangkat D aerah.

K edelapan a rea  te rseb u t ad a lah  :

1) m anajem en  p e ru b a h an ,

2) p e n a ta a n  p e ra tu ra n  p eru n d an g -u n d an g an ,

3) p e n a taa n  dan  p en g u a tan  organisasi,

4) p e n a ta a n  ta ta la k sa n a ,

5) p e n a taa n  sistem  m anajem en  SDM a p a ra tu r ,

6) p en g u a tan  pengaw asan ,

7) p en g u a tan  ak u n tab ilita s  kinerja , dan

8) pen in g k a tan  k u a lita s  pe layanan  publik.

U n tu k  m em berikan  gam baran  ten tan g  progress Reform asi B irokrasi, 

b e rik u t ak an  d isajikan  gam baran  ten tan g  keg ia tan  d an  h asil capa ian  

P em erin tah  K abupaten  K aranganyar dalam  m e lak u k an  Reform asi 

B irokrasi sam pai ak h ir 2021.

1. M anajem en P e ru b ah an

M anajem en p e ru b a h an  m enjadi a rea  p e ru b a h an  reform asi yang 

san g a t pen ting  d an  stra teg is saa t ini, d im an a  setiap  en tita s  b irokrasi 

pem erin tah  b e se rta  a p a ra tu rn y a  d itu n tu t u n tu k  m am p u  m engan tisipasi 

p e ru b a h an  lin gkungannya  u n tu k  se lan ju tnya  m em berikan  langkah  tak tis  

dan  stra teg is dalam  penyelenggaraan  p em erin tah an  d an  pelayanan  publik.

P ada sisi lain , kondisi eksisting  saa t ini dari p en an g an an  a ta u  

pengelolaan m anajem en  p e ru b a h an  b irokrasi p em erin tah an  m asih  belum  

berja lan  dengan  optim al. P e ru b ah an  a ta s  mind-set d an  culture-set m em ang 

m em b u tu h k an  effort yang tidak  sedikit, k a re n a  ini m en y en tu h  ta ta ra n
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Berikut ini dapat disarnpaikan garnbaran kondisi pelaksanaan 
pengembangan manajemen perubahan di Kabupaten Karanganyar. Satu 
upaya yang sudah dilakukan dalam pengembangan manajemen . 
perubahan dalam konteks reformasi birokrasi adalah pembentukan Tim 
Reformasi Birokrasi, dimana Kabupaten Karanganyar telah membentuk 
Tim Reformasi Birokrasi ini sejak tahun 2018 yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 060 /88 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar, tahun 2019 diperbaharui dengan Keputusan Bupati 
Karanganyar Nomor 060/396 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 
tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar, tahun 2020 dengan Keputusan .Bupati Karanganyar Nomor 
800/ 121 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim 
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dan tahun 2021 
dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 061/29 Tahun 2021 
tanggal 4 Januari 2021 tentang Pemberitukan Tim Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 

Pengembangan manajemen perubahan juga telah dilakukan dengan 
pengembangan nilai budaya kinerja, antara lain melalui pelaksanaan 
Senam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di jajaran perangkat 
daerah di Kabupaten Karanganyar, yang dilakukan pada setiap hari kerja 
sekitar jam 10.00 WIB. Senam Germas ini ditujukan sebagai tindakan 
sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh 
seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan 
berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. 

Komponen Manajemen Perubahan 

nilai clan kebiasaan yang telah hidup berlaku dan berkembang di birokrasi 

untuk waktu yang cukup lama. 
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nilai d an  k eb ia saan  yang te lah  h idup  berlaku  d an  berkem bang  di b irokrasi 

u n tu k  w ak tu  yang cu k u p  lam a.

K om ponen M anajem en P eru b ah an

B eriku t ini d a p a t d isam paikan  gam baran  kondisi p e lak san aan  

pengem bangan  m anajem en  p e ru b ah an  di K abupaten  K aranganyar. Satu  

upay a  yang  su d a h  d ilak u k an  dalam  pengem bangan  m anajem en  

p e ru b a h a n  dalam  k o n tek s  reform asi b irokrasi ad a lah  p em b en tu k an  Tim 

Reform asi B irokrasi, d im ana  K abupaten  K aranganyar te lah  m em b en tu k  

Tim Reform asi B irokrasi ini sejak  ta h u n  2018 yang d ite tap k an  dengan 

K ep u tu san  B upati K aranganyar Nomor 060 /8 8  T ah u n  2018  ten tan g  

P em b en tukan  Tim Reform asi B irokrasi P em erin tah  K abupaten

K aranganyar, ta h u n  2019 d ip erbaharu i dengan  K ep u tu san  B upati 

K aranganyar Nomor 0 6 0 /3 9 6  T ah u n  2019 tanggal 18 J a n u a r i  2019 

ten tan g  P em b en tu k an  Tim Reform asi B irokrasi P em erin tah  K abupaten  

K aranganyar, ta h u n  2020 dengan  K epu tusan  B upati K aranganyar Nomor 

8 0 0 /1 2 1  T ah u n  2020 tanggal 6 J a n u a r i  2020 ten tan g  P em ben tu k an  Tim 

Reform asi B irokrasi Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar, dan  ta h u n  2021 

dengan  K ep u tu san  B upati K aranganyar Nomor 0 6 1 /2 9  T ah u n  2021 

tanggal 4 J a n u a r i  2021 ten tan g  P em ben tukan  Tim Reform asi B irokrasi 

P em erin tah  K abupaten  K aranganyar.

Pengem bangan  m anajem en  p e ru b a h an  ju g a  tela li d ilak u k an  dengan  

pengem bangan  n ilai b u d ay a  kinerja, a n ta ra  lain  m elalui p e lak san aan  

Senam  G erakan  M asyarakat H idup S ehat (Germas) di ja ja ra n  peran g k at 

d aerah  di K abupaten  K aranganyar, yang d ilak u k an  p a d a  setiap  h a ri kerja  

sek itar ja m  10.00 WIB. Senam  G erm as ini d itu ju k an  sebagai tin d ak an  

sistem atis  dan  te ren can a  yang d ilakukan  secara  b e rsam a-sam a  oleh 

se lu ru h  kom ponen  b an g sa  dengan  k esad aran , k em au an  dan  kem am p u an  

berperilaku  seh a t u n tu k  m en ingkatkan  k u a lita s  h idup .
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Gambar 2.2. 
Penataan Peraturan Perundang-Undangan 

.. 

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 
Peraturan perundang-undangan adalah salah satu bagian penting 

dalam reformasi birokrasi. Peraturan yang diproduksi oleh birokrasi 
seharusnya mampu digunakan untuk memperlancar jalannya proses 
penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik. 
Apalagi pada periode sekarang ini, diharapkan semua produk hukum 
harus sederhana, sehingga harus ditinjau kernbali, dibatasi, dan benar­ 
benar diadakan dengan tujuan sebagaimana tersebut di atas, bahkan 
sesuai arahan Presiden Jokowi, Undang-Undang harus menyasar satu ide 
besar yang mungkin dapat mencabut a.tau mengubah beberapa Undang­ 
Undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Penataan peraturan 
perundang-undangan harus memenuhi prinsip harmonisasi dan 
melibatkan sistem pengendalian yang baik. 

Saat ini telah ditetapkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 
Tahun 2019 ten tang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja. Beberapa 
kegiatan pengembangan lain yang sudah diupayakan namun perlu lebih 
ditingkatkan adalah pengembangan Kelompok Budaya Kerja (KBK) dan 
Agen Pembaharu {Agent Of Change) pada setiap Perangkat Daerah, dimana 
kedua upaya ini akan semakin mendukung pengembangan budaya kerja 

di kalangan birokrasi pemerintah Kabupaten Karanganyar nantinya. 
Sebagai implementasi dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021, pada 
tanggal 17 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah 
melaksanakan launching budaya kerja ,iBerAKHLAK" untuk dilaksanakan 
oleh seluruh ASN di Kabupaten Karanganyar. 
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S aa t ini te lah  d ite tap k an  P e ra tu ran  B upati K aranganyar Nomor 31 

T ah u n  2019  ten tan g  Pedom an Pengem bangan B udaya Kerja. B eberapa 

keg ia tan  pengem bangan  lain  yang su d ah  d iu p ay ak an  n a m u n  perlu  lebih 

d itin g k a tk an  ad a lah  pengem bangan  Kelompok B udaya K erja (KBK) dan  

Agen P em baharu  (Agent Of Change) p a d a  setiap  P erangkat D aerah , d im ana  

k ed u a  u p a y a  ini ak an  sem akin  m en d u k u n g  pengem bangan  b u d ay a  kerja  

di k a lan g an  b irokrasi pem erin tah  K abupaten  K aranganyar nan tinya . 

Sebagai im plem entasi dari S u ra t E d a ran  M enteri P en dayagunaan  

A p ara tu r N egara d an  Reform asi B irokrasi Nomor 20 T ah u n  2021, p ad a  

tanggal 17 D esem ber 2021 Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar te lah  

m e lak san ak an  launching b u d ay a  kerja  "BerAKHLAK” u n tu k  d ilak san ak an  

oleh se lu ru h  ASN di K abupaten  K aranganyar.

2. P en a taan  P e ra tu ran  P eru n d an g -u n d an g an

P e ra tu ra n  p e ru n d an g -u n d an g an  ad a lah  sa lah  s a tu  bag ian  penting  

dalam  reform asi b irokrasi. P e ra tu ran  yang d ip roduksi oleh b irokrasi 

s eh a ru sn y a  m am pu  d ig u n ak an  u n tu k  m em perlancar ja la n n y a  proses 

penyelenggaraan  p em b an g u n an , p em erin tah an , d an  pe lay an an  publik . 

Apalagi p a d a  periode sekarang  ini, d ih a rap k an  sem u a  p ro d u k  h u k u m  

h a ru s  sed erh an a , seh ingga h a ru s  d itin jau  kem bali, d iba tasi, d an  benar- 

b en ar d iad ak an  dengan  tu ju a n  sebagaim ana te rse b u t di a tas , b a h k an  

sesu a i a ra h a n  P residen  Jokow i, U ndang-U ndang h a ru s  m en y asar sa tu  ide 

b esa r yang  m ungk in  d a p a t m en cab u t a ta u  m en g u b ah  b eb erap a  U ndang- 

U ndang sekaligus sehingga m enjadi lebih sederhana . P en a taan  p e ra tu ra n  

p e ru n d an g -u n d an g an  h a ru s  m em enuhi p rinsip  h a rm o n isasi dan  

m eliba tkan  sistem  pengendalian  yang baik.

0

G am bar 2.2.
P en a taan  P e ra tu ran  P erundang-U ndangan
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Dalam rangka melaksanakan harmonisasi maka terdapat berbagai 
upaya yang dilakukan selarna ini, antara lain dengan menyusun Pedoman 
Penyu sunan Produk Hukum Daerah, Standar Operasional dan Prosedur 
dalam penyusunan produk hukum di daerah, dan mengangkat seorang 
Jaringan Penyusunan Produk Hukum Daerah (JP2HD) pada setiap 
Perangkat Daerah. Diharapkan anggota JP2I-ID dapat menjadi 
penghubung dengan Perangkat Daerah dalarn mengidentifikasi kebutuhan 
hukurn dan perrnasalahan hukurn yang muncul, khususnya penerapan 
peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
sehari-hari, 

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa dalam 5 (lima) 
tahun terakhir terdapat kondisi yang. fluktuatif dalam kaitan dengan 
penyusu nan produk hukum daerah, untuk peraturan daerah cenderung 
rnenurun. 

Sumber: Baqiori Hukum, 2022 

No Tahun 
Penyusunan Produk Hukum Daerah 

Peraturan Daerah Peraturan Bupati 
1. 2016 18 122 
2. 2017 13 106 
3. 2018 19 66 
4. 2019 26 81 
5. 2020 10 73 
6. 2021 8 92 

Sebagai upaya untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah maka pengelolaan peraturan perundang-undangan 

di daerah dilakukan dengan Program Penataan Peraturan Perundang­ 
undangan. Dalam program tersebut dilakukan harmonisasi produk 
hukum di Daerah, antara lain Peraturan daerah, dan peraturan kepala 
daerah. Harmonisasi dilakukan untuk identifikasi dan pemetaan produk 
hukum daerah guna menemukan produk hukum yang tidak 
sinkron/tidak harmonis dcngan peraturan perundangan diatasnya. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kepastian kebijakan 
Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melakukan 
harmonisasi produk hukum Daerah. Harmonisasi produk hukum 
dimaksud guna mencegah terjadinya duplikasi antar peraturan 
perundang-undangan. Sejak tahun 2016 sarnpai dengan tahun 2021 
telah dilaksanakan penyusunan produk hukum dan pengawasan produk 
hukum sebagaimana pada tabel berikut: 

Tabcl 2.1. 
Harmonisasi Produk Hukum di Kabupaten Karanganyar 
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Sebagai upaya untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah maka pengelolaan peraturan perundang-undangan 

di daerah dilakukan dengan Program Penataan Peraturan Perundang- 

undangan. Dalam program tersebut dilakukan harmonisasi produk 

hukum di Daerah, antara lain Peraturan daerah, dan peraturan kepala 

daerah. Harmonisasi dilakukan untuk identifikasi dan pemetaan produk 

hukum daerah guna menemukan produk hukum yang tidak 

sinkron/tidak harmonis dengan peraturan perundangan diatasnya.

D alam  ran g k a  m en ingkatkan  k u a lita s  d an  k ep as tian  keb ijakan  

D aerah , P em erin tah  K abupaten  K aranganyar te lah  m elakukan  

h a rm o n isasi p ro d u k  h u k u m  D aerah . H arm onisasi p ro d u k  h u k u m  

d im ak su d  g u n a  m encegah terjad inya  dup likasi a n ta r  p e ra tu ra n  

p eru n d an g -u n d an g an . Sejak ta h u n  2016 sam pai dengan  ta h u n  2021 

te lah  d ilak san ak an  p e n y u su n a n  p ro d u k  h u k u m  dan  peng aw asan  p roduk  

h u k u m  seb aga im ana  p a d a  tabel berikut:

Tabel 2 .1 .

H arm onisasi P roduk H ukum  di K abupaten  K aranganyar

No T ahun
P en y u su n an  Produk  H ukum  D aerah

P e ra tu ra n  D aerah P e ra tu ra n  B upati

1. 2016 18 122

2. 2017 13 106

3. 2018 19 66

4. 2019 26 81

5. 2020 10 73

6. 2021 8 92

Sumber: Bagian Hukum, 2022

B erd asa rk an  d a ta  p a d a  tabel di a ta s  d ike tahu i bah w a dalam  5 (lima) 

ta h u n  te rak h ir te rd a p a t kondisi yang flu k tu a tif da lam  k a itan  dengan 

p en y u su n an  p ro d u k  h u k u m  daerah , u n tu k  p e ra tu ra n  d ae rah  cenderung  

m en u ru n .

D alam  ran g k a  m e lak san ak an  harm o n isasi m ak a  te rd a p a t berbagai 

u p ay a  yang d ilak u k an  selam a ini, a n ta ra  lain  dengan  m en y u su n  Pedom an 

P en y u su n an  P roduk  H ukum  D aerah, S tan d a r O perasional d an  P rosedur 

dalam  p e n y u su n a n  p roduk  h u k u m  di daerah , dan  m engangkat seorang 

Ja r in g an  P en y u su n an  P roduk H ukum  D aerah  (JP2HD) p a d a  setiap  

P erangkat D aerah . D iharapkan  anggota JP2H D  d a p a t m enjadi 

pen g h u b u n g  dengan  P erangkat D aerah  dalam  m engidentifikasi k e b u tu h a n  

h u k u m  dan  p e rm asa lah an  h u k u m  yang m uncu l, k h u su sn y a  p en erap an  

p e ra tu ra n  p e ru n d an g an  dalam  penyelenggaraan  p em erin tah an  d aerah  

sehari-hari.
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3. Penataan dan Penguatan Organisasi 

Dimensi kelembagaan atau organisasi dalam reformasi birokrasi 

menjadi salah satu bagian yang terus disempurnakan sampai mencapai 
bentuk atau desain yang. ideal sesuai dengan tuntutan perubahan. 

Penataan kelembagaan pada sisi lain menjadi titik lemah karena sangat 

tergantung pada perubahan regulasi terkait, lembaga birokrasi cenderung 

mekanistik dan kurang fleksibel, belum lagi bila dikaitkan dengan 

Dalam rangka membantu kelancaran proses tersebut, pada akhir 

tahun 2019 telah diterapkan Aplikasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 
yang disebut Apendukum. Aplikasi ini berbasis web yang berfungsi 

sebagai jembatan dalam jaringan (online) antara Perangkat Daerah yang 

diwakili oleh anggota JP2HD dengan Bagian Hukum. Namun, dalam 

pelaksanaanya masih terdapat berbagai kendala, antara lain aplikasi yang 

masih belum sesuai dengan SOP, sehingga perlu revisi SOP dan perbaikan 

aplikasi sehingga lebih aplikatif dan mudah dalam operasionalisasinya. 

Sebagai langkah pengembangan dan perbaikan penataan peraturan 

perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berencana 

akan melakukan beberapa langkah kegiatan antara lain: 

1. Peningkatan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan yang 

terintegrasi dengan Aplikasi Penyusunan Produk Hukum 

(APENDUKUM) sehingga terdapat 1 (satu) informasi hukum clan 
1 (satu] data hukum; 

2. Terlaksananya updating status produk hukum daerah yang 

berkesinam bungan; 
3. Tersusunnya Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah dalam 

bentuk Peraturan Kepala Daerah; 

4. Tersusunnya SOP Harmonisasi raperda, SOP Harmonisasi raperbup 

clan pedornan KISS SK, Instruksi, Perjanjian dalam bentuk 
Keputu san Bupati; 

5. Tersusunnya daftar prioritas penyusunan PHD prakarsa Pemerintah 

Daerah; 
6. Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Prosedur 

Pengharmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi raperda 

dan raperkada; 

7. Tersusunnya panduan praktis evaluasi Produk Hukum Daerah; 

8. Tersusunnya panduan praktis penyusunan kajian/telaahan hukum 

dan; 

9. Tersusunnya sistem penilaian perancang peraturan perundangan 

dan uraian tugas perancang peraturan perundang-undangan. 
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Dalarn ran g k a  m em b an tu  ke lan caran  p roses te rseb u t, p a d a  akh ir 

ta h u n  2019 te lah  d ite rap k an  Aplikasi P en y u su n an  P roduk  H ukum  D aerah  

yang d iseb u t A pendukum . Aplikasi ini be rb asis  web yang berfungsi 

sebagai je m b a ta n  dalam  ja rin g an  (online) a n ta ra  P erangkat D aerah  yang 

diwakili oleh anggota JP2H D  dengan B agian H ukum . N am un, dalam  

p e lak san aan y a  m asih  te rd a p a t berbagai kendala , a n ta ra  la in  ap likasi yang 

m asih  belum  sesua i dengan  SOP, sehingga perlu  revisi SOP d an  perba ikan  

aplikasi sehingga lebih ap likatif dan  m u d ah  dalam  operasionalisasinya.

Sebagai langkah  pengem bangan  d an  perba ikan  p e n a taa n  p e ra tu ra n  

p eru n d an g -u n d an g an , P em erin tah  K abupaten  K aranganyar b e ren can a  

ak an  m e lak u k an  b eb erap a  langkah  keg ia tan  a n ta ra  lain:

1. P en ingkatan  Sistem  Inform asi P e ra tu ran  P eru n d an g -u n d an g an  yang 

te rin teg rasi dengan  Aplikasi P en y u su n an  P roduk  H ukum  

(APENDUKUM) sehingga te rd ap a t 1 (satu) inform asi h u k u m  dan  

1 (satu) d a ta  huk u m ;

2. T erlak san an y a  u p d a tin g  s ta tu s  p ro d u k  h u k u m  d aerah  yang 

b erk esinam bungan ;

3. T e rsu su n n y a  Pedom an P en y u su n an  Produk  H ukum  D aerah  dalam  

b e n tu k  P e ra tu ran  Kepala D aerah;

4. T e rsu su n n y a  SOP H arm onisasi raperda , SOP H arm onisasi rap erb u p  

dan  pedom an KISS SK, In stru k si, Perjan jian  dalam  b en tu k  

K ep u tu san  B upati;

5. T e rsu su n n y a  dafta r p rio ritas p en y u su n an  PHD p ra k a rsa  Pem erin tah  

D aerah;

6. T e rsu su n n y a  P e ra tu ran  Kepala D aerah  ten tan g  P rosedur 

Pengharm onisasi, P em bula tan  dan  P em an tap an  K onsepsi rap erd a  

d an  raperkada;

7. T e rsu su n n y a  p a n d u a n  p rak tis  evaluasi P roduk H ukum  D aerah;

8. T e rsu su n n y a  p a n d u a n  p rak tis  p en y u su n an  k a jia n /te la a h a n  h u k u m

dan;

9. T e rsu su n n y a  sistem  pen ilaian  perancang  p e ra tu ra n  p e ru n d an g an  

dan  u ra ia n  tu g as  p e rancang  p e ra tu ra n  p e ru n d an g -u n d an g an .

3. P en a taan  d an  P enguatan  O rganisasi

D im ensi ke lem bagaan  a ta u  o rgan isasi dalam  reform asi b irokrasi 

m enjadi sa lah  sa tu  bagian yang te ru s  d isem p u rn ak an  sam pai m encapai 

b e n tu k  a ta u  d esa in  yang ideal sesuai dengan  tu n tu ta n  p e ru b ah an . 

P en a taan  kelem bagaan  p a d a  sisi lain  m enjadi titik  lem ah  k a re n a  sanga t 

te rg an tu n g  p ad a  p e ru b a h an  regulasi terkait, lem baga b irokrasi cenderung  

m ek an istik  dan  k u ran g  fleksibel, belum  lagi bila d ika itkan  dengan
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Sampai saat - ini Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah 
melakukan langkah-langkah penataan kelembagaan sesuai dengan 
regulasi yang berlaku. Secara normatif, evaluasi kelembagaan pada 
Pemerintah Daerah · Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan 
mengidentifikasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pernerintah N omor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah, 
disanclingkan dengan kondisi eksisting . mengacu pada Peraturan Daerah 
dan Peraturan Bupati Karanganyar, serta kebutuhan di masa mendatang 
dengan pendekatan kualitatif · melalui pengkajian terhadap struktur clan 
tugas clan fungsi apakah suatu unit perlu dipertahankan, diubah, atau 
dihapu skan. 

Kemunculan Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nornor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diharapkan 
mampu menghilangkan, minimal mereduksi, segenap permasalahan 
penataan perangkat daerah selama ini, selain tentu karena sebagai 

Oambar 2.3. 
Penataan Kelernbagaan 

• Penataan ·dan , . 
. Penquafan .. 

Organisasi 

Dalam pernyataan terakhir Presiden Jokowi saat pelantikan beliau 

menjadi Presiden RI Periode 2019-2024, disampaikan arahan untuk 
melakukan penyederhanaan birokrasi, sehingga diambil langkah 
pemangkasan terhadap eselon 3, eselon 4, dan eselon 5 pada birokrasi 
pemerintahan, baik tingkat pusat rnaupun tingkat daerah. Birokrasi yang 
sederhana akan lebih cepat (agile) dalam merespon semua kebutuhan 
publik. Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintah paling tidak 

meliputi langkah evaluasi dan langkah penataan, dimana keduanya harus 
saling terkait dalam penentuan kebijakan penguatan kelembagaan 

birokrasi. 
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D alam  p e rn y a taan  te rak h ir P residen Jokow i saa t p e lan tik an  beliau 

m enjadi P residen  RI Periode 2019-2024, d isam p aik an  a ra h a n  u n tu k  

m e lak u k an  p en y ed e rh an aan  birokrasi, seh ingga diam bil langkah  

p em an g k asan  te rh ad ap  eselon 3, eselon 4, d an  eselon 5 p a d a  b irokrasi 

p em erin tah an , baik  tingka t p u sa t m a u p u n  tingka t daerah . B irokrasi yang 

sed e rh an a  ak an  lebih cepat (agile) dalam  m erespon  sem u a  k e b u tu h a n  

publik . P en a taan  d an  p en g u a tan  kelem bagaan  pem erin tah  paling tidak  

m eliputi langkah  evaluasi dan  langkah  p en a taan , d im an a  k ed u an y a  h a ru s  

saling te rk a it da lam  p en en tu an  keb ijakan  p en g u a tan  kelem bagaan 

birokrasi.

, ...

• P e n a ta a n  d a n
. P e n g u a t a n

O r g a n is a s i
.

G am bar 2.3. 
P en a taan  K elem bagaan

Sam pai s a a t  ini Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar te lah  

m e lak u k an  langkah -langkah  p en a taan  kelem bagaan  sesu a i dengan 

regulasi yang berlaku . S ecara  norm atif, evaluasi ke lem bagaan  p ad a  

P em erin tah  D aerah  K abupaten  K aranganyar d ilak u k an  dengan

m engidentifikasi a m a n a t P e ra tu ran  P em erin tah  Nomor 18 T ah u n  2016 

ten tan g  P erangkat D aerah  sebaga im ana  te lah  d iu b ah  dengan  P e ra tu ran  

P em erin tah  Nomor 72 T ah u n  2019 ten tan g  P e ru b ah an  a ta s  P e ra tu ran  

P em erin tah  Nomor 18 T ahun  2016 ten tan g  P erangkat D aerah, 

d isan d in g k an  dengan  kondisi eksisting  m engacu p a d a  P e ra tu ran  D aerah  

d an  P e ra tu ran  B upati K aranganyar, se rta  k e b u tu h a n  di m a sa  m en d a tan g  

dengan  p en d ek a tan  k u a lita tif m elalui pengkajian  te rh ad ap  s tru k tu r  d an  

tu gas d an  fungsi ap ak ah  su a tu  u n it perlu  d ip e rtah an k an , d iubah , a ta u  

d ih ap u sk an .

K em unculan  P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 18 T ah u n  2016 ten tan g  

Perangkat D aerah  sebagaim ana te lah  d iu b ah  dengan  P e ra tu ran  

P em erin tah  Nomor 72 T ah u n  2019 ten tan g  P e ru b ah an  a ta s  P e ra tu ran  

P em erin tah  Nomor 18 T ah u n  2016 ten tan g  P erangkat D aerah  d ih a rap k an  

m am pu  m enghilangkan , m inim al m ereduksi, segenap p e rm asa lah an  

p e n a taa n  p eran g k at d aerah  selam a ini, selain  te n tu  k a re n a  sebagai
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kewajiban melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja. Secara normatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
memberikan sernangat terhadap pembentukan perangkat daerah 

mengikuti prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan 
beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah. 

Bupati Karanganyar sangat rnemperhatikan peningkatan kapasitas 
kelembagaan dan kompetensi aparatur. Sejalan dengan Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah 
rnelakukan evaluasi dan menata kembali Perangkat Daerah. Hal ini 
dilakukan dengan rnengacu pada Peraturan Pemerintah Nornor 18 tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah · sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
Sebagai tindak Ianjutnya, telah diundangkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nornor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peratura.n Daerah Kabupaten Karanganyar Nornor 16 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar . 
Data lebih lengkap pada Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut: 
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kew ajiban  m e lak san ak an  a m an a t dari U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  

2014 ten tan g  P em erin tahan  D aerah  sebaga im ana  te lah  d iu b ah  beb erap a  

kali te rak h ir dengan  U ndang-U ndang Nomor 11 T ah u n  2020  ten tan g  C ipta 

Kerja. S ecara  norm atif U ndang-U ndang Nomor 23 T ah u n  2014 ten tan g  

P em erin tah an  D aerah  sebagaim ana te lah  d iu b ah  b eb erap a  kali te rak h ir 

dengan  U ndang-U ndang Nomor 11 T ah u n  2020 ten tan g  C ipta Kerja 

m em berikan  sem angat te rh ad ap  p em b en tu k an  p e ran g k at d aerah  

m engiku ti p rinsip  tep a t fungsi dan  tep a t u k u ra n  (rightsizing) b e rd asa rk an  

beb an  kerja  yang sesu a i dengan  kondisi n y a ta  di D aerah .

B upati ICaranganyar san g a t m em perha tikan  p en in g k a tan  k ap as ita s  

kelem bagaan  dan  kom petensi ap a ra tu r. Sejalan dengan  U ndang-undang  

Nomor 23 T ah u n  2014 ten tan g  P em erin tahan  D aerah  sebaga im ana  te lah  

d iu b ah  beb erap a  kali te rak h ir dengan  U ndang-U ndang Nomor 11 T ahun  

2020 ten tan g  C ip ta Kerja, Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar te lah  

m e lak u k an  evaluasi d an  m en a ta  kem bali P erangkat D aerah . Hal ini 

d ilak u k an  dengan  m engacu  p a d a  P e ra tu ran  P em erin tah  Nomor 18 ta h u n  

2016 ten tan g  P erangkat D aerah  sebaga im ana  te lah  d iu b ah  dengan  

P e ra tu ran  P em erin tah  Nomor 72 T ahun  2019 ten tan g  P eru b ah an  a tas  

P e ra tu ran  P em erin tah  Nomor 18 T ah u n  2016 ten tan g  Perangkat D aerah. 

Sebagai tin d ak  lan ju tnya , te lah  d iu n d an g k an n y a  P e ra tu ra n  D aerah  

K abupaten  K aranganyar Nomor 16 T ah u n  2016 ten tan g  P em b en tu k an  dan  

S u su n a n  P erangkat D aerah  K abupaten  K aranganyar seb aga im ana  te lah  

d iu b ah  b eb erap a  kali te rak h ir dengan  P e ra tu ran  D aerah  K abupaten  

K aranganyar Nomor 5 T ah u n  2022 ten tan g  P e ru b ah an  K edua a tas  

P e ra tu ran  D aerah  K abupaten  K aranganyar Nomor 16 T ah u n  2016 ten tan g  

P em b en tu k an  d an  S u su n a n  P erangkat D aerah  K abupaten  K aranganyar . 

D ata  lebih lengkap p ad a  P erangkat D aerah  seb aga im ana  tabel berikut:

peta jalan [roadmapi reformasi bir okrasi
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Asisten: Asisten: 
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra 1. Asisten Pemerintahan dan Kesr a 
2. Asisten Pembangunan dan 2. Asisten Perekonomian dan 

Perekonomian Pem bangunan 

1. Staf Ahli Bupati Bidang 1. Staf Ahli Bupati Bidang 
Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemerintahan, Hukum dan Politik 

2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, 2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi 
Keuangan dan Pembangunan dan Keuangan 

3. Staf Ahli Bupati Bidang 3. Staf Ahli Bupati Bidang 
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Pembangunan Kemasyarakatan 
Manusia dan Sumber Daya Manusia 

Sekretariat Daerah Terdiri Dari: Sekretariat Daerah Terdir i Dari: 

Asisten: 
1. Asisten Pemerintahan 
2. Asisten Pembangunan 
3. Asisten Administrasi 

1. Staf Ahli Bupati Bidang 
Pemerintahan, Hukum dan Politik 

2. Staf Ahli Bupati Bidang 
Pem bangunan, Kemasyarakatan 
dan Sumber Daya Manusia 

3. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi 
dan Keuangan 

Sekretariat Daerah Terdiri Dari: 

Asisten: 
1. Asisten Pemerintahan 

, 2. Asisten Perekonomian, 

I 

J 1. Staf Ahli Bu pati Bidang 
1 · Pemerintahan, Hukum dan 
! Politik 
j 2. Staf Ahli Bupati Bidang 
I Pembangunan, Kernasyarakatan 
i dan Sumber Daya Manusia 
1 3. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi 
I 
: dan Keuangan 

Sekretariat Daerah Terdiri Dari: 

Terdiri dari: 
1. Sekretariat Daerah; 
2. Sekretariat DPRD; 
3. Inspektorat Daerah; 
4. Dinas Daerah; { 17) 
5. Badan; (3) 
6. Lembaga Lain; (2) 
7. Kecamatan ( 17) 
8. Kelurahan ( 15) 

Terdiri dari: 
1. Sekretariat Daerah; 
2. Sekretariat DPRD; 
3. Inspektorat Daerah; 
4. Dinas Daerah; (16) 
5. Badan; (3) 
6. Lembaga Lain; (2) 
7. Kecamatan ( 17) 
8. Kelurahan (15) 
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Terdiri dari: 
1. Sekretariat Daerah; 
2. Sekretariat DPRD; 
3. Inspektorat Daerah; 

(12), 4. Dinas Daerah; (17) 
5. Badan; (3) 
6. Lembaga Lain; (2) 
7. Kecamatan ( 17) 
8. Kelurahan (15) 

Terdiri Dari: 
1. Sekretariat Daerah; 
2. Sekretariat DPRD; 
3. Dinas Daerah (12) 
4. Lembaga Teknis Daerah 

terdiri dari : 
- 8 Badan. 
- 4 Kantor. 

; 5. Lembaga Lain (2) 
I 6. Kecamatan (17) 
7. Kelurahan ( 15) 

Perub_~an Perangkat Daerah berdasarkan PP 18/2016 
PD beriias~k~Perda 2009 -··· - . PD be~dasru-k~-Perda 16/2016 

- 1 1 -

Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan PP 18/2016
PD b e rd asa rk an  Perda 2009 PD b e rd asa rk an  Perda 16 /2016 PD berdasarkan  P erda  2 2 /2 0 1 9

Terdiri Dari: Terdiri dari: Terdiri dari:
1. Sekretariat D aerah; 1. S ekre taria t Daerah; 1. Sekretariat D aerah;
2. Sekretariat DPRD; 2. S ek re ta ria t DPRD; 2. Sekretariat DPRD;
3. Dinas D aerah  (12) 3. In spek to ra t Daerah; 3. Inspektorat D aerah;
4. Lembaga Teknis D aerah  (12), 4. D inas D aerah; (17) 4. Dinas Daerah; (16)

terdiri dari : 5. B adan; (3) 5. Badan; (3)
- 8 B adan. 6. Lem baga Lain; (2) 6. Lembaga Lain; (2)
- 4 K antor. 7. K ecam atan (17) 7. Kecamatan (17)

5. Lembaga Lain (2) 8. K elurahan  (15) 8. Kelurahan (15)
6. K ecam atan (17)
7. K elurahan (15)

Sekretariat D aerah  Terdiri Dari: S ek re ta ria t D aerah  Terdiri Dari: Sekretariat D aerah  Terdiri Dari:

1. Staf Ahli B upati Bidang 1. S taf Ahli B upati Bidang 1. S taf Ahli B upati B idang

Pem erintahan, H ukum  dan Pem erin tahan , H ukum  dan Politik Pem erintahan, H ukum  dan  Politik

Politik 2. S taf Ahli B upati Bidang 2. S taf Ahli B upati B idang Ekonom i,

2. S taf Ahli B upati Bidang Pem bangunan, K em asyarakatan Keuangan d an  P em bangunan

Pem bangunan, K em asyarakatan dan  Sum ber D aya M anusia 3. Staf Ahli B upati B idang

dan S um ber Daya M anusia 3. S taf Ahli B upati Bidang Ekonomi K em asyarakatan d a n  Sum ber D aya

3. Staf Ahli B upati Bidang Ekonom i dan  K euangan M anusia

dan K euangan

Asisten: Asisten:

Asisten: 1. A sisten Pem erin tahan 1. Asisten P em erin tahan  dan  K esra

1. Asisten Pem erintahan 2. Asisten Pem bangunan 2. Asisten P em bangunan  dan

2. Asisten Perekonom ian, 3. Asisten A dm inistrasi Perekonom ian

PD b e rd a sa rk a n  P erd a  5 /2 0 2 2

Terdiri dari:
1. S ekre taria t D aerah ;
2. S ek re ta ria t DPRD;
3. Inspek to ra t D aerah ;
4. D inas D aerah; (17)
5. B adan; (3)
6. Lem baga Lain; (2)
7. K ecam atan (17)
8. K elurahan  (15)

S ek re ta ria t D aerah  Terdiri D ari:

1. S ta f Ahli B upati B idang 
P em erin tahan , H u k u m  d a n  Politik

2. S ta f Ahli B upati B idang  E k o n o m i 

d a n  K euangan

3. S ta f Ahli B upati B idang 
P em bangunan  K e m asy a rak a tan  

d a n  Sum ber D aya M an u s ia

A sisten:
1. A sisten  P em erin tahan  d a n  K esra

2. A sisten Perekonom ian d a n  

P em bangunan
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Bagian Sekretariat Daerah: 
1. Bagian Pemerintahan 
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat 
3. Bagian Hukum 
4. Bagi an Perekonomian dan SDA 
5. Bagian Administrasi 

Pem bangunan 
6. Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa 
7. Bagian Umum 
8. Bagian Organisasi 
9. Bagian Protokol dan Kominikasi 

Pimpinan 
Sekretariat DPRD (Setwan) (Tipe B) 
Bagian Sekretariat DPRD: 
l.Bagian Fasilitasi Penganggaran da 
Pengawasan 
2.Bagian Persidangan dan 
Perundang-undangan 
3.Bagian Umurn dan Keuangan 

Bagian Sckretariat Daerah: 
1. Bagian Pemerintahan 
2. Bagian Hukum 
3. Bagian Organisasi 
4. Bagian Admininstrasi 

Pembangunan 
5. Bagian Perekonomian 
6. Ba~an Kesejahteraan Rakyat 
7. Bagian Um um dan Keuangan; 
8. Bagian Protokol dan Kominikasi 

Pimpinan 
9. Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa 
Sekretariat DPRD (Setwan) {Tipe Bl 
Bagian Sekretariat DPRD: 
1. Bagian Fasilitasi Penganggaran 

dan Pengawasan 
2. Bagian Persidangan dan 

Perundang-undangan 
3. Bagian Umum dan Keuangan 

3. Asisten Administrasi Umum 

Dinas Daerah ( 17), terdiri dari: 
1. Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan; (Disdikbud) (Tipe A}; 
- . 

Bagian Sekretariat Daerah: 
1. Bagian Pemerintahan 

I 2. Bagian Hukum 
3. Bagian Organisasi 
4. Bagian Admininstrasi 

Pembangunan 
5. Bagian Perekonomian 
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat 
7. Bagian Umum dan Keuangan; 
8. Bagian Humas dan 

Telekomunikasi 
9. Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa 
Sekretariat DPRD (Setwan) (Tipe B) 
Bagian Sekretariat DPRD: 
1. Bagian Perundang-Undangan 
2. Bagian Persidangan 
3. Bagian Umum 

Dinas Daerah ( 12}, terdiri dari: 

Pembangunan dan 
Kesejahteraan Rakyat 

3. Asisten Administrasi 
Bagian Sekretariat Daerah: 
1. Bagian Pernerintahan Umum 
2. Bagian Pemerintahan Desa Dan 

Kelurahan 
3. Bagian Hukum 
4. Bagian Organisasi dan 

Kepegawaian 
5. Bagian Pengelolaan Data 

Elektronik 
1 6. Bagian Administrasi 

Pembangunan 
7. Bagian Perekonomian 
8. Bagian Kesejahteraan Rakyat 
9. Bagian Um um 

' Sekretariat DPRD: 
Bagian Sekretariat DPRD: 
1. Bagian Umum 
2. Bagian Persidangan, Humas dan 

Protokol 
3. Bagian Perundang-Undangan 

3. Asisten Administrasi Umum 

- . ·-- ------· --- 
PD berdasarkan Perda 5/2022 

-12- 

PD berdasarkan Perda 22/2019 PD berdasarkan Perda 16/2016 PDberdasarkan Perda -2009 

-12-

PD b erdasarkan  P erda  2009 

Pem bangunan dan  

K esejahteraan R akyat

3. Asisten A dm inistrasi

Bagian Sekretariat D aerah:

1. Bagian P em erin tahan  Um um

2. Bagian P em erin tahan  D esa  Dan 

K elurahan

3. Bagian H ukum

4. Bagian O rganisasi dan  

Kepegawaian

5. Bagian Pengelolaan D ata  

Elektronik

6. Bagian A dm inistrasi 

Pem bangunan

7. Bagian Perekonom ian

8. Bagian K esejahteraan  R akyat

9. Bagian Um um

Sekretariat DPRD:

Bagian S ekretariat DPRD:

1. Bagian Um um

2. Bagian Persidangan, H um as dan 

Protokol

3. Bagian P erundang-U ndangan

D inas D aerah (12), terdiri dari:

PD b e rd asa rk an  Perda 16 /2016 PD berdasarkan Perda 2 2 /2 0 1 9

3. Asisten Administrasi Um um

PD berdasarkan Perda 5 /2022

3. A sisten  A dm in istrasi U m um

Bagian S ekre taria t Daerah:

1. Bagian Pem erintahan

2. Bagian H ukum

3. Bagian O rganisasi

4. Bagian A dm ininstrasi 

P em bangunan

5. Bagian Perekonom ian

6. Bagian K esejahteraan Rakyat

7. Bagian Um um  dan K euangan;

8. Bagian H um as dan 

Telekomu n ikasi

9. Bagian Pengadaan B arang dan  

J a s a

S ekre taria t DPRD (Setwan) (Tipe B) 

Bagian S ekre taria t DPRD:

1. Bagian P erundang-U ndangan

2. Bagian Persidangan

3. Bagian Um um

D inas D aerah (17), terdiri dari:

1. D inas Pendidikan dan

K ebudayaan; (Disdikbud) (Tipe A);

Bagian Sekretariat D aerah:

1. Bagian Pem erintahan

2. Bagian Hukum

3. Bagian Organisasi

4. Bagian A dm ininstrasi 

Pem bangunan

5. Bagian Perekonom ian

6. Bagian K esejahteraan Rakyat

7. Bagian Umum dan  K euangan;

8. Bagian Protokol dan  Kominikasi 

Pimpinan

9. Bagian Pengadaan B arang  dan 

J a s a

Sekretariat DPRD (Setwan) (Tipe B) 

Bagian Sekretariat DPRD:

1. Bagian Fasilitasi Penganggaran 

dan Pengaw asan

2. Bagian Persidangan dan  

P erundang-undangan

3. Bagian Umum dan  K euangan

B agian S ek re ta ria t D aerah :

1. B agian Pem erin tahan

2. B agian K ese jah te raan  R ak y a t

3. B agian H ukum
4. B agian P erekonom ian  d a n  SDA

5. B agian A dm in istrasi 

P em b an g u n an

6. B agian P en g ad aan  B a ra n g  d a n  

J a s a

7. B agian U m um

8. B agian  O rg an isas i
9 B agian Protokol dan  K om in ikasi 

P im pinan
S ek re ta ria t DPRD (Setw an) (Tipe B) 

B agian S e k re ta ria t DPRD:

1. B agian F asilita si P en g an g g aran  d a  

P engaw asan

2 . B agian P e rs id an g an  d a n

P erundang-undangan

3 . B agian U m um  d a n  K euangan

PETA JALAjN IROADMAP/ REFORMASI BIROKRASI
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Dinas Daerah ( 17), terdiri d ari: 
l.Dinas Pendidikan dan Kebu dayaa: 
(Disdikbud) (Tipe A); 
2.Dinas Kesehatan; (Dinkes} (Tipe A: 
3.Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat; (DPUPR) (Tipe A 
4.Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk,dan Keluarga Berencana; 
(DP3APPKB) (Tipe A); 
5.Dinas Lingkungan Hidup; (DLH) 
(Tipe A) 
6.Satuan Polisi Pamong Praja; [Satpr 
PP) (Tipe B) 
7.Dinas Perhubungan (DISHUB) (Tip 
C) 
8.Dinas Pertanian, Pangan dan 
Perikanan; (DISPERTAN PP) (Tipe A) 
9.Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; (DISDUKCAPIL) 
(Tipe B) 
10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa; (DISPERMADES) (Tipe B) 
11.Dinas Penanaman Modal dari 

Dinas Daerah (16), terdiri dari: 
1. Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan; (Disdikbud) (Tipe A); 
2. Dinas Kesehatan; (Dinkes) (Tipe 

A) 
3. Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; (DPUPR) 
(Tipe A); 

4. Dinas Perdagangan, Tenaga 
Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan 
Menengah;(Disdagnakerkop 
UKM) (Tipe A) 

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk,dan Keluarga 
Berencana; (DP3APPKB) (Tipe A); 

6. Dinas Lingkungan Hidup; (DLH) 
(Tipe A) 

7. Satuan Polisi ?among Praja; 
(Satpol PP) (Tipe B) 

8. Dinas Perhubungan (DISHUB) 
(Tipe C) 

9. Dinas Pertanian, Pangan dan 
Perikanan; (DISPERTAN PP) (Tipe 
A) 

2. Dinas Kesehatan; (Dinkes) (Tipe 
A) 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang; (DPUPR) [Tipe 
A); 

4. Dinas Perdagangan, Tenaga 
Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan 
Menengah; (Disdagnakerkop 
UKM) (Ti pe A) 

5. Dinas Pero berdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk, dan Keluarga 
Berencana; (DP3APPKB) (Tipe A); 

6. Dinas Lingkungan Hidup; {DLH) 
{Tipe A) 

7. Satuan Palisi Pamong Praja; 
(Satpol PP) (Tipe B). 

8. Dinas Perhubungan, Perumahan, 
dan Kawasan Perrnukiman 
(DISHUBPKP) (Tipe B) 

9. Dinas Pertanian dan Pangan; 
(DISPERTAN) (Tipe B) 

10. Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; (DjSDUKCAPIL) 
(Tipe B) 

Pertamanan 
10. Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan, Perkebunan dan 
Kehutanan 

11. Dinas Peternakan dan 
Perikanan 

12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 

Dinas 
Perindustrian,Perdagangan, 
Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah 

8. Dinas Pekerjaan Umurn 
9. Dinas Kebersihan dan 

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga; 

2. Dinas Kesehatan 
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi; 
4. Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan 
5. Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika; 
6. Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 10. Dinas Kependudukan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
PETA JALAl~ {ROADMAP/ REFORlt'IASl BIROKRASI 
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PD berdasarkan Perda 5/2022 

-13- 

... 
PD berdasarkan Perda 22/2019 

- 
PD berdasarkan Perda 16/2016 PD berdasarkan Perda 2009 

- 1 3 -

PD berdasarkan  Perda 2009

1. Dinas Pendidikan, Pem uda dan  

Olahraga;

2. Dinas K esehatan

3. D inas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi;

4. D inas Pariw isata dan  

Kebudayaan

5. D inas Perhubungan, 

Komunikasi dan  Inform atika;

6. D inas K ependudukan dan  

Pencatatan  Sipil;

7. Dinas

Perindu s trian , Perdagangan, 

Koperasi dan  U saha Mikro, 

Kecil dan M enengah

8. D inas Pekerjaan Um um

9. D inas K ebersihan dan  

Pertam anan

10. D inas P ertan ian  Tanam an 

Pangan, Perkebunan dan 

K ehutanan

11. Dinas Peternakan dan  

Perikanan

12. Dinas Pendapatan , Pengelolaan 

Keuangan dan  Aset D aerah

PD b e rd a sa rk a n  Perda 16/2016

2. D inas K esehatan ; (Dinkes) (Tipe 

A)
3. D inas P ekerjaan  Umum dan 

P en a taan  R uang; (DPUPR) (Tipe

A);
4. D inas P erdagangan , Tenaga 

Kerja, K operasi, U saha Kecil, dan  
M enengah; (Di sdagnakerkop
U KM) (Tipe A)

5. D inas P em berdayaan  Perem puan, 

P erlindungan  Anak, Pengendalian 

P enduduk , d an  Keluarga 

B erencana; (DP3APPKB) (Tipe A);

6. D inas L ingkungan Hidup; (DLH) 

(Tipe A)

7. S a tu an  Polisi Pamong Praja; 

(Satpol PP) (Tipe B).

8. D inas P erhubungan , Perum ahan, 

dan  K aw asan Perm ukim an 

(DISHUBPKP) (Tipe B)

9. D inas P ertan ian  dan  Pangan; 

(DISPERTAN) (Tipe B)

10. D inas K ependudukan dan 

P encatatan  Sipil; (DiSDUKCAPIL) 

(Tipe B)

11. D inas Pem berdayaan M asyarakat

PD berdasarkan  Perda 2 2 /2 0 1 9  

D inas D aerah (16), terdiri dari:

1. D inas Pendidikan d an  

Kebudayaan; (Disdikbud) (Tipe A);

2. D inas Kesehatan; (Dinkes) (Tipe

A)
3. D inas Pekerjaan U m um  d an  

Perum ahan Rakyat; (DPUPR)

(Tipe A);

4. D inas Perdagangan, T enaga 
Keija, Koperasi, U sah a  Kecil, dan  
M enengah;(D isdagnakerkop
UKM) (Tipe A)

5. D inas Pem berdayaan P erem puan , 

Perlindungan Anak, Pengendalian  

P enduduk,dan  K eluarga 

Berencana; (DP3APPKB) (Tipe A);

6. D inas Lingkungan H idup; (DLH) 

(Tipe A)

7. S a tu an  Polisi Pam ong Praja; 

(Satpol PP) (Tipe B)

8. D inas P erhubungan  (DISHUB) 

(Tipe C)

9. D inas Pertanian, P angan  dan  

Perikanan; (DISPERTAN PP) (Tipe 

A)
10. D inas K ependudukan dan

PD b e rd a sa rk a n  Perda 5 /2 0 2 2  

D inas D aerah  (17), te rd iri dari:

1. D inas P end id ikan  d an  K eb u d ay aa  

(Disdikbud) (Tipe A);

2 . D inas K esehatan ; (Dinkes) (Tipe A;

3 . D inas P ekerjaan  U m um  d a n  

P eru m ah an  R akyat; (DPUPR) (Tipe A

4 . D inas P em berdayaan  P erem puan , 

Perlindungan  A nak, P engendalian  

P en d u d u k ,d an  K eluarga B erencana; 

(DP3APPKB) (Tipe A);

5 . D inas L ingkungan  Hidup; (DLH) 

(Tipe A)

6 .S a tu a n  Polisi Pam ong Praja; (Satpc 

PP) (Tipe B)

7 . D inas P e rh u b u n g a n  (DISHUB) (Tip

C)
8 . D inas P ertan ian , Pangan d a n  

Perikanan ; (DISPERTAN PP) (Tipe A)

9 . D inas K ependudukan  d an  

P en ca ta tan  Sipil; (DISDUKCAPIL) 

(Tipe B)

10. D inas P em berdayaan  M asyarakat 

dan D esa; (DISPERMADES) (Tipe B)

11. D inas P en an am an  Modal d an  

Pelayanan T erpadu  S atu  P intu;

PETA JALAN [ROADMAPJ REFORMASI BIROKRASI
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Bad an: 
l.Badan Keuangan Daerah; (BKD) 
(Tipe A) 
2.Badan Perencanaan, Penelitian, 
dan Pengernbangan; 
(BAPERLITBANG) (Tipe A) 
3.Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (BKPSDM) (Tipe B) 
4.Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik (Intensitas Sedang) 
5.Badan Penanggulangan Bencana 

(DPMPTSP) (Tipe C) 
12.Dinas Pariwisata, Pemuda dan 
Olah Raga; (DISPARPORA) (Tipe B) 
13.Dinas Sosial; (DINSOS) (Tipe C) 
14.Dinas Komunikasi dan 
Informatika; (DISKOMINFO} (Tipe C) 
15.Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan; (DISARPUS) (Tipe C) 
16.Dinas Perdagangan, Perindustria 
dan Tenaga Kerja (Type B); 
17.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, 
Transmigrasi, Energi dan SDM (Typ: 
C) 

Badan: 
1. Badan Keuangan Daerah; (BKD) 

(Tipe A) 
2. Badan Perencanaan, Penelitian, 

dan Pengembangan; 

Pencatatan Sipil; (DISDUKCAPIL) 
(Tipe B) 

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa; (DISPERMADES) (Tipe 
B) 

12. Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
(DPMPTSP) (Tipe B) 

13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan 
Olah Raga; (DISPARPORA) (Tipe 
B) 

14. Dinas Sosial; {DINSOS) (Tipe C) 
15. Dinas Komunikasi dan 

Informatika; (DISKOMINFO) (Tipe 
C) 

16. Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan; (DISARPUS) (Tipe 
C) 

dan Desa; (DISPERMADES) (Tipe 
B) 

12. Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
(DPMPTSP) (Tipe B) 

13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan 
Olah Raga; (DISPARPORA) (Tipe 
B) 

14. Dinas Sosial; (DINSOS) (Tipe C) 
15. Dinas Kornunikasi dan 

Informatika; (DISKOMINFO) (Tipe 
C) 

16. Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan; (DISARPUS) (Tipe 
C) 

17. Dinas Perikanan dan Peternakan. 
(DISNAKAN) (Tipe C) 

Lembaga Teknis Daerah (12), 
terdiri dari : 
1. Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
2. Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik 
i 

3. Badan Kepegawaian Daerah 
14. Badan Pemberdayaan 
, Masyarakat dan Desa 
I 5. Badan Penanarnan Modal dan 

Pelayanan Terpatu Satu Pintu 

I
! 6. Badan Lingkungan Hidup 
7. Badan Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak 
dan Keluarga Berencana 

8. lnspektorat 
9. RSUD 

1 
10. Kantor Ketahanan Pangan 

j 11. Kantor Perpustakaan dan Arsip 
i 12. Satuan Polisi Parnong Praja 
I 
l 

Badan: 
1. Badan Keuangan Daerah; (BKD) 

(Tipe A) _ Lembaga Lain: 
1
2. Badan Perencanaan, Penelitian, 1. Badan Pelaksana Penyuluhan 

I 
dan Pengembangan; Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan (BP4K) (BAPERLITBANG) (Tipe A) 
-----------'-------'--------'----------------'--------------------'-------------------- .. --. -- 

·-···· ·········--·-······ ······-······· 

PD berdasarkan Perda 5/2022 

-14- 

PD berdasarkan Perda 22/2019 
..... ,, __ ,, ,, ---. ·······-· --···· 

PD berdasarkan Perda 16/2016 
,- 
1 

.... ---··-·---·--------·---- . . .. ·-·-·· .. ··- . 

PD berdasarkan Perda 2009 

- 1 4 -

PD berd asa rk an  P erda 2009 PD berd asa rk an  P erda 16 /2016 PD berdasarkan  Perda 2 2 /2 0 1 9

dan Desa; (DISPERMADES) (Tipe P encatatan  Sipil; (DISDUKCAPIL)

Lem baga Teknis D aerah (12), B) (Tipe B)

terdiri d ari : 12. Dinas P en anam an  M odal dan 11. D inas Pem berdayaan M asyarakat

1. B ad an  Perencanaan Pelayanan T erpadu  S a tu  Pintu; dan  Desa; (DISPERMADES) (Tipe

P em bangunan  D aerah (DPMPTSP) (Tipe B) B)
2. B ad an  K esatuan B angsa  dan 13. Dinas Pariw isata, P em uda  dan 12. D inas Penanam an M odal dan

Politik Olah Raga; (DISPARPORA) (Tipe Pelayanan Terpadu S a tu  Pintu;

3. B adan  Kepegawaian D aerah B) (DPMPTSP) (Tipe B)

4. B adan  Pem berdayaan 14. Dinas Sosial; (DINSOS) (Tipe C) 13. D inas Pariwisata, P em uda dan
M asyarakat dan  D esa 15. Dinas K om unikasi d an Olah Raga; (DISPARPORA) (Tipe

5. B adan  Penanam an M odal dan Informatika; (DISKOMINFO) (Tipe B)
P elayanan  Terpatu S a tu  Pintu C) 14. D inas Sosial; (DINSOS) (Tipe C)

6. B adan  Lingkungan H idup 16. Dinas K earsipan dan 15. D inas Komunikasi dan

7. B adan  Pem berdayaan Perpustakaan; (DISARPUS) (Tipe Inform atika; (DISKOMINFO) (Tipe
P erem puan , Perlindungan  Anak C) C)
dan  Keluarga B erencana 17. Dinas P erikanan  dan  Peternakan . 16. D inas Kearsipan d an

8. Inspek to ra t (DISNAKAN) (Tipe C) Perpustakaan; (DISARPUS) (Tipe

9. RSUD

10. K antor K etahanan Pangan

11. K antor P erpustakaan  d an  Arsip

12. S a tu an  Polisi Pam ong Praja Badan:

C)

1. Badan K euangan D aerah; (BKD) Badan:

Lembaga Lain:
1. B adan  Pelaksana Penyuluhan 

P ertan ian , Perikanan dan  
K ehutanan  (BP4K)

(Tipe A)
2. Badan Perencanaan, Penelitian, 

dan Pengem bangan; 
(BAPERLITBANG) (Tipe A)

1. Badan Keuangan D aerah; (BKD) 
(Tipe A)

2. Badan Perencanaan, Penelitian, 
dan Pengembangan;

PD b e rd a sa rk a n  P e rd a  5 /2 0 2 2  

(D PM PTS P) (Tipe C)

12. D inas P ariw isa ta , P e m u d a  d an  

Olah Raga; (DISPARPORA) (Tipe B)

13. D inas Sosial; (DINSOS) (Tipe C)

14. D inas K om unikasi d an  

Inform atika; (DISKOMINFO) (Tipe C)

15. D inas K earsipan  d a n  

P e rp u stak aan ; (DISARPUS) (Tipe C)

16. D inas P e rd ag an g an , P e rin d u s tr ia  
dan  T enaga K erja (Type B);
17. D inas K operasi, U sa h a  Kecil, 
T ransm igrasi, E nerg i d a n  SDM (Tvp<
C)

B adan:
1. B adan  K euangan  D aerah ; (BKD) 
(Tipe A)
2 . B adan  P e re n c an a a n , P ene litian , 
dan  Pengem bangan; 
(BAPERLITBANG) (Tipe A)
3 . B adan  K epegaw aian dan  
Pengem bangan S u m b er D aya 
M anusia  (BKPSDM) (Tipe B)
4 . B adan K esa tu an  B an g sa  d a n  

Politik (In ten sitas  Sedang)
5 . B adan  P en an g g u lan g an  B en c a n a
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Kelurahan ( 15) 

Kecamatan (l 7)(Tipe A): 
1. Kecamatan Karanganyar. 
2. Kecamatan Mojogedang. 
3. Kecamatan Jumantono. 
4. Kecamatan Tasikmadu. 
5. Kecamatan Kebakkramat. 
6. Kecamatan Jaten. 
7. Kecamatan Colomadu. 
8. Kecamatan Gondangrejo 
9. Kecamatan Jumapolo. 
10. Kecamatan Jatipuro 
11. Kecamatan Jatiyoso 
12. Kecamatan Karangpandan. 
13. Kecamatan Matesih. 
14. Kecamatan Tawangmangu. 
15. Kecamatan Ngargoyoso. 
16. Kecamatan Kerjo. 
17. Kecamatan Jenawi. 

Lembaga Lain : 
1. Sadan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD); 

(BAPERLITBANG) (Tipe A) 
3. Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 
Manusia(BKPSDM (Tipe B) 

4. Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik (Intensitas Sedang) 

Kelurahan ( 15) 
1. Kelurahan Karanzanvar I ~ J 

Kelurahan (15) 
1. Kelurahan Karanganyar 
2.Kelurahan Bejen 
3. Kelurahan Tegalgede 
4.Kelurahan Lalung 
5.Kelurahan Gedong 
6. Kelurahan Delingan 
7.Kelurahan Popongan 
8.Kelurahan Gayamdompo 
9.Kelurahan Bolong 

Daerah(BPBD) (Kelas B) 
Kecamatan ( 17)(Tipe A): 
1.Kecamatan Karanganyar. 
2.Kecamatan Mojogedang. 
3. Kecamatan Jumantono. 
4.Kecamatan Tasikmadu. 
5.Kecamatan Kebakkramat. 
6.Kecamatan Jaten. 
7.Kecamatan Colomadu. 
8.Kecamatan Gondangrejo 
9.Kecamatan Jumapolo. 
10.Kecamatan Jatipuro 
11.Kecamatan Jatiyoso 
12.Kecamatan Karangpandan. 
13.Kecamatan Matesih. 
14.Kecamatan Tawangmangu. 
15.Kecamatan Ngargoyoso. 
16.Kecamatan. Kerjo. 
17. Kecamatan J enawi. 

PD berdasarkan Perda 5/202~ PD berdasarkan Perda 22/2019 

Kecamatan (17}(Tipe A): 
1. Kecamatan Karanganyar. 
2. Kecamatan Mojogedang. 
3. Kecamatan Jumantono. 
4. Kecamatan Tasikmadu. 
5. Kecamatan Kebakkramat. 
6. Kecamatan Jaten. 
7. Kecamatan Colomadu. 
8. Kecamatan Gondangrejo 
9. Kecamatan Jumapolo. 
10. Kecamatan Jatipuro 
11. Kecamatan Jatiyoso 
12. Kecamatan Karangpandan. 
13. Kecamatan Matesih. 
14. Kecamatan Tawangmangu. 
15. Kecamatan Ngargoyoso. 
16. Kecamatan Kerjo. 
17. Kecamatan Jenawi. 

Lembaga Lain: 
1. Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD); 
2. Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik. 

; Kelurahan ( 15) 
1. Kelurahan Karanganyar 
2. Kelurahan Bejen 
3. Kelurahan Tegalgede 
4. Kelurahan Lalung 
5. Kelurahan Gedong 
6. Kelurahan Delingan 
7. Kelurahan Popongan 

: Kecamatan ( 17) 
I 1. Kecamatan Karanganyar. 
2. Kecamatan Mojogedang. 
3. Kecamatan Jumantono. 

I 
; 4. Kecamatan Tasikmadu. 
I 

1 5. Kecamatan Kebakkramat. 
; 6. Kecamatan Jaten. 
! 7. Kecamatan Colomadu. 
I 
j 8. Kecamatan Gondangrejo 
i 9. Kecamatan Jumapolo. 
I 
i 10. Kecamatan Jatipuro 
j 11. Kecamatan Jatiyoso 
, 12. Kecamatan Karangpandan. 
I 13. Kecamatan Matesih. i 

14. Kecamatan Tawangmangu. 
15. Kecamatan Ngargoyoso. 
16. Kecamatan Kerjo. 
17. Kecamatan Jenawi. 

2. Badan Penanggulangan 3. Badan Kepegawaian dan 
Bencana Daerah (BPBD) Pengembangan Sumber Daya 

Manusia(BKPSDM (Tipe 8) 

--·-··--··---·--·-··-·-·-·-------·-----~····--·--·-- ····------------·-------------·------------------------~--···----·-·-·-·----------------- 
PD berdasarkan Perda 2009 PD berdasarkan Perda 16/2016 
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PD b erd asa rk an  P erda 2009

; 2. B adan Penanggulangan 
B encana D aerah (BPBD)

K ecam atan (17)
1. K ecam atan K aranganyar.
2. K ecam atan Mojogedang.
3. K ecam atan Ju m an to n o .
4. K ecam atan  T asikm adu.j

j  5. K ecam atan K ebakkram at.
6. K ecam atan Ja ten .
7. K ecam atan Colom adu.{
8. K ecam atan G ondangrejo
9. K ecam atan Jum apolo .
10. K ecam atan Ja tip u ro
11. Kecamatan Jatiyoso
12. K ecam atan K arangpandan.
13. K ecam atan M atesih.

j  14. K ecam atan Taw angm angu. 
j  15. K ecam atan Ngargoyoso. 
j 16. K ecam atan Keijo. 
i 17. K ecam atan Jenaw i.

: K elurahan  (15)
1. K elurahan K aranganyar
2. K elurahan Bejen
3. K elurahan Tegalgede
4. K elurahan Lalung
5. K elurahan Gedong
6. K elurahan Delingan
7. K elurahan Popongan

PD b erd asa rk an  Perda 16/2016

3. B adan Kepegawaian dan  
Pengem bangan Sum ber Daya 
Manusia(BKPSDM (Tipe B)

Lem baga Lain :
1. B adan  Penanggulangan Bencana 

D aerah  (BPBD);
2. B adan K esatuan  B angsa  dan 

Politik.

K ecam atan (17)(Tipe A):
1. K ecam atan K aranganyar.
2. K ecam atan Mojogedang.
3. K ecam atan Ju m an to n o .
4. K ecam atan Tasikm adu.
5. K ecam atan K ebakkram at.
6. K ecam atan Ja ten .
7. K ecam atan Colomadu.
8. K ecam atan Gondangrejo
9. K ecam atan Jum apolo .
10. K ecam atan Ja tip u ro
11. K ecam atan Jatiyoso
12. K ecam atan K arangpandan.
13. K ecam atan M atesih.
14. K ecam atan Taw angm angu.
15. K ecam atan Ngargoyoso.
16. K ecam atan Keijo.
17. K ecam atan Jenaw i.

K elurahan (15)
1. K elurahan K aranganyar

PD berdasarkan  Perda 2 2 /2 0 1 9

(BAPERLITBANG) (Tipe A)
3. B adan  Kepegawaian dan  

Pengem bangan Sum ber D aya 
Manusia(BKPSDM (Tipe B)

4. B adan K esatuan B angsa dan  
Politik (Intensitas Sedang)

Lem baga Lain :
1. B adan  Penanggulangan B encana  

D aerah  (BPBD);

K ecam atan (17)(Tipe A):
1. K ecam atan Karanganyar.
2. K ecam atan Mojogedang.
3. K ecam atan Jum antono .
4. K ecam atan Tasikm adu.
5. K ecam atan Kebakkram at.
6. K ecam atan Jaten .
7. K ecam atan Colomadu.
8. K ecam atan Gondangrejo
9. K ecam atan Jum apolo.
10. K ecam atan Jatipu ro
11. K ecam atan Jatiyoso
12. K ecam atan K arangpandan.
13. K ecam atan M atesih.
14. K ecam atan Tawangmangu.
15. K ecam atan Ngargoyoso.
16. K ecam atan Keijo.
17. K ecam atan Jenawi.

PD b e rd asa rk an  P erda  5 /2 0 2 *

Daerah(BPBD) (Kelas B) 
K ecam atan (17)(Tipe A):
1. K ecam atan K aranganyar.
2 . K ecam atan Mojogedang.
3 . K ecam atan Ju m an to n o .
4 . K ecam atan T asikm adu.
5 . K ecam atan K eb ak k ram at.
6 . K ecam atan Ja te n .
7 . K ecam atan Colom adu.
8 . K ecam atan G ondangrejo
9 . K ecam atan Jum apo lo .
10. K ecam atan Ja tip u ro
11. K ecam atan Jatiyoso
12. K ecam atan K aran g p an d an .
13. K ecam atan M atesih.
14. K ecam atan T aw angm angu .
15. K ecam atan Ngargoyoso.
16. K ecam atan Keijo.
17. K ecam atan Jenaw i.

K elurahan  (15)
1. K elurahan  K aranganyar
2 . K elurahan  Bejen
3 . K elurahan  Tegalgede
4 . K elurahan  Lalung
5. K elurahan  Gedong
6. K elurahan  Delingan
7. K elurahan  Popongan
8. K elurahan  Gayam dom po

K elurahan (15) 9. K elurahan  Bolong
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12.Kelurahan Jongke 
13.Kelurahari Blumbang 
14.Kelurahan Kalisoro 
15.Kelurahan Tawangmangu 

3. Kelurahan Tegalgede 
4. Kelurahan Lalung 
5. Kelurahan Gedong 
6. Kelurahan Delingan 
7. Kelurahan Popongan 
8. Kelurahan Gayamdompo 
9. Kelurahan Bo long 
10. Kelurahan J antiharjo 
11. Kelurahan Cangakan 
12. Kelurahan Jongke 
13. Kelurahan Blumbang 
I 4. Kelurahan Kalisoro 
15. Kelurahan Tawangmangu 

1. Kelurahan Karanganyar 10.Kelurahan Jantiharjo 
2. Kelurahan Bejen 11.Kelurahan Cangakan 

2. Kelurahan Bejen 
3. Kelurahan Tegalgede 
4. Kelurahan Lalung 
5. Kelurahan Gedong 
6. Kelurahan Delingan 
7. Kelurahan Popongan 
8. Kelurahan Gayamdompo 
9. Kelurahan Bolong 
10. Kelurahan Jantiharjo 
11. Kelurahan Cangakan 
12. Kelurahan Jongke 
13. Kelurahan Blumbang 
14. Kelurahan Kalisoro 
Kelurahan Tawangmangu 

Sumber: Bagian Organisasi 

Kelurahan Gayamdompo 
Kelurahan Bolong 
Kelurahan J antiharjo 
Kelurahan Cangakan 
Kelurahan J ongke 
Kelurahan Blumbang 
Kelurahan Kalisoro 
Kelurahan Tawangmangu 

i 8. 
. 9. 
i I 10_ 

11. 
12. 
13. 
14. 

; 15. 

i 
I 

--------··---··-··---------·········--··-··----·-·-·-·-·-,·--·--···-·· ·------·-------·-·-------·---------- 
PD berdasarkan Perda 22/2019 PD berdasarkan Perda S/2022 
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PD berdasarkan Perda 2009 PD berdasarkan Perda 16/2016 

i 
PD b e rd a sa rk a n  Perda 2009 PD berdasarkan  Perda 16 /2 0 1 6 PD b e rd a sa rk a n  Perda 2 2 /2 0 1 9 PD b e rd asa rk an  Perda 5 /2 0 2 2

8. K elu rahan  Gayam dom po 2. K elurahan Bejen 1. K elurahan K aranganyar 10. K elurahan Ja n tih a r jo

9. K elu rahan  Bolong 3. K elurahan Tegalgede 2. K elurahan B ejen 11. K elurahan C angakan

10. K elu rahan  J a n tih a ijo 4. K elurahan Lalung 3. K elurahan Tegalgede 12. K elurahan Jo n g k e

11. K elu rahan  C angakan 5. K elurahan Gedong 4. K elurahan Lalung 13. K elurahan B lum bang

12. K elu rahan  Jo n g k e 6. K elurahan Delingan 5. K elurahan Gedong 14. K elurahan Kalisoro

13. K elu rahan  B lum bang 7. K elurahan Popongan 6. K elurahan D elingan 15.K elurahan T aw an g m an g u

14. K elu rahan  Kalisoro 8. K elurahan G ayam dom po 7. K elurahan Popongan

15. K elu rahan  Taw angm angu 9. K elurahan Bolong 8. K elurahan Gayam dom po
10. K elurahan Jan tih a rjo 9. K elurahan Bolong
11. K elurahan C angakan 10. K elurahan Jan tih a ijo
12. K elurahan Jongke 11. K elurahan C angakan
13. K elurahan B lum bang 12. K elurahan Jongke
14. K elurahan Kalisoro 13. K elurahan  B lum bang
Kelurahan Tawangmangu 14. K elurahan  Kalisoro

15. K elurahan  Taw angm angu
Sumber: Bagian Organisasi
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Gambar 2.4. 
Penataan Tata Laksana 

j,. - . 
~ • • 1 j 

': Penataan I 

I Tatala'.ksana · 
I • 
I . ' ' . ' 

1-J' ' ' 
Keternukaen . 

I . lnforrn.asl. . 
.. Publik ~~ ., .. 

. . ' 
, · Proses . 
I ' 

Bisnis dan 
· SOP 
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4. Penataan Tata Laksana 

Penataan tata laksana terdiri dari proses bisnis dan SOP, 

pelaksanaan E-Govemment, Keterbukaan Informasi Publik, dan Tata 

Naskah Dinas yang masing-masing akan diuraikan sebagai berikut: 

Sumber: Bagian Organisasi 
Catatan : untuk Kesbangpol dan BPBD belum mempunyai tipe. 

~ 
No Tipologi Perangkat Daerah Jumlah 

i 

1 Tipe A 26 ! 
! 

2 Tipe B 8 
3 Tipe c 6 

- . -··· -- - ·-·· - -- --- . ·--·-··-- -··-- ----·---- ··---------· -· - ~ --- 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perubahan organisasi 

di Kabupaten Karanganyar cukup berkembang sebagai akibat dari 

regulasi Perangkat Daerah, selanjutnya Tipologi Perangkat Daerah 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Karanganyar sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir dengan 

dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.2. 
Tipologi Perangkat Daerah berdasarkan Perda No 16/2016 beserta 

perubahannya 

-17- - 17 -

B erd asa rk an  tabel di a ta s  d ap a t d ilihat bah w a p e ru b a h a n  organ isasi 

di K abupaten  K aranganyar cukup  berkem bang  sebagai ak ib a t dari 

regu lasi P erangkat D aerah, se lan ju tnya  Tipologi P erangkat D aerah  

b e rd a sa rk a n  P e ra tu ran  D aerah  K abupaten  K aranganyar Nomor 16 T ah u n  

2016 te n ta n g  P em b en tukan  dan  S u su n a n  P erangkat D aerah  K abupaten  

K aranganyar sebagaim ana te lah  d iu b ah  b eb erap a  kali te rak h ir dengan 

dengan  P e ra tu ran  D aerah  Nomor 22 T ah u n  2019 dan  P e ra tu ra n  D aerah  

K abupaten  K aranganyar Nomor 5 T ahun  2022 ten tan g  P e ru b ah an  K edua 

a ta s  P e ra tu ran  D aerah  K abupaten  K aranganyar Nomor 16 T ah u n  2016 

ten tan g  P em b en tu k an  d an  S u su n a n  Perangkat D aerah  K abupaten  

K aranganyar d ap a t d ilihat p a d a  tabel berikut:

Tabel 2.2.
Tipologi P erangkat D aerah  b e rd asa rk an  Perda No 1 6 /2 0 1 6  b ese rta

p e ru b ah an n y a

No Tipologi Perangkat D aerah Ju m la h

1 Tipe A 26

2 Tipe B 8

3 Tipe C 6

Sumber: Bagian Organisasi
Catatan : untuk Kesbangpol dan BPBD belum mempunyai tipe.

4. P en a taan  T ata  L aksana

P en a taan  ta ta  la k sa n a  terd iri dari p roses b isn is  d an  SOP, 

p e lak san aan  E-Govemment, K eterbukaan  Inform asi Publik, d an  T ata 

N askah  D inas yang  m asing-m asing  ak an  d iu ra ik an  sebagai berikut:

G am bar 2.4. 
P en a taan  T ata  L aksana
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Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 ten tang Penyusunan Peta 
Proses Bisnis Instansi Pemerintah, mendorong setiap instansi pemerintah 
untuk segera menyusun peta proses bisnis instansinya. Peta Proses Bisnis 
menunjukkan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif 
dan efisien an tar unit organisasi . untuk menghasilkan kinerja sesuai 
dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang 
bernilai tambah bagi pernangku kepentingan. Peta Proses Bisnis 
Kabupaten Karanganyar telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
Karanganyar Nomor 045/ 1173 Tahun 2019. Terkait dengan pemahaman 
Perangkat Daerah tentang Peta Proses Bisnis, telah dilakukan kegiatan 
sosialisasi penyusunan peta proses bisnis terhadap Perangkat Daerah di 
Kabupaten Karanganyar pada bulan Agustus Tahun 2019, dengan 
harapan semua Perangkat Daerah dapat memahami dan melakukan 
langkah penyiapan berba.gai bahan yang diperlukan dalam penyusunan 
peta proses bisnis. Sampai dengan saatini semua Perangkat Daerah telah 
menyusun peta proses bisnis Perangkat Daerah. 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan layanan publik telah memiliki SOP (Standar 
Operasional Prosedur) yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara clan Reformasi Birokrasi Nomor 36 
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan Reformasi 
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusurian Standar 
Operasional Prosedur namun demikian kedepan perlu dilakukan evaluasi 
atau penyusunan ulang sesuai dengan regulasi terbaru yakni Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 ten tang Standar Operasional 
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 

Pelaksanaan E-Govemment di Kabupaten Karanganyar saat ini 
diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dimana telah terdapat 
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola 
Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 
Lebih lanjut Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 mendapat skor 
Sistem Pernerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan nilai 2,04 (dua 
koma nol empat) atau dengan predikat cukup artinya layanan sudah 
berbentuk komunikasi dua arah, pengaturan telah ditetapkan dengan 
memenuhi kebutuhan sebagian di instansi pemerintah, proses tata kelola 

-18- - 18 -

Dengan terbitnya Peraturan M enteri Pendayagunaan A p aratu r Negara 

dan  Reform asi B irokrasi Nomor 19 T ah u n  2018 ten tan g  Penyu su n a n  Peta 

Proses B isnis In s tan s i Pem erin tah , m endorong setiap  in s ta n s i pem erin tah  

u n tu k  segera  m en y u su n  p e ta  proses b isn is  in s tan sin y a . P eta  Proses B isnis 

m en u n ju k k an  d iagram  yang m enggam barkan  h u b u n g a n  kerja  yang efektif 

d an  efisien a n ta r  u n it  o rgan isasi u n tu k  m enghasilkan  k inerja  sesua i 

dengan  tu ju a n  pend irian  o rganisasi agar m enghasilkan  k e lu a ran  yang 

bern ilai tam b ah  bagi pem angku  kepen tingan . Peta Proses B isnis 

K abupaten  K aranganyar te lah  d ite tap k an  dengan  K ep u tu san  B upati 

K aranganyar Nomor 0 4 5 /1 1 7 3  T ahun  2019. Terkait dengan  pem ah am an  

P erangkat D aerah  ten tan g  Peta Proses B isnis, te lah  d ilak u k an  keg iatan  

sosia lisasi p en y u su n an  p e ta  proses b isn is te rh ad ap  P erangkat D aerah  di 

K abupaten  K aranganyar p a d a  b u lan  A gustus T ah u n  2019, dengan 

h a ra p a n  sem u a  P erangkat D aerah  d ap a t m em aham i d an  m elak u k an  

langkah  peny iapan  berbagai b ah an  yang d iperlukan  dalam  p en y u su n an  

pe ta  p roses b isn is. Sam pai dengan saa t ini sem u a  P erangkat D aerah  telah  

m en y u su n  pe ta  p roses b isn is  P erangkat D aerah.

P em erin tah  K abupaten  K aranganyar dalam  penyelenggaraan  

p em erin tah an  dan  layanan  publik  te lah  m em iliki SOP (S tandar 

O perasional Prosedur) yang d isu su n  b e rd a sa rk a n  p a d a  P e ra tu ran  M enteri 

P endayagunaan  A para tu r Negara dan  Reform asi B irokrasi Nomor 36 

T ahun  2012 ten tan g  Pedom an P en y u su n an  S tan d a r P elayanan  Publik  dan  

P e ra tu ran  M enteri P endayagunaan  A para tu r N egara dan  Reform asi 

B irokrasi Nomor 35 T ahun  2012 ten tan g  Pedom an P en y u su n an  S tan d a r 

O perasional P rosedur n a m u n  dem ikian kedepan  perlu  d ilak u k an  evaluasi 

a tau  p en y u su n a n  u lang  sesua i dengan  regulasi te rb a ru  yakni P e ra tu ran  

M enteri D alam  Negeri Nomor 52 T ahun  2011 ten tan g  S tan d a r O perasional 

P rosedur di L ingkungan Pem erin tah  Provinsi dan  K ab u p aten /K o ta  dan  

P e ra tu ran  M enteri P endayagunaan  A para tu r N egara d an  Reform asi 

B irokrasi Nomor 35 T ah u n  2012 ten tan g  Pedom an P en y u su n an  S tan d ar 

O perasional P rosedu r A dm inistrasi P em erin tahan .

P e lak san aan  E-Government di K abupaten  K aranganyar saa t ini 

d iam pu oleh D inas K om unikasi d an  Inform atika d im an a  te lah  te rd ap a t 

P e ra tu ran  B upati K aranganyar Nomor 3 T ah u n  2018 ten tan g  T ata  Kelola 

Teknologi Inform asi di L ingkungan Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar. 

Lebih lan ju t K abupaten  K aranganyar p ad a  ta h u n  2018 m en d ap a t skor 

Sistem  P em erin tahan  B erbasis E lektronik (SPBE) dengan  nilai 2,04 (dua 

kom a nol em pat) a ta u  dengan  p red ika t cu k u p  a rtin y a  layanan  su d ah  

b e rb en tu k  kom unikasi d u a  a rah , p en g a tu ran  te lah  d ite tap k an  dengan 

m em enuh i k e b u tu h a n  sebagian  di in s tan s i pem erin tah , p roses ta ta  kelola
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Kegiatan yang telah dilaksanakan dan merupakan kegiatan rutin 
tahunan adalah bimbingan teknis kepada PPID Pembantu yang berada di 
OPD yang dilaksanakan setahun sekali. Selain itu, PPID Utama juga terus 
melakukan monitoring dan evaluasi kepada PPID Pembantu dengan 
mengunjungi masing-masing OPD untuk memeriksa kelengkapan PPID 
seperti Daftar Informasi Publik, SK PPID Pembantu, termasuk kendala­ 
kendala apa saja yang dihadapi oleh PPID Pembantu saat melakukan 
pelayanan publik. Pada tahun 2019, PPID Utama juga mendorong untuk 

i No. Tahun Nilai Kategori 
i 
I 1. 2017 21 Tidak Informatif l 

I 2. 2018 78,3 Menuju Informatif 
I 3. 2019 90,82 Informatif I 

' I 

I 4. 2020 92,6 Menuju Informatif 
i--~·--~- ---------*··----- " 

Beberapa permasalahan yang muncul dalam optimalisasi implementasi 

E-Government adalah sebagai berikut: 
a. komitmen seluruh stakeholders untuk mengedepankan pelayanan 

berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi masih dalam proses 
inisiasi, baru beberapa layanan yang menggunakan sistem aplikasi; 

b. upaya integrasi sistem aplikasi pemerintahan masih dalam proses 
inisiasi karena terdapat sejumlah persoalan teknis berkaitan dengan 
hak akses ke sumber-surnber data tertentu; dan 

c. sumber daya aparatur (SDM, Kebijakan, Infrastruktur, anggaran) perlu 
ditingkatkan untuk percepatan implementasi egovt, SPBE dan upaya 
pemenuhan layanan publik berbasis kota cerdas (smart city/ smart 
regency). 
Penyelenggaraan terkait dengan keterbukaan informasi publik 

dimana PPID (Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi) 
Kabupaten Karanganyar secara kelembagaan telah terbentuk dengan 
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahuri 2017 ten tang Pedoman 
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimana Dinas 
Korrrunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai PPID Utama, dan semua 
Perangkat Daerah sebagai PP~D Pembantu. Skar Keterbukaan Informasi 
Publik Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.3. 
Skor KIP Kabupaten Karanganyar 

didasarlrnn pada manajernen yang didefinisikan. Pada tahun 2019 
mendapat skor SPBE 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan), 
tahun 2020 mendapat skor 3,02 (tiga korna nol dua) dan tahun 2021 

mendapat skor 2,4 (dua koma empat). 
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d id asa rk an  p ad a  m anajem en  yang didefinisikan. P ada  ta h u n  2019 

m en d ap a t skor SPBE 2,99 (dua kom a sem bilan  p u lu h  sem bilan), 

ta h u n  2020  m en d ap a t skor 3,02 (tiga kom a nol dua) dan  ta h u n  2021 

m en d ap a t skor 2 ,4  (dua kom a empat).

B eberapa  p e rm asa lah an  yang  m u n cu l dalam  optim alisasi im plem entasi 

E-Government ad a lah  sebagai berikut:

a. kom itm en se lu ru h  stakeholders u n tu k  m engedepankan  pe layanan  

b erb asis  Teknologi Inform asi d an  K om unikasi m asih  dalam  proses 

in isiasi, b a ru  b eb erap a  layanan  yang m enggunakan  sistem  aplikasi;

b. u p ay a  in teg rasi sistem  aplikasi p em erin tah an  m asih  dalam  proses 

in isiasi k a re n a  te rd ap a t sejum lah  p ersoalan  tekn is  b e rk a itan  dengan  

h a k  ak ses  ke su m b er-su m b er d a ta  te rten tu ; dan

c. su m b er daya a p a ra tu r  (SDM, K ebijakan, In fra s tru k tu r, anggaran) perlu  

d itingka tkan  u n tu k  percep a tan  im plem entasi egovt, SPBE dan  upay a  

p em en u h an  lay an an  pub lik  berbasis  k o ta  cerdas (smart city/ smart 

regency).

Penyelenggaraan te rk a it dengan  k e te rb u k aan  inform asi publik  

d im an a  PPID (Pengelolaan dan  P elayanan Inform asi dan  D okum entasi) 

K abupaten  K aranganyar secara  kelem bagaan  te lah  te rb e n tu k  dengan 

P e ra tu ran  B upati K aranganyar Nomor 24 T ahun  2017 ten tan g  Pedom an 

Pengelolaan d an  P elayanan Inform asi dan  D okum entasi d im an a  D inas 

K om unikasi dan  Inform atika d ite tap k an  sebagai PPID U tam a, dan  sem ua 

Perangkat D aerah  sebagai PPID Pem bantu . Skor K eterbukaan  Inform asi 

Publik K abupaten  K aranganyar d ap a t d ilihat p ad a  tabel berikut:

Tabel 2.3.
Skor KIP K abupaten  K aranganyar

No. T ahun Nilai Kategori

1. 2017 21 Tidak Inform atif i

| 2. 2018 78,3 M enuju Inform atif

3. 2019 90,82 Inform atif

4. 2020 92,6 M enuju Inform atif

K egiatan yang te lah  d ilak san ak an  d an  m eru p ak an  keg ia tan  ru tin  

ta h u n a n  ad a lah  b im bingan tekn is kepada  PPID Pem ban tu  yang berad a  di 

OPD yang d ilak san ak an  se ta h u n  sekali. Selain itu , PPID U tam a ju g a  te ru s  

m elak u k an  m onitoring dan  evaluasi k ep ad a  PPID P em ban tu  dengan 

m engunjungi m asing-m asing  OPD u n tu k  m em eriksa  ke lengkapan  PPID 

seperti D aftar Inform asi Publik, SK PPID P em ban tu , te rm a su k  kendala- 

ken d ala  ap a  sa ja  yang d ihadapi oleh PPID P em ban tu  saa t m elakukan  

pelayanan  publik . P ada  ta h u n  2019, PPID U tam a ju g a  m endorong u n tu k
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Tabel 2.4. 
Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan 

I NO - - - ·-··- ·--··-· ·- Perangda lnformasi yang dikecualikan 
I 1 BA GIAN Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jateng tcntang ! 
i PEMERINTAHAN Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan I 

Pengganti An tar Waktu Anggota I Pim pi nan DPRD: 
Kabupaten/Kota . .._ 

lernbaga : Besaran harga has ii penilaian 
independen/ Appraisal untuk pengadaan tan ah 

! 
2 BA GIAN Kajian Pemerintah Pusat dan Serita Acara Pelepasan Tarrah i 

PEMERINTAHAN Kas Desa ' ! i ! 

i DESA Bari ta Acara Panitia B (Panitia Perneriksa Tan ah) Prov. ! ! Jateng j 
! Kajian tcknis penetapan Lokasi dan Basic Design pengadaan I ! 

i 
tan ah untuk kepentingan umum/non kepentingan umurn : 
pada 2 Kab/Kota atau lebih 

J3 BAGIAN HUKUM Penetapan Keputusan Bupati a tau Keputusan Kepala I 
; Perangkat Daerah yang bersifat rahasia. 

I 
Penetapan Keputusan Bupati yang bersifat perizinan 
Pen eta pan Keputusan Bupati berkaitan dengan : I mutasi/pengangkatan/pemberhentian/penempatan Pegawai i I Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah l 

I 
Penetapan Keputusan Bupati berkaitan dengan ) 
pembentukan Tim dan sejenisnya i 

I 
Berkas perkara PTUN dan perkara Perdata sebelum I 
disampaikan di persidangan 

~ BA GIAN Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RI<AP) BUMD tahun l I PEREKONOMIAN berjalan ! i 
! Hasil RUPS BUMD : ; 

Data nasabah penyimpan dan simpanannya; laporan I 
pemeriksaan bank 
Hasil audit dari akuntan public ; 

Analisa dan permohonan kredit nasabah. ! 
I ' 5 BAGIAN Serita/ Radiogram rahasia 

HUBUNGAN Identitas Tarnu WIP di Wisma Pemda i 

MASY ARAKAT DAN I 
! TELEKOMUNIKASI i 

6 BAGIAN UMUM DAN Berita/ Radiogram rahasia 
KEUANGAN ; 

Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 
-, 

7 SEKRETARIAT 
DEWAN tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu 
PERWAKILAN Anggota / Pimpinan DPRD Kabupaten. 
RAKYAT DAERAH Mater! Rapat Paripurna yang terkait dengan publik yang 

masih perlu disosialisasikan. 
18 INSPEKTORAT Laporan Hasil Pengawasan, terdiri dari : 
j a. Laporan Hasil Pemeriksaan, 
' b. Laporan Hasil Reviu; dan ; 

! c. Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring i '--- ··-····-·----· ----------·--··----···- ·-··-·· . - 

(opendata.Jcaranganyarkab.go.id) sebagai portal data guria 
mengoptimalkan pelayanan informasi kepada publik. Terkait keterbukaan 
informasi publik, Bupati Karanganyar juga telah menunjukkan komitmen 
melalui penyelenggaraan festival anggaran yang telah dilaksanakan setiap 
tahunnya bersamaan dengan Karanganyar Expo. 

opendata aplikasi mengguna.kan dan OPD 
masing-rnasing PPID Pembantu maupun PPID Desa membuat website 
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masmg-masing PPID Pembantu maupun PPID Desa membuat website 

O PD dan menggunakan aplikasi opendata
(opendata. karang anyarkah, go.id) sebagai portal data guna

mengoptimalkan pelayanan informasi kepada publik. Terkait keterbukaan 

informasi publik, Bupati Karanganyar juga telah menunjukkan komitmen 

melalui penyelenggaraan festival anggaran yang telah dilaksanakan setiap 

tahunnya bersamaan dengan Karanganyar Expo.

Tabel 2.4.
Uji K onsekuensi Inform asi yang D ikecualikan

NO Perangda Informasi yang dikecualikan
1 BAGIAN

PEMERINTAHAN
Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jateng tentang  
Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan  
Pengganti Antar Waktu Anggota /  Pimpinan DPRD 
Kabupaten/Kota.
Besaran harga hasil penilaian lembaga i 
independen/A ppraisal u ntuk  pengadaan tanah

2 BAGIAN
PEMERINTAHAN
DESA

Kajian Pemerintah Pusat dan Eerita Acara Pelepasan Tanah : 
Kas Desa

Barita Acara Panitia B (Panitia Pemeriksa Tanah) Prov. i 
Jateng

Kajian teknis penetapan Lokasi dan Basic Design pengadaan  
tanah untuk  kepentingan u m u m /n o n  kepentingan um um  j 
pada 2 Kab/Kota atau lebih

3 BAGIAN HUKUM Penetapan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala 
Perangkat Daerah yang bersifat rahasia.
Penetapan Keputusan Bupati yang bersifat perizinan

Penetapan Keputusan Bupati berkaitan dengan  

m utasi/pengangkatan/pem berhentian /penem patan  Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah
Penetapan Keputusan Bupati berkaitan dengan  
pem bentukan Tim dan sejenisnya
Berkas perkara PTUN dan perkara Perdata sebelum  
disam paikan di persidangan

4 BAGIAN
PEREKONOMIAN

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD tahun  
berjalan
Hasil RUPS BUMD

Data nasabah penyimpan dan sim panannya; laporan j 
pem eriksaan bank
Hasil audit dari akuntan public

Analisa dan perm ohonan kredit nasabah.

5 BAGIAN 
HUBUNGAN 
MASYARAKAT DAN 

TELEKOMUNIKASI

Berita/Radiogram  rahasia

Identitas Tamu W IP  di Wisma Pemda

6 BAGIAN UMUM DAN 

KEUANGAN
Berita/Radiogram  rahasia

| 7 SEKRETARIAT 

DEWAN 
PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH

Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jaw a Tengah 

tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu 

Anggota /  Pimpinan DPRD Kabupaten.
Materi Rapat Paripurna yang terkait dengan publik yang 

m asih  perlu disosialisasikan.

| 8

i

INSPEKTORAT Laporan Hasil Pengawasan, terdiri dari :
a. Laporan Hasil Pemeriksaan,
b. Laporan Hasil Reviu; dan
c. Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring
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.. 

NO Perangda Informasi yang dikecualikan 

9 SADAN KEUANGAN Rencana pelaksanaan tukar menukar / pemindahtanganan 
DAERAH Database Obyek Pajak dan Rctribusi 

10 BA DAN Data hasil check up perorangan PNS I pejabat 
KE PEG AW AIAN DAN Data hasil Evaluasi Kinerja PNS I pejabat 
PENGEMBANGAN Data hasil Tes Potensi I Kompetensi PNS / pejabat i 
SUMBER DAYA Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin 
MANUS IA Data rencana penempatan CPNS I PNS j 

Notulen hasil sidang Baperjakat 
Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural 
Instrumen Tes Potensi / Kompetensi PNS/pejabat I 

Jnstrumcn Penilaian Kinerja PNS/pejabat 

\ 

Soal tes CPNS 
Data nilai dan ranking peserta ujian tertulis seleksi CPNS 

! 11 SATUAN POLISI Rencana Penertiban I Penindakan dan Penegakan pad a 
I PAMONG PRAJA objek tertentu I 
I Jnformasi perkara Pelanggaran Perda yang sedang ditangani 
I PPNS i 

I Jnformasi hasil penyelidikan dan Penyidikan terhadap l 

I pelanggar Perda Prov. Jateng ; 

Jnformasi data pribadi personil penegak Perda i 
I 

12 DINAS PENDIDIKAN Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, dl1 i 
I 

DAN KEBUDAYAAN Proses Scanning/Scoring UN/UNPI</UASBN I 
Proses Rekruitmen Siswa Pu sat Pendidikan Latihan 
O\ahraga Pelajar (PPLP). Pertukaran Pemuda Antar Negara 
(PPAN), Sarjana Penggerak Pcmbangunan di Pedesaan dan 
Pemilihan Paskibra (SP-3). ' 
Hasil tes kemampuan fisik 
Hasil Research and Development di bidang IPTEI< Olahraga 

13 DINAS I<ESEHATAN Penderita HIV / AIDS 
Dokumen rekarn medis termasuk nomor registrasi rekam 
med is 
Laporan kasus / diagnosis penyakit pasien 
Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan ' 
kesehatan. ! 

Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka 
pengobatan dan dicatat dalam rekam medis. ! 

Hasil audit medik pada sarana kesehatan i 
Hasil audit terkait dengan medical error. 

I 14 DINAS PEI<ERJAAN Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan 
' UMUM DAN Data teknis potensi airtanah 

I PENATAAN RUANO Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)/ I<oordinat ' 
! Data teknis basil kegiatan, survey pendahuluan, eksplorasi, l 
' studi kelayakan dan eksploitasi potensi Panas Bumi 

Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas 
Bumi 

\ 

Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan 
Data teknis potensi airtanah 

15 DINAS Daftar pembeli (Buyer) yang sudah dimiliki oleh pengusaha ' 
PERDAGANGAN, (eksportir) tertentu. 
TENAGA KERJA, Surat Pengajuan Hak Merek, cipta, pate_n, desain yang masih , 
KOPERASIDAN dalam proses di DEPKUMHAM. 
USAHA KECIL Data debitur dana bergulir. 
MENENGAH Data Keuangan !KM (lndustri I<ecil Menengah) dan UDI<M 

(Usaha Dagang Kecil Menengah) 
Surat Keterangan Asal (SKA) barang, Pen er bi tan SPEK, 

j (Surat Pern beri tah uan Ekspor I<opi). Penerbitan Angka 
i Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya di bidang 
i perdagangan luar negeri 

Data jaringan bisnis perusahaan 
·------ - -··- 
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NO Perangcla Informasi yang dikecualikan
9 BADAN KEUANGAN Rencana pelaksanaan tukar m enukar / peminaanranganSH

DAERAH Database Obyek Pajak dan Retribusi

1 10 BADAN Data hasil check up perorangan PNS /  pejabat

KEPEGAWAIAN DAN Data hasil Evaluasi Kinerja PNS /  pejabat

PENGEMBANGAN Data hasil Tes Potensi /  Kompetensi PNS /  pejabat
| SUMBER DAYA Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin

MANUSIA Data rencana penem patan CPNS /  PNS

Notulen hasil sidang Baperjakat

Daftar nom inasi (rangking) Pejabat Struktural

Instrum en Tes Potensi /  Kompetensi PNS/pejabat

Instrumen Penilaian Kinerja PN S/pejabat

Soal tes CPNS
Data nilai dan ranking peserta ujian tertulis seleksi CPNS

i 11 SATUAN POLISI Rencana Penertiban /  Penindakan dan Penegakan pada

PAMONG PRAJA objek tertentu
Informasi perkara Pelanggaran Perda yang sedang ditangani 

PPNS
Informasi hasil penyelidikan dan Penyidikan terhadap  

pelanggar Perda Prov. Jateng
Informasi data pribadi personil penegak Perda

! 12 DINAS PENDIDIKAN Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, dll
DAN KEBUDAYAAN Proses Scanning/Scoring UN/UNPK/UASBN

Proses Rekruitmen Sisw a Pusat Pendidikan Latihan 
Olahraga Pelajar (PPLP), Pertukaran Pemuda Antar Negara 
(PPAN), Sarjana Penggerak Pem bangunan di Pedesaan dan 
Pemilihan Paskibra (SP-3).
Hasil tes kem ampuan fisik
Hasil Research and Development di bidang IPTEK Olahraga

! 13 DINAS KESEHATAN Penderita HIV /  AIDS
Dokumen rekam m edis term asuk nomor registrasi rekam  
m edis
Laporan k asus /  diagnosis penyakit pasien

Identitas subjek penelitian dalam rangka pengem bangan  

kesehatan.

Rahasia kedokteran, yaitu penem uan dokter dalam rangka 
pengobatan dan dicatat dalam rekam m edis.
Hasil audit medik pada sarana kesehatan

Hasil audit terkait dengan medical error.
1 14 DINAS PEKERJAAN Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan

UMUM DAN Data teknis potensi airtanah
PENATAAN RUANG Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)/ Koordinat

Data teknis hasil kegiatan, survey pendahuluan, eksplorasi, j 
studi kelayakan dan eksploitasi potensi Panas Bumi

Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas 
Bumi
Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan

Data teknis potensi airtanah
; i5 DINAS

PERDAGANGAN,
Daftar pembeli (Buyer) yang sudah dimiliki oleh pengusaha  
(eksportir) tertentu.

TENAGA KERJA, Surat Pengajuan Hak Merek, cipta, paten, desain yang m asih
KOPERASI DAN dalam proses di DEPKUMHAM.
USAHA KECIL Data debitur dana bergulir.
MENENGAH Data Keuangan IKM (Industri Kecil Menengah) dan UDKM 

(Usaha Dagang Kecil Menengah)
Surat Keterangan Asal (SKA) barang, Penerbitan SPEK 
(Surat Pem beritahuan Ekspor Kopi), Penerbitan Angka 
Pengenal Impor (API) dan dokum en lainnya di bidang 
perdagangan luar negeri
Data jaringan bisnis perusahaan
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i NO Perangda lnformasi yang dikecualikan 
Data stock gula kristal putih 
Hasil Uji Laboratoriurn Untuk Keperluan Ekspor 
Biodata Individu dan data Keluarga : 
a. Kependudukan; 
b. Ketenagakerjaan ; dan 
c: Transmigrasi. 
Usulan Penetapan Upah Minimum Bupati/Walikota kepada • 
Gubernur 
Usulan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dari ; 
dunia Usaha kepada Gubernur 
Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nata: 
Pemeriksaan dan SAP) ; 

Nama dan Alamat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja : 
pada Perusahaan di Jawa Tengah 

I 16 DIN AS Identitas Korban yang dirujuk di Pusat Pelayanan Terpadu 
PEMBER DAY AAN BP3AI<B Prov. Jatcng. I 
PEREMPUAN, . Alamat Shelter pcnampungan korban yang sedang i 

PERLINDUNGAN ditangani/ dibcrikan pcndampingan. 
l ANAK, 

PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN 
KELUARGA 
BEREN CANA 

17 DIN AS Perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH 
LINGKUNGAN Rencana Pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh PPLHD 
1-IIDUP Dokumen proses penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan 

Rencana Detail Hasil AMDAL bidang pertahanan keamanan 
18 DINAS PERTANIAN Dokumen sisi mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten 

DAN PANGAN Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) 
Hasil Uji Laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk 
Segar 
Hasil Uji Mutu Pangan di Produsen 

Peta batas kawasan hutan digital 
Rencana pemanfaatan/pengelolaan kawasan hutan dan 
hasil hutan 
Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan percdaran 
penatausahaan hasil hutan / ilegal loging / ilegal treding 
yang masih dalarn proses 
Hasil penelitian potcnsi sumber daya flora clan fauna yang 
masih dalarn proses iclentifil<asi 
Proses penyelesaian pengusutan benih llcgal 
Proses penyelesaian perigusutan peredaran pupuk dan 
peredaran pcstisida 
Proses Penyelesaian sengketa Perusahaan Perkebunan Besar 

\ 

Negara/ Swasta 
Proses usulan pcnilaian Usaha Perkebunan Negara/ Swasta 

i 19 DINAS Data pribadi penduduk / data perseorangan dan dokumcn 
KEPENDUDUKAN kependudukan 

i DAN CATATAN SIPIL 
[ 20 DINAS Hasil Monitoring adanya dugaan penyimpangan program 

PEMBERDA Y AAN nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan 
MASYARAKAT DAN (PNPM-MP) dan program bantuan kcpada pemerintah 
DESA desa/kel c!an kelompok masyarakat 

Proses Penempatan / relokasi/ fasilitator PNPM-MP . 
Proses Penentuan juara lomba terkait dengan pemberdayaan 
masyarakat 
Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah 

: desa / Ke! dan kepada kelompok masyarakat 
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NO Perangda Informasi yang dikecualikan

Data stock gula kristal putih

Hasil Uji Laboratorium Untuk Keperluan Ekspor

Biodata Individu dan data Keluarga :
a. Kependudukan;
b. Ketenagakerjaan ; dan
c. Transmigrasi,
Usulan Penetapan Upah Minimum Bupati/W alikota kepada 
Gubernur
Usulan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dari 
dunia U saha kepada Gubernur
Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota j 
Pemeriksaan dan BAP)
Nama dan Alamat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja 
pada Perusahaan di Jawa Tengah

16 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

KELUARGA 
BERENCANA

Identitas Korban yang dirujuk di Pusat Pelayanan Terpadu 
BP3AKB Prov. Jateng.
Alamat Shelter penam pungan korban yang sedang  
ditangani/diberikan pendam pingan.

i  17 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

Perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH
Rencana Pengawasan U sah a / Kegiatan oleh PPLHD

Dokumen proses penyelesaian sen gk eta / konflik lingkungan

Rencana Detail Hasil AMDAL bidang pertahanan keam anan

! 18 DINAS PERTANIAN 
DAN PANGAN

Dokumen sisi m utu (Doksistu) Otoritas Kompeten 
Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)
Hasil Uji Laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk 
Segar
Hasil Uji Mutu Pangan di Produsen

Peta batas kawasan hutan digital

Rencana pem anfaatan/pengelolaan kawasan hutan dan 
hasil hutan
Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran 
penatausahaan hasil hutan /  ilegal loging /  ilegal treding 
yang masih dalam proses
Hasil penelitian potensi sum ber daya flora dan fauna yang  
m asih dalam proses identifikasi
Proses penyelesaian pengusutan benih Ilegal

Proses penyelesaian pengusutan peredaran pupuk dan 
peredaran pestisida
Proses Penyelesaian sengketa Perusahaan Perkebunan Besar 

Negara/ Swasta
Proses usulan  penilaian U saha Perkebunan Negara/ Swasta

1  1 9
DINAS
KEPENDUDUKAN 
DAN CATATAN SIPIL

Data pribadi penduduk /  data perseorangan dan dokumen  
kependudukan

j 20 DINAS
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN 

DESA

Hasil Monitoring adanya dugaan penyim pangan program  
nasional pemberdayaan m asyarakat mandiri pedesaan  
(PNPM-MP) dan program bantuan kepada pemerintah  
d esa /k e l dan kelompok m asyarakat

Proses Penempatan /  relokasi/fasilitator PNPM-MP

Proses Penentuan juara lomba terkait dengan pem berdayaan  

m asyarakat
Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah  

d esa /  Kel dan kepada kelompok m asyarakat
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Terkait dengan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar yang berlaku saat mi diatur dengan Peraturan 
Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Peraturan Bupati 
tentang Tata Naskah Dinas masih berdasarkan pada Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 
di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sebenarnya dengan perubahan di 
bidang organisasi yang sangat dinamis (Perubahan perumpunan, urusan, 
struktur organisasi), maka Tata Naskah Dinas harus menyesuaikan. 
Namun karena acuan peraturan di atasnya (Permendagri) belum berubah, 
maka belum bisa diadakan perubahan. Dan ke depan dengan adanya Tata 
Naskah Dinas Elektronik (TNDE), untuk perubahan Peraturan Bupati 
tentang Tata Naskah Dinas. hendaknya sudah mengakomodir terkait 
TNDE. Pada saat ini telah dikembangkan sistem aplikasi Tata Naskah 
Dinas Elektronik {TNDE) melalui portal online surat.karanganyarkab.go.id 

dan saat ini dalam proses uji coba untuk pengembangan ke arah TNDE 
versi android dan inisiasi menuju TNDE dengan tanda tangan elektronik 

NO Perangda Informasi yang dikecualikan ------··, 

' 21 DINAS PENANAMAN Dokumen lzin Usaha Pertambangan ([UP) 
MODAL DAN Hasil Eksplorasi Detail (Koordinat Potcnsi Bahan Tambang, 
PELA YANAN Kualitas dan kuantitas komoditas tambang) 
TERPADU SATU Laporan Studi Kelayakan/ FS (Nilai Ekonomis Kornoditas 
PlNTU Tambang, Perkiraan .Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan 

tambang, sebaran) 
22 DINAS PARIWISATA Posisi Data BMKT Benda Cagar Budaya 

PEMUDA DAN 
OLAH RAGA 

23 DINAS SOSIAL Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang 
HIV/ AIDS dan eks WTS) 
Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/ AIDS dan eks WTS) 
Identitas Korban Tindak Kekerasan 
Alamat Shelter (Tempat Penarnpungan) 

24 DINAS KOMUNIKASI Frekuensi Rudio Kornunikasi Persandian 
DAN INFORMATIKA Data berkas permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran 

(!PP) 

Nilai Hasil Evaluasi Derigar Pendapat atau Rekomendasi 
Kelayakan Lembaga Penyiaran 

i Hasil Pemantauan lsi Siaran 
25 DINAS KEARSIPAN Arsip daftar orang yang masuk G 30 S PK! dan organisasi 

DAN terlarang lainnya 
PERPUSTAl<AAN Arsip Peta Foto Udara 

Arsip Pertanahan 
Data Narapidana pada Lembaga Pernasyarakatan 
Peta Lokasi Penyimpanan Arsip 

26 BADAN KESATUAN Kegiatan Intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, 

I 
BANGSA DAN budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang 

· POLITIK mengganggu ketentraman masyarakat 
! 27 RUMAH SAKIT Rekam Medis 
l UMUM DAERAH Data hutang pasien kepada RS 
. ·-- ------·- ----·-·------·----- ---·------·-·--~------·---·-- ·• ·- -- 
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’ NO Perangda Informasi yang dikecualikan
21 DINAS PENANAMAN 

MODAL DAN 
PELAYANAN 

TERPADU SATU 

PINTU

Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Hasil Eksplorasi Detail (Koordinat Potensi Bahan Tambang, 
Kualitas dan kuantitas kom oditas tambang)

Laporan Studi Kelayakan/ FS (Nilai Ekonomis Komoditas 

Tambang, Perkiraan Jum lah Cadangan, Kualitas Bahan  
tambang, sebaran)

: 22 DINAS PARIWISATA 
PEMUDA DAN 
OLAHRAGA

Posisi Data BMKT Benda Cagar Budaya

| 23 DINAS SOSIAL Hasil Diagnosa /  Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang 
HIV/AIDS dan eks WTS)
Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)

Identitas Korban Tindak Kekerasan

Alamat Shelter (Tempat Penampungan)
| 24 DINAS KOMUNIKASI 

DAN INFORMATIKA
Frekuensi Radio Komunikasi Persandian

Data berkas perm ohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran 
(IPP)

Nilai Hasil Evaluasi Dengar Pendapat atau Rekomendasi 
Kelayakan Lembaga Penyiaran
Hasil Pemantauan Isi Siaran

| 25 DINAS KEARSIPAN 
DAN
PERPUSTAKAAN

Arsip daftar orang yang m asuk G 30 S PKI dan organisasi 
terlarang lainnya
Arsip Peta Foto Udara
Arsip Pertanahan

Data Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan
Peta Lokasi Penyimpanan Arsip

! 26 BADAN KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK

Kegiatan Intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, 
budaya dan keam anan serta penanganan k asus yang  
mengganggu ketentraman m asyarakat

j 27 RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH

Rekam Medis
Data hutang pasien kepada RS

T erkait dengan  T ata  N askah D inas di lingkungan  Pem erin tah  

K abupaten  K aranganyar yang berlaku  saa t ini d ia tu r  dengan  P era tu ran  

B upati K aranganyar Nomor 61 T ahun  2012 ten tan g  T a ta  N askah D inas di 

L ingkungan Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar. P e ra tu ra n  B upati 

ten tan g  T a ta  N askah D inas m asih  b e rd asa rk an  p a d a  P e ra tu ra n  M enteri 

D alam  Negeri Nomor 54 T ah u n  2009 ten tan g  Pedom an T ata  N askah  D inas 

di L ingkungan P em erin tah  D aerah. S ebenarnya dengan  p e ru b a h an  di 

b idang organ isasi yang san g a t d inam is (P erubahan  p e ru m p u n an , u ru sa n , 

s tru k tu r  organisasi), m ak a  T ata  N askah  D inas h a ru s  m enyesuaikan . 

N am un k a ren a  a c u a n  p e ra tu ra n  di a ta sn y a  (Permendagri) belum  b eru b ah , 

m ak a  belum  b isa  d iad ak an  p e ru b ah an . D an ke depan  dengan  ad an y a  T ata  

N askah D inas E lektronik  (TNDE), u n tu k  p e ru b a h an  P e ra tu ran  B upati 

ten tan g  T ata  N askah  D inas h en d aknya  su d ah  m engakom odir te rkait 

TNDE. P ad a  sa a t ini te lah  d ikem bangkan  sistem  ap likasi T a ta  N askah 

D inas E lektronik  (TNDE) m elalui porta l online surat, karanganyarkab.go.icl 

d an  saa t ini dalam  proses uji coba u n tu k  pengem bangan  ke a rah  TNDE 

versi andro id  d an  in isiasi m enu ju  TNDE dengan  ta n d a  tan g an  elektronik
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Tabel 2.5. 
Komposisi PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 

Muara dari kualitas SDM adalah profesionalisme. Untuk 
mewujudkan hal terse but, diperlukan peta karir yang jelas sehingga setiap 
SDM mempunyai semangat untuk bersaing. Berdasarkan Undang-Undang 
tentang Aparatur Sipil Negara, setiap ASN berhak atas karir di samping 
kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi. Oleh karenanya, peta 
karir yang tersedia harus bersifat terbuka, minimal dalam hal pemenuhan 

persyaratan. 

Gambar 2.5. 
Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 

5. Penataan sistem marrajemen SDM aparatur 
Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur akan memberikan 

gambaran kondisi pelaksanaan di Kabupaten Karanganyar terkait dengan 
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi; 
Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel clan bebas KKN; 
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi; Promosi jabatan dilakukan 
secara terbuka; Penetapan kinerja individu; Penegakan aturan 
disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai; Pelaksanaan evaluasi jabatan 
dan Sistem informasi kepegawaian yang akan diuraikan sebagai berikut: 

(Tr~). 9ampai saat ini beberapa perangkat daerah sudah menerapkan 
TNDE khususnya terkait dengan penggunaan tanda tangan elektronik 
(TTE) seperti Dinas Kependudukan clan Pencatatan Sipil; sementara Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sedang mengajukan 
surat permohonan izin ke Badan Sandi dan Siber Negara. 
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(TTE). Sam pai s a a t ini beberapa  p eran g k at d aerah  su d ah  m enerapkan  

TNDE k h u su sn y a  te rk a it dengan  p enggunaan  ta n d a  tan g an  elektronik  

(TTE) seperti D inas K ependudukan  dan  P en ca ta tan  Sipil; sem en ta ra  D inas 

P en an am an  Modal dan  Pelayanan T erpadu S atu  P in tu  sedang  m engajukan  

su ra t perm ohonan  izin ke B adan  Sandi dan  Siber Negara.

5. P en a taan  sistem  m anajem en  SDM a p a ra tu r

Area P en a taan  S istem  M anajem en SDM A paratu r ak an  m em berikan  

gam baran  kondisi p e lak san aan  di K abupaten  K aranganyar te rk a it dengan 

P eren can aan  k e b u tu h a n  pegawai sesua i dengan  k e b u tu h a n  organisasi; 

Proses pen erim aan  pegawai tra n sp a ran , objektif, ak u n tab e l d an  bebas KKN; 

P engem bangan pegawai berbasis  kom petensi; Prom osi ja b a ta n  d ilakukan  

secara  te rb u k a ; P ene tapan  k inerja  individu; P enegakan  a tu ra n  

d is ip lin /kode  e tik /k o d e  perilaku  pegawai; P e lak san aan  evaluasi ja b a ta n  

d an  Sistem  inform asi kepegaw aian yang ak an  d iu ra ik an  sebagai berikut:

G am bar 2.5.
Area P en a taan  Sistem  M anajem en SDM A paratu r

M uara  dari k u a lita s  SDM ad alah  profesionalism e. U ntuk  

m ew ujudkan  hal te rseb u t, d iperlukan  pe ta  k a rir yang je la s  sehingga setiap  

SDM m em punyai sem angat u n tu k  bersaing . B erd asa rk an  U ndang-U ndang 

ten tan g  A para tu r Sipil Negara, setiap ASN b e rh ak  a ta s  k a rir di sam ping 

kew ajiban-kew ajiban yang h a ru s  m ereka  penuh i. Oleh karen an y a , pe ta  

k a rir yang te rsed ia  h a ru s  bersifa t te rbuka , m inim al dalam  h a l p em en u h an  

p ersy ara tan .

Tabel 2.5.
Kom posisi PNS m e n u ru t T ingkat Pendid ikan  dan  Je n is  Kelamin
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Penerimaari Pegawai Bebas KKN. Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
telah mendasarkan penerimaan pegawai sesuai dengan standar dan 
aturan dari BKN seperti pelaksanan CAT sehingga harapan penerimaan 
pegawai bebas KKN dapat terlaksana dengan baik. 

Pengembangan Pegawai Berbasis Kottipeterisi. Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar dalam pengembangan pegawai selama ini dilakukan dengan 
mekanisme pengiriman peserta dan mekanisme kerjasama dengan pihak 
ketiga seperti BPSDM Provinsi Provinsi, PUSDIKLAT Kemendagri Regional 
Yogyakarta. Pelatihan yang terstruktur tetap menjadi program yang 
berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi ASN. Pelatihan dimaksud 
ada yang bersifat wajib dan pilihan. Materi pelatihan, cara, dan strategi 
pelatihan terus dilakukan perbaikan untuk menghasilkan ASN yang lebih 
siap merespon perkembangan, baik di lingkungan internal maupun 
eksternal. Pola pendidikan penjenjangan telah mengalami perubahan. 
Semula hanya konsentrasi di dalam kelas, kini berkembang menjadi 
learning by doing yang dikenal dengan istilah Diklat Pola Baru 

Sumber: BKPSDM Kab. Karanganyar 

No Tahun Penerimaan CPNS dengan CAT 

1. 2016 0 
2. ?.017 0 
3. 2018 354 
4. 2019 244 CPNS, 122 PPPK 
5. 2020 - 
6. 2021 71 CPNS, 1.294 PPPK 

JUMLAH 2.085 

Rencana Kebutuhari Pegawai. Pernerintah Kabupaten Karanganyar 
telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 201 7 ten tang 
Penetapan Kebutuhan Pegawai Dalam Jabatan Pelaksana dan Pengawas, 
yang juga menjadi dasar pengisian e-formasi dan perekrutan Calon 
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan 2019. 

Tabel 2.6. 
Penerimaan CPNS dengan CAT 

Sumber: BKPSDM Kabupaten Karanganyar 2021. 

NO JENJANG 
LAKI-LAKI PE REM PU AN PENDIDIKAN JUMLAH 

1 SD 25 4 29 
2 SLTP 83 7 90 
3 SLTA 672 215 887 
4 D-1 3 9 12 
5 D-11 39 34 73 
6 D-III 183 723 906 
10 Sl 2.179 4.094 6.273 
11 S2 405 441 846 
12 83 2 3 5 

TOTAL 3.591 5.530 9.121 
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NO JENJANG
PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 SD 25 4 29
2 SLTP 83 7 90
3 SLTA 672 215 887
4 D-I 3 9 12
5 D-II 39 34 73
6 D-III 183 723 906
10 SI 2.179 4.094 6.273
11 S2 405 441 846
12 S3 2 3 5

TOTAL 3.591 5.530 9.121
Sumber: BKPSDM Kabupaten Karanganyar 2021.

Rencana Kebutuhan Pegawai. P em erin tah  K abupaten  K aranganyar 

te lah  m en e tap k an  P e ra tu ran  B upati Nomor 24 T ah u n  2017 ten tan g  

P ene tapan  K eb u tu h an  Pegawai D alam  J a b a ta n  P e lak san a  dan  Pengaw as, 

yang ju g a  m enjadi d a sa r pengisian  e-form asi dan  p e rek ru tan  Calon 

Pegawai Negeri Sipil T ahun  2018 d an  2019.

Tabel 2.6.
P enerim aan  CPNS dengan  CAT

No Tahun Penerimaan CPNS dengan CAT

1. 2016 0
2. 2017 0
3. 2018 354
4. 2019 244 CPNS, 122 PPPK
5. 2020 -

6. 2021 71 CPNS, 1.294 PPPK
JUMLAH 2.085

Sumber: BKPSDM Kab. Karanganyar

Penerimaan Pegawai Bebas KKN. Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar

te lah  m en d a sa rk a n  penerim aan  pegawai sesua i dengan  s ta n d a r  dan  

a tu ra n  dari BKN seperti p e lak san an  CAT sehingga h a ra p a n  penerim aan  

pegawai bebas KKN d ap a t te rla k san a  dengan  baik.

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi. P em erin tah  K abupaten  

K aranganyar dalam  pengem bangan  pegawai selam a ini d ilak u k an  dengan 

m ekanism e pengirim an p ese rta  dan  m ekanism e k e rja sam a  dengan  p ihak  

ketiga seperti BPSDM Provinsi Provinsi, PUSDIKLAT K em endagri Regional 

Y ogyakarta. P ela tihan  yang te rs tru k tu r  te tap  m enjadi program  yang 

b erk e lan ju tan  u n tu k  m en ingkatkan  kom petensi ASN. P e la tihan  d im aksud  

ad a  yang bersifa t wajib d an  pilihan. M ateri p e la tihan , cara , dan  strateg i 

p e la tihan  te ru s  d ilak u k an  perba ikan  u n tu k  m enghasilkan  ASN yang lebih 

siap m erespon  perkem bangan , baik  di lingkungan  in te rn a l m au p u n  

eksternal. Pola pend id ikan  pen jen jangan  te lah  m engalam i p e ru b ah an . 

Sem ula h an y a  k o n sen tra s i di dalam  kelas, kin i berkem bang  m enjadi 

learning by doing yang dikenal dengan istilah  D iklat Pola B aru
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Perjanjiari Kinerja iridividu. Perjanjian Kinerja (PK) adalah 
lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang 
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja 
hal ini sesuai clengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 
Kinerja Instansi Pernerintah, dimana Kabupaten Karanganyar sebagian 
Perangkat Daerah telah memiliki Perjanjian Kinerja berdasarkan 
struktural yang ada, namun pa.da level individu pelaksana dan fungsional 
belurn ada. Tantangan lainnya adalah belum ada perangkat daerah yang 
memiliki tugas fungsi dalam mengawal perjanjian kinerja individu secara 
keseluruhan di tingkat kabupaten. 

Disipliri dan Kade Etik Pegawai. Pelaksanaan disiplin pegawai di 
Kabupaten Karanganyar didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sementara terkait 
dengan Kade Etik Pegawai telah ada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 
121 Tahun 2016 tentang Kode Etik .Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 

Sumber: BKPSDM Kab. Karanganyar 

No Tahun Open Bidding Talent Scoutina 
JPT Administrator Penzawas 

1. 2016 28 137 500 
2. 2017 0 0 225 
3. 2018 25 0 0 

JUMLAH 53 137 725 

Tabel 2.8 .. 
Pengelolaan Sumber Daya Aparatur 

Promosi Terbuka.Dugaan jual beli jabatan melalui proses ini telah 
hilang dengan sendirinya. ASN yang lulus talent scouting dapat berharap 
suatu ketika akan menduduki posisi yang diinginkan tanpa harus 
melakukan gratifikasi. Sedangkan ASN yang tidak lolos dari talent scouting 

ataupun lelang jabatan tidak akan inengalami kekecewaan berat karena 
memahami kegagalannya. 

No Tahun PIM II (Orang) PIM III PIM IV 
(Orang) (Orang) 

1. 2016 2 14 15 
2. 2017 0 4 4 
3. 2018 1 2 8 
4. 2019 0 3· 10 
5. 2020 0 0 0 
6. 2021 1 0 0 
7. 2022 2 2 0 

TOTAL 6 25 37 

Tabei ~.7. 
Pendidikan dan Pelatihan 
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Tabel 2.7.
Pendidikan dan  P elatihan

No Tahun PIM II (Orang)
PIM III 

(Orang)
PIM IV 

(Orang)
1. 2016 2 14 15
2. 2017 0 4 4
3. 2018 1 2 8
4. 2019 0 3 10
5. 2020 0 0 0
6. 2021 1 0 0
7. 2022 2 2 0

TOTAL 6 25 37

Promosi Terbuka.Dugaan ju a l beli ja b a ta n  m elalui p roses ini te lah  

h ilang dengan  sendirinya. ASN yang lu lu s  talent scouting d a p a t b e rh arap  

su a tu  k e tik a  ak an  m enduduk i posisi yang d iing inkan  ta n p a  h a ru s  

m e lak u k an  gratifikasi. S edangkan  ASN yang tid ak  lolos dari talent scouting 

a ta u p u n  lelang ja b a ta n  tid ak  ak an  m engalam i kekecew aan bera t k a ren a  

m em aham i kegagalannya.

Tabel 2 .8 .

Pengelolaan Sum ber D aya A para tu r

No Tahun Open Bidding 
JPT

Talent Scouting
Administrator P en g a w a s

1 . 2016 28 137 500
2 . 2017 0 0 225
3. 2018 25 0 0

JUMLAH 53 137 725
Sumber: BKPSDM Kab. Karanganyar

Perjanjian Kinerja individu. Perjan jian  K inerja (PK) adalah  

lem b a r/d o k u m en  yang berisikan  p en u g asan  dari p im pinan  in s tan s i yang 

lebih tinggi k ep ad a  p im pinan  in s tan si yang lebih ren d ah  u n tu k  

m e lak san ak an  p ro g ram /k eg ia tan  yang d iserta i dengan  ind ikato r k inerja  

hal ini sesu a i dengan  P e ra tu ran  M enteri P endayagunaan  A p ara tu r Negara 

dan  Reform asi B irokrasi Nomor 53 T ah u n  2014 ten tan g  P e tu n ju k  Teknis 

P erjan jian  Kinerja, Pelaporan  Kinerja d an  T ata C ara  Reviu A tas Laporan 

K inerja In s tan si Pem erin tah , d im ana  K abupaten  K aranganyar sebagian 

P erangkat D aerah  te lah  mem iliki Perjan jian  K inerja b e rd asa rk an  

s tru k tu ra l yang ada, n a m u n  p ad a  level individu p e lak san a  dan  fungsional 

belum  ada. T an tangan  la innya adalah  belum  ad a  p e ran g k at d aerah  yang 

m em iliki tu gas fungsi dalam  m engaw al perjan jian  k inerja  individu secara  

k e se lu ru h a n  di tingka t kab u p aten .

Disiplin dan Kode Etik Pegawai. P e lak san aan  disiplin  pegaw ai di 

K abupaten  K aranganyar d id asa rk an  p ad a  P e ra tu ran  P em erin tah  Nomor 

94 T ah u n  2021 ten tan g  D isiplin Pegawai Negeri Sipil, sem en ta ra  te rka it 

dengan  Kode E tik  Pegawai te lah  ad a  P e ra tu ran  B upati K aranganyar Nomor 

121 T ah u n  2016 ten tan g  Kode E tik  Pegawai A para tu r Sipil Negara di 

L ingkungan P em erin tah  K abupaten  K aranganyar.
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--- -------- -·-----·- I I JENIS HUKUMAN DISIPLIN 

I I PEMBEBASAN I 

TAHUN PEMBER- PEMBER- JABATAN dan TUR UN TUR UN TUR UN TUN DA TUN DA PERNYATAAN TEGURAN I I I JML HENTIAN HENTIAN PEMBERHENTIAN JABATAN PANGKAT 3 PANG KAT KENAIKAN KENAI KAN TIDAK PUAS TERTULIS I TOH DH TAHUN 1 TAHUN PANGKAT GAJI I 

i SEMENTARA I 
I 2016 11 5 I 2 2 1 1 I 

I 2017 8 1 3 I 1 3 I I 
I 

2018 11 1 2 3 I 1 4 

2019 14 1 I 1 4 1 2 5 

2020 7 2 2 3 I 
JUMLAH 51 2 3 11 Is 9 4 3 4 6 __ ] 4 ________ ...I 

··-·-·--·· _ .. _____ .. ____ -------- ------··- .. ·--·- ···-----------· ··-------·-··--··------------- ----···- _____ .. -----·------·----···----- ··-· 

Tabel 2.9. 
Data Hukuman Disiplin Pegawai 
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T abel 2 .9 .

D ata  H uku m an  Disiplin Pegawai

: TAHUN

JENIS HUKUMAN DISIPLIN

JML
PEMBER­
HENTIAN

TDH

PEMBER­
HENTIAN

DH

PEMBEBASAN 
JABATAN dan 

PEMBERHENTIAN 
SEMENTARA

TURUN
JABATAN

TURUN 
PANGKAT 3 

TAHUN

TURUN 
PANGKAT 
1 TAHUN

TUNDA
KENAIKAN
PANGKAT

TUNDA
KENAIKAN

GAJI

PERNYATAAN 
TIDAK PUAS

TEGURAN
TERTULIS

2016 11 5 / 2 2 1 1

2017 8 1 3 /  1 3

2018 11 1 2 3 /  1 4

2019 14 1 /  1 4 1 2 5

2020 7 2 2 3

JUMLAH 51 2 3 1 1 / 5 9 4 3 4 6 4
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Sumber : Inspektorat Kab.Karanganyar 

No Tahun Jumlah Laporan Nilai Gratifikasi 
1. 2016 - - 
2. 2017 - - 
3. 2018 - - 
4. 2019 7 - 
5. 2020 1 - 
6. 2021 1 Rp. 2.000.000 
7. 2022 1 Rp. 600.000 

I 

Eualuasi Jabatan. Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah 
melakukan evaluasi jabatan terhadap semua jabatan pimpinan tinggi, 
administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional yang sudah divalidasi 
oleh Kementerian PAN RB melalui surat Nomor B/420/M.SM.04.00/2019 
tanggal 18 April 2019 ten tang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 

SIMPEG. Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melakukan 
sistem informasi pegawai dengan rnenggunakan aplikasi SIM ASN (Sistem 
Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara) dan SAPK (Sistem Aplikasi 
Pelayanan Kepegawaian) dimana kedua sistem ini terhubung dengan BKN 
(Badan Kepegawaian Negara), sementara itu Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar sudah memiliki aplikasi pengelolaan pegawai dengan nama 
E-Service yang memuat data pribadi, mutasi, dan arsip digital pegawai. 
6. Penguatan Pengawasan 

Sepanjang periode 2012-2018, Badan Pemeriksa Keuangan telah 

memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Perrier in tah. 

Kabupaten Karanganyar. Diperlukan upaya yang sangat luar biasa untuk 

mencapai predikat WTP dan memeliharanya. Dalam konteks ini, seluruh 

Aparatur dituntut untuk bekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan 

perundang-undangan. Dengan demikian, tidak ada keragu-raguan lagi 

dari BPK atas seluruh laporan penyelenggaraan pembangunan dan 

pemerintahan termasuk aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten 

Karanganyar. 

Graiifikasi. Saat mi pengelolaan Gratifikasi di Kabupaten 

Karanganyar telah diatur dengan Peraturan Bupati karanganyar Nomor 74 

Tahun 2016 ten tang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar sampai dengan saat ini sudah 

dilakukan Diseminasi atau Sosialisasi Peraturan Bupati tersebut di 

Rumah Dinas Bupati. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah 

terdapat pelaporan gratifikasi di Kabupaten Karanganyar walaupun 

dengan nilai masih relatif kecil. Berikut disajikan perkembangan jumlah 

laporan gratifikasi selama periode 2015-2021. 

Tabel 2.10. 
Perkembangan Jumlah Laporan Gratifikasi, 2015-2022 
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Evaluasi Jabatan. Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar telah 

m elakukan  evaluasi ja b a ta n  te rh ad ap  sem ua ja b a ta n  p im p inan  tinggi, 

adm in is tra to r, pengaw as, p e lak san a  d an  fungsional yang su d ah  divalidasi 

oleh K em enterian  PAN RB m elalui su ra t Nomor B /4 2 0 /M .S M .0 4 .0 0 /2 0 1 9  

tanggal 18 April 2019 ten tan g  P e rse tu ju an  H asil E valuasi J a b a ta n  di 

L ingkungan Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar,

SIMPEG. P em erin tah  K abupaten  K aranganyar te lah  m elakukan  

sistem  inform asi pegaw ai dengan  m enggunakan  aplikasi SIM ASN (Sistem 

Inform asi M anajem en A paratu r Sipil Negara) dan  SAPK (Sistem Aplikasi 

P elayanan Kepegawaian) d im ana  k ed u a  sistem  ini te rh u b u n g  dengan  BKN 

(Badan K epegaw aian Negara), sem en ta ra  itu  P em erin tah  K abupaten  

K aranganyar su d ah  m em iliki aplikasi pengelolaan pegaw ai dengan  n am a

E-Service yang m em u at d a ta  pribadi, m u tasi, dan  arsip  digital pegawai.
6. P enguatan  Pengaw asan

S epanjang  periode 2012-2018, B adan  Pem eriksa K euangan telah  

m em berikan  opini W ajar T anpa Pengecualian  (WTP) k ep ad a  Pem erin tah  

K abupaten  K aranganyar. D iperlukan  u p ay a  yang san g a t lu a r b ia sa  u n tu k  

m encapai p red ik a t WTP d an  m em eliharanya. D alam  k o n tek s  ini, se lu ru h  

A p ara tu r d itu n tu t u n tu k  bekerja  sesuai dengan p e ra tu ra n  d an  k e te n tu an  

p e ru n d an g -u n d an g an . D engan dem ikian, tidak  ad a  k e rag u -rag u an  lagi 

dari BPK a ta s  se lu ru h  laporan  penyelenggaraan  p em b an g u n an  dan  

p em erin tah an  te rm asu k  a se t-a se t yang  dimiliki P em erin tah  K abupaten  

K aranganyar.

Gratifikasi. S aa t ini pengelolaan G ratifikasi di K abupaten  

K aranganyar te lah  d ia tu r dengan  P e ra tu ran  B upati k a ran g an y ar Nomor 74 

T ah u n  2016 ten tan g  Pedom an Pengendalian  G ratifikasi di L ingkungan 

P em erin tah  K abupaten  K aranganyar sam pai dengan  sa a t ini su d ah  

d ilak u k an  D isem inasi a ta u  Sosialisasi P e ra tu ran  B upati te rseb u t di 

R um ah D inas B upati. Sejak ta h u n  2019 sam pai dengan  ta h u n  2022 te lah  

te rd a p a t pe lapo ran  gratifikasi di K abupaten  K aranganyar w alaupun  

dengan  n ilai m asih  re la tif kecil. B erikut d isajikan  p erk em bangan  ju m lah  

lapo ran  gratifikasi selam a periode 2015-2021.

Tabel 2.10.
P erkem bangan  Ju m la h  Laporan G ratifikasi, 2015-2022

No T ahun Ju m la h  Laporan Nilai G ratifikasi

1. 2016 - -

2. 2017 - -

3. 2018 - -

4. 2019 7 -

5. 2020 1 -

6. 2021 1 Rp. 2 .000 .000

7. 2022 1 Rp. 600 .000

Sumber: Inspektorat Kab.Karanganyar
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1019 / PW 11 / 3 .1/'201 7 perihal: Hasil Quality Assurance atas Penilaian 
Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2016 dengan sampel pada 10 Perangkat Daerah, 

S- Nomor Surat berdasarkan Karanganyar Kabupaten di 
Kondisi Pelaksanaan SPIP di Kabupaten karanganyar Maturitas SPIP 

Sumber : Inspektorat Kab.Karanganyar, data diolah (Bagian Orqanisasi 2022) 

No Tahun Skor Level Maturitas SPIP 
1. 2016 2.673 LEVEL 2 
2. 2017 3,02 LEVEL 3 
3. 2018 3,02 LEVEL 3 
4. 2019 3,02 LEVEL 3 
5. 2020 3,02 LEVEL 3 
6. 2021 2,634 LEVEL 2 

Tabel 2.12. 
Perkembangan Maturitas SPIP 2016-2021 

Penerapan SPJP. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, sejak 
tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Hasil p~nilaian BPKP, 
maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Karanganyar periode 2016-2019 
mencapai level 3 (Terdefinisi) dari 5 level yang harus dicapai. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar masih 
harus rnelakukan penataan dokumentasi yang lebih baik dengan 
meningkatkan kegiatan-kegiatan evaluasi disertai penyempurnaan 
dokumentasi. 

Sumber : Inspektorat Kab.Karanganyar, data diolah. iBaqiari Orgamsas1 2022) 

LHKPN WKASN 
No Tahun Wajib Sudah Bel um Wajib Sud ah Bel um 

Laper Laper Laper Laper Laper Laper 

1. 2016 225 225 0 272 272 -- 
2. 2017 184 179 5 9606 8271 1335 
3. 2018 182 182 0 8915 8071 844 
4. 2019 151 151 0 8908 8466 442 
5. 2020 151 151 0 8868 8868 0 
6. 2021 752 752 0 9007 8868 139 

Tabel 2.11. 
Perkembangan Jumlah Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN, 2016-2021 

Pendekatan sisternik dilakukan melalui perbaikan perencanaan, tata 
kelola keuangan, standarisasi belanja, dan Pengelolaan Laporan Harta 
Kekayaan Pejabat Negara untuk pejabat struktural serta Laporan Harta 
Kekayaan Aparatur Sipil Negara untuk pejabat pelaksana. Pendekatan 
kultural dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi gerakan revolusi 

mental, pembinaan disiplin dan etika pegawai. 
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Pendekatan sistemik dilakukan melalui perbaikan perencanaan, tata 

kelola k eu an g an , s tan d a risa s i belanja, dan  Pengelolaan L aporan H arta  

K ekayaan Pejabat N egara u n tu k  p e jabat s tru k tu ra l se r ta  Laporan H arta  

K ekayaan A para tu r Sipil N egara untuk p ejabat p e lak san a . P endekatan  

k u ltu ra l d ilak u k an  dengan  m en ingkatkan  sosia lisasi gerakan  revolusi 

m ental, p em binaan  disiplin dan  etika pegawai.

Tabel 2.11.
P erkem bangan  Ju m la h  Wajib Lapor LHKPN d an  LHKASN, 2016-2021

No T ah u n
LHKPN LJKASN

Wajib
Lapor

Sudah
Lapor

Belum
Lapor

Wajib
Lapor

Sudah
Lapor

Belum
Lapor

1. 2016 225 225 0 272 272 --

2. 2017 184 179 5 9606 8271 1335

3. 2018 182 182 0 8915 8071 844

4. 2019 151 151 0 8908 8466 442

5. 2020 151 151 0 8868 8868 0

6. 2021 752 752 0 9007 8868 139
Sumber: Inspektorat Kab.Karanganyar, data diolah (Bagian Organisasi 2022)

Penerapan SPIP. Agar tidak  terjadi p en y alah g u n aan  w ew enang, sejak 

ta h u n  2014, P em erin tah  K abupaten  K aranganyar te lah  m elak san ak an  

Sistem  Pengendalian  In te rna l Pem erin tah  (SPIP). H asil pen ila ian  BPKP, 

m a tu rita s  SPIP P em erin tah  K abupaten  K aranganyar periode 2016-2019  

m encapai level 3 (Terdefinisi) dari 5 level yang h a ru s  dicapai, Hal te rseb u t 

m en u n ju k k an  bahw a P erangkat D aerah  K abupaten  K aranganyar m asih  

h a ru s  m elak u k an  p e n a taa n  dokum entasi yang lebih baik  dengan 

m en ingkatkan  keg ia tan-keg ia tan  evaluasi d iserta i p en y em p u rn aan  

dokum entasi.

Tabel 2 .1 2 .

Perkem bangan  M atu ritas SPIP 2016-2021

No T ah u n Skor Level M atu ritas  SPIP

1. 2016 2.673 LEVEL 2

2. 2017 3,02 LEVEL 3

3. 2018 3,02 LEVEL 3

4. 2019 3,02 LEVEL 3

5. 2020 3,02 LEVEL 3

6. 2021 2,634 LEVEL 2
Sumber: Inspektorat Kab.Karanganyar, data diolah (Bagian Organisasi 2022)

Kondisi P e lak san aan  SPIP di K abupaten  k a ran g an y ar M atu ritas  SPIP 

di K abupaten  K aranganyar b e rd asa rk an  S u ra t Nomor S- 

1 0 1 9 /P W 11 /3 .1 /2 0 1 7  perihal: Hasil Quality Assurance a ta s  Penilaian 

M atu ritas Penyelenggaraan SPIP p ad a  P em erin tah  K abupaten  

K aranganyar T ah u n  2016 dengan  sam pel p a d a  10 P erangkat D aerah,
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Dalam implementasi SPIP di Kabupaten Karanganyar terdapat 
tantangan yaitu: 
1. Implementasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya diimplernentasikan oleh 
masing- masing OPD. Hal ini diperlukan komitmen bersama. 

2. Perlunya Pemenuhan Dokurnen Pendukung penilaian Maturitas SPIP 
sebagai dokumen irnplementasi SPIP di Kabupaten Karanganyar. 
Aparat Pengawasan Intern Pemeriniah. (APIP) Kapabilitas APIP masih 

dengan nilai 3 DC (Dengan Catatan) saat ini sedang dilaksanakan QA 
(Quality Assurance) oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah dengan 
mencukupi catatan yang belurn selesai antara lain pelaksanaan audit 
kinerja, peningkatan kapasitas SDM dan Manajemen Overside 
(pengawasan internal terhadap APIP), selanjutnya akan dilaksanakan QA 
(Quality Assurance) oleh BPKP Pusat yg akan memberikan nilai akhir. 
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa SPI 
merupakan proses yang integral pada tindakan clan kegiatan yang 
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai 
untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keanclalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhaclap peraturan 
perundang-undangan. Dari · pengertian tersebut bahwa Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah sebagai sistem pengendalian intern yang 
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka menuju 
Good Government. 

1 al rap nsur 
NO UNSUR SPIP Nilai 

1 Linzkunzan Penzendalian 0,975 
2 PenilaianRisiko 0.500 
3 Kegiatan Pengendalian 0.796 
4 Informasi dan Kornunikasi 0,300 
5 Pemantauan 0,450 

Jumlah 3,021 

menyebutkan bahwa berdasarkan hasil quality assurance oleh BPKP Pusat 
atas realisasi proses dan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP 
pada pernerintah Kabupaten Karanganyar mencapai skor 3,021 dengan 
kategori terdefinisi yang artinya bahwa praktek pengendalian intern telah 
terdokumentasi dengan baik, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan 
terdokumentasi sebagian. Dengan uraian sebagai berikut: 

Tabel 2.13. 
N'l . SPIP T' U 
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menyebutkan bahw a b e rd asa rk an  hasil quality assurance oleh BPKP P usa t 

a ta s  rea lisasi p roses dan  hasil pen ilaian  m a tu rita s  penyelenggaraan  SPIP 

p a d a  pem erin tah  K abupaten  K aranganyar m encapai skor 3,021 dengan 

kategori terdefinisi yang a rtinya  bahw a p rak tek  pengendalian  in te rn  te lah  

te rd o k u m en tasi d engan  baik , evaluasi a ta s  pengendalian  in te rn  d ilakukan  

te rd o k u m en tasi sebagian. D engan u ra ia n  sebagai beriku t:

Tabel 2.13.
Nilai SPIP Tiap U nsu r

NO UNSUR SPIP Nilai
1 L ingkungan. Pengendalian 0 ,975
2 Penilaian  Risiko 0.500
3 K egiatan Pengendalian 0.796
4 Inform asi d an  K om unikasi 0 ,300
5 P em an tau an 0,450

Ju m la h 3,021

D alam  im plem entasi SPIP di K abupaten  K aranganyar te rd ap a t 

ta n ta n g an  yaitu:

1. Im plem entasi P e ra tu ran  B upati K aranganyar Nomor 64 T ah u n  2017 

ten tan g  Pedom an Penilaian Resiko di L ingkungan Pem erin tah  

K abupaten  K aranganyar belum  sep en u h n y a  d iim plem entasikan  oleh 

m asing- m asing  OPD. Hal ini d iperlukan  kom itm en bersam a.

2. P erlunya  P em en u h an  D okum en P endukung  pen ila ian  M atu ritas  SPIP 

sebagai dokum en im plem entasi SPIP di K abupaten  K aranganyar. 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K apabilitas APIP m asih

dengan  nilai 3 DC (Dengan C atatan) saa t ini sedang  d ilak san ak an  QA 

(Quality Assurance) oleh BPKP Perw akilan Jaw a  Tengah dengan 

m en cu k u p i c a ta ta n  yang belum  selesai a n ta ra  lain  p e la k sa n aa n  aud it 

kinerja , pen in g k a tan  k ap as ita s  SDM dan  M anajem en Overside 

(pengaw asan in te rn a l te rh ad ap  APIP), se lan ju tn y a  ak an  d ilak san ak an  QA 

(Quality Assurance) oleh BPKP P u sa t yg ak an  m em berikan  nilai akhir. 

S ebagaim ana d ia tu r  dalam  P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 60 T ahun  2008 

ten tan g  Sistem  Pengendalian  In tern  Pem erin tah  d ije laskan  bahw a SPI 

m eru p ak an  proses yang in tegral p ad a  tin d ak an  d an  keg ia tan  yang 

d ilakukan  secara  te ru s  m enerus oleh p im pinan  dan  se lu ru h  pegawai 

u n tu k  m em berikan  keyakinan  yang m em adai a ta s  te rcapa inya  tu ju a n  

organ isasi m elalui keg ia tan  yang efektif dan  efisien, k ean d a lan  pelaporan  

keu an g an , p en g am an an  ase t d an  k e ta a ta n  te rh ad ap  p e ra tu ra n  

p eru n d an g -u n d an g an . Dari pengertian  te rseb u t bahw a Sistem  

Pengendalian  In te rn  Pem erin tah  sebagai sistem  pengendalian  in te rn  yang 

d iselenggarakan  secara  m enyelu ruh  di lingkungan  pem erin tah  p u sa t dan  

pem erin tah  d ae rah  perlu  d ilakukan  u p ay a-u p ay a  dalam  ran g k a  m enu ju  

Good Government.
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No Elem en HasiPenilaianMandiri 
1 Peran dan Layanan Level 2 
2. Pengelolaan SDM Level 3 

3 PraktekProfesional Level 2 
4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja Level 3 
5 Budaya dan Hubungan Organisasi Level 3 
6 Struktur Tata Kelola Level 3 

Simpulan Level 3 

Tabel 2.15. 
Elemen Penilaian Kapabilitas APIP 

Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsi pengawasan intern 
yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata 
kelola kepemerintahan yang baik maka perlu adanya meningkatkan 
kapabilitas APIP di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan Surat Nomor: 
LAP-797/PWll/6/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Laporan Hasil 
Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas kapabilitas Aparat Pengawas 
Intern pemerintah (APIP) bahwa Inspektorat Kabupaten Karanganyar 
secara keseluruhan pada posisi level 3 dengan catatan dengan rincian 
sebagai berikut: 

Sumber: Inspektorat Kab, Karanganyar, data diolah (Bagian Orgamsasz 2019) 

Kapabilitas Predikat Keterangan 
No Tahun APIP 
1. 2016 level 2. Infrastructure Mampu mendeteksi 

terjadinya korupsi 
2. 2017 level 3 DC. Integrated Mampu menilai efisiensi 

dan efektifitas, tata kelola 
dan manajemen resiko 
kegiatan 

3. 2018 level 2,6 Integrated Mampu menilai efisiensi 
dan efektifitas, tata kelola 
dan manajemen resiko 
kegiatan 

Berbeda dengan maturitas yang stagnan, perkembangan kapabilitas 
APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) relatif lebih baik. Hasil 
penilaian BPKP, kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
bergerak positif dari level 2 pada tahun 2016 menjadi level 3 DC pada 

tahun 2017 dan bertahan hingga 2018. 
Tabel 2.14. 

Perkembangan Kapabilitas APIP, 2016-2018 
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B erbeda dengan  m a tu rita s  yang stagnan, p erkem bangan  kapab ilitas 

APIP (Aparat Pengaw as In ternal Pem erintah) relatif lebih baik . H asil 

pen ila ian  BPKP, kapab ilitas  APIP Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar 

bergerak  positif dari level 2 p ad a  ta h u n  2016 m enjadi level 3 DC p ad a

ta h u n  2017 dan  b e rta h an  h ingga 2018.

Tabel 2.14.
P erkem bangan  K apabilitas APIP, 2016-2018

No T ah u n
K apabilitas

APIP

Predikat K eterangan

1. 2016 level 2. In fras tru c tu re M am pu m endeteksi 

te rjad inya  korupsi

2. 2017 level 3 DC. Integrated M am pu m enilai efisiensi 

d an  efektifitas, ta ta  kelola 

d an  m anajem en  resiko 

keg iatan

3. 2018 level 2,6 Integrated M am pu m enilai efisiensi 

d an  efektifitas, ta ta  kelola 

d an  m anajem en  resiko 

keg ia tan

Sumber: Inspektorat Kab, Karanganyar, data diolah (Bagian Organisasi 2019)

D alam  ra n g k a  m ew ujudkan  p eran  d an  fungsi pengaw asan  in te rn  

yang m am pu  m em berikan  kon tribusi positif te rh ad ap  pen in g k a tan  ta ta  

kelola k ep em erin tah an  yang baik  m ak a  perlu  ad an y a  m en ingkatkan  

k apab ilitas  APIP di K abupaten  K aranganyar. B erd asa rk an  S u ra t Nomor: 

LA P-797/PW 11 /6 /2 0 1 7  tanggal 31 O ktober 2017 perihal Laporan Hasil 

P en jam inan  Kualitas (Quality Assurance) a ta s  k apab ilitas  A parat Pengaw as 

In tern  pem erin tah  (APIP) bahw a In spek to ra t K abupaten  K aranganyar 

secara  k e se lu ru h a n  p ad a  posisi level 3 dengan  c a ta ta n  dengan  rinc ian  

sebagai berikut:

Tabel 2.15.
Elem en Penilaian K apabilitas APIP

No Elem en H asiPenilaianM andiri

1 Peran  d an  Layanan Level 2

2. Pengelolaan SDM Level 3

3 PraktekProfesional Level 2

4 A kuntab ilitas dan  M anajem en Kinerja Level 3

5 B udaya d an  H ubungan  O rganisasi Level 3

6 S tru k tu r  T ata Kelola Level 3

S im pulan Level 3
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7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 
Area Penguatan Akuritabilitas Kinerja memberikan gambaran terkait 

dengan Keterlibatan Pimpinan dan Pengelolaan APIP yang akan dijelaskan 
sebagai berikut: 

Whistle Blowing System (WBS). Untuk saat ini berkaitan dengan 
Whistle Blowing Systempemerintah Kabupaten Karanganyar sudah 
menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran 
(Whistle Blowing) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 
Untuk implementasinya agar lebih cepat dilakukan oleh Perangkat Daerah 
telah kita sosialisasikan dengan cara mengirimkan Peraturan Bupati 
tersebut kepada masing masing Perangkat Daerah agar segera 
dilaksanakan dan dievaluasi dengan harapan agar kedepannya masing 
masing Perangkat Daerah dapat membentuk Unit Kepatuhan Internal 
sebagai tempat untuk mengelolajika terjadi pengaduan. 

Penanqanari benturan kepentingan. Untuk saat ini berkaitan dengan 
Benturan Kepentingan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah 
memiliki Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Untuk implementasinya agar lebih 
cepat dilakukan oleh Perangkat Daerah telah kita sosialisasikan dengan 
cara mengirimkan Peraturan Bupati tersebut kepada masing masing 
Perangkat Daerah sehingga kedepannya agar segera bisa dilaksanakan 
dan dievaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati dan segera 
diidentifikasi pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan di 
lingkungan Eksekutif dan jenis jenis benturan kepentingan yang sering 
terjadi. 

Pembangunan zona integri.tas. Untuk Pembangunan Zona Integritas 
pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melakukan 
pilot project yang mengambil 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar melalui Surat Inspektur, dan 
untuk tahun 2021 diusulkan 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
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Whistle Blowing System (WBS).Untuk saat ini berkaitan dengan 

Whistle Blowing S i/stem pem erintah  K abupaten  K aranganyar su d ah  

m en e tap k an  P e ra tu ran  B upati K aranganyar Nomor 59 T ahun  2018 

ten tan g  T ata  C ara Pengelolaan dan  T indak L anju t Pelaporan  Pelanggaran 

(Whistle Blowing) di L ingkungan Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar. 

U n tuk  im plem entasinya  agar lebih cepat d ilak u k an  oleh P erangkat D aerah  

te lah  k ita  sosia lisasikan  dengan ca ra  m engirim kan  P e ra tu ra n  B upati 

te rseb u t k ep ad a  m asing  m asing  P erangkat D aerah  agar segera 

d ilak san ak an  dan  dievaluasi dengan h a ra p a n  agar k ed ep an n y a  m asing  

m asing  P erangkat D aerah  dap at m em b en tu k  Unit K epatuhan  In ternal 

sebagai tem pat u n tu k  m engelola jik a  terjadi pengaduan .

Penanganan benturan kepentingan. U n tuk  saa t ini b e rk a itan  dengan 

B en tu ran  K epentingan Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar su d ah  

mem iliki P e ra tu ran  B upati K aranganyar Nomor 60 T ah u n  2018 ten tang  

Pedom an Um um  P enan g an an  B en tu ran  K epentingan Di Lingkungan 

P em erin tah  K abupaten  K aranganyar. U n tuk  im plem entasinya  agar lebih 

cepat d ilak u k an  oleh P erangkat D aerah  te lah  k ita  so sia lisasikan  dengan  

ca ra  m engirim kan  P e ra tu ran  B upati te rseb u t k ep ad a  m asing  m asing  

Perangkat D aerah  sehingga kedepannya  agar segera b isa  d ilak san ak an  

d an  dievaluasi a ta s  p e lak san aan  P e ra tu ran  B upati dan  segera 

d iidentifikasi p e jabat yang berpo tensi m em iliki b e n tu ra n  kepen tingan  di 

lingkungan  E kseku tif dan  jen is  jen is  b e n tu ra n  kepen tingan  yang sering 

terjadi.

Pembangunan zona integritas. U n tuk  P em ban g u n an  Zona In tegritas 

p ad a  ta h u n  2019 Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar te lah  m elak u k an  

pilot project yang m engam bil 2 (dua) P erangkat D aerah  ya itu  R um ah Sakit 

Um um  D aerah  K abupaten  K aranganyar dan  D inas K ependudukan  dan  

P en ca ta tan  Sipil K abupaten  K aranganyar m elalui S u ra t In sp ek tu r, dan  

u n tu k  ta h u n  2021 d iu su lk an  3 (tiga) Perangkat D aerah  ya itu  R um ah 

Sakit U m um  D aerah  K abupaten  K aranganyar, D inas K ependudukan  dan  

P en ca ta tan  Sipil K abupaten  K aranganyar d an  D inas P en an am an  Modal 

dan  P elayanan T erpadu  S a tu  Pintu.

7. P eng u a tan  A kuntab ilitas Kinerja

Area P enguatan  A kuntabilitas Kinerja m em berikan  gam b aran  te rk a it 

dengan  K eterlibatan  P im pinan dan  Pengelolaan APIP yang ak an  d ijelaskan  

sebagai berikut:
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Keterlibatan pimpinan. Komitmen pimpinan merupakan salah satu 
faktor penentu dalam peningkatan nilai akuntabilitas kinerja. Beberapa 
upaya perbaikan terkait komitmen pimpinan terus dilakukan diantaranya 
dengan penandatanganan janji komitmen peningkatan SAKIP oleh seluruh 
Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati dan Wakil Bupati yang 
disaksikan oleh Ke:menpanRB. · 

Pengelolaan akuntabilitas, Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan dengan beberapa 
upaya diantaranya: 

:;.. Melaksanakan Reviu dokumen perencanaan (Review Renstra OPD) 
:;.. Melakukan desk SAKIP OPD 
:.,. Pendampingan SAKIP oleh Kementerian PANRB 
:;.. Membangun Aplikasi e-SAKIP 
, Membangun Komitmen bersama Bupati dengan seluruh Kepala 

Perangkat Daerah 
Dengan kerja keras dan komitmen bersama, nilai SAKIP Kabupaten 

Karanganyar beranjak naik dari yang sebelumnya selama beberapa tahun 
stagnan di predikat CC (Cukup) menjadi B (Baik) dengan nilai 62,38 pada 
Tahun 2019. Selanjutnya diharapkan ke depan nilai SAKIP akan terus 
meningkat clengan target predikat A pada akhir periode RPJMD 2018- 

2023. 
Berdasarkan SAKIP, penyusunan program dan kegiatan setiap 

Perangkat Daerah tidak hanya berorientasi pada realisasi fisik clan 
keuangan. Setiap Perangkat Daerah harus mampu mengukur dampak 

program clan kegiatan terhadap outcome. 

Gambar 2.6. 
Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja 
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G am bar 2.6.
A rea P enguatan  A kuntab ilitas Kinerja

Keterlibatan pimpinan. Komitmen p im pinan  m eru p ak an  sa lah  sa tu  

fak tor p e n en tu  dalam  pen ingkatan  nilai ak u n tab ilita s  k inerja, B eberapa 

u p ay a  p erb a ik an  te rk a it kom itm en p im pinan  te ru s  d ilak u k an  d ian ta ran y a  

dengan  p e n an d a ta n g a n an  jan ji kom itm en pen in g k a tan  SAKIP oleh se lu ru h  

Kepala P erangkat D aerah  dengan B upati d an  W akil B upati yang 

d isak sik an  oleh Kem enpanRB.

Pengelolaan akun tab ilita s . Pengelolaan A kun tab ilitas K inerja In s tan si 

P em erin tah  K abupaten  K aranganyar te lah  d ilak san ak an  dengan  beberapa  

u p ay a  d ian ta ran y a  :

> M elaksanakan  Reviu dokum en p e ren can aan  (Review R en stra  OPD)

> M elakukan desk  SAKIP OPD

> P endam pingan  SAKIP oleh K em enterian PANRB

> M em bangun Aplikasi e-SAKIP

> M em bangun Kom itm en bersam a B upati dengan  se lu ru h  Kepala

P erangkat D aerah

D engan kerja  k e ras  dan  kom itm en bersam a, nilai SAKIP K abupaten  

K aranganyar b e ran jak  na ik  dari yang sebelum nya selam a beb erap a  ta h u n  

s tag n an  di p red ika t CC (Cukup) m enjadi B (Baik) dengan  nilai 62 ,38  p ad a  

T ah u n  2019. S elan ju tnya  d ih a rap k an  ke depan  nilai SAKIP ak an  te ru s  

m en ingkat dengan  ta rge t p red ikat A p ad a  ak h ir periode RPJMD 2018- 

2023.

B erd asa rk an  SAKIP, p en y u su n an  program  d an  keg ia tan  setiap 

Perangkat D aerah  tid ak  h an y a  bero rien tasi p a d a  rea lisasi fisik dan  

keuan g an . Setiap Perangkat D aerah  h a ru s  m am pu  m en g u k u r dam pak  

program  d an  keg ia tan  te rh ad ap  outcome.
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8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
Standar Pelayanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh 
penyelenggara pelayanan baik penyelenggara negara, BUMN, BUMD, 
hingga swasta maupun perseorangan menyelenggarakan pelayanan yang 
terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan. Setiap 
penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 (empat belas) 
komponen standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Terkait Standar 
pelayanan publik di Kabupaten Karanganyar menurut penilaian 
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah selama 2 (dua) tahun berturut­ 
turu t (2018 dan 2019) masih berada pada Zona Kuning clengan tingkat 
kepatuhan sedang. Untuk itu perlu di progres Perangkat Daerah untuk 
memenuhi kepatuhan terhadap standar pelayanan yang clitetapkan agar 
kedepan bisa meningkat ke Zona Hijau (Tingkat Kepatuhan Tinggi). 

Upaya Bupati Karanganyar dalam memberikan pelayanan yang lebih 
baik kepada masyarakat telah dilakukan sejak awal masa 
pemerintahannya. Seluruh Perangkat Daerah dituntut untuk memberikan 

Pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Karanganyar telah membawa hasil 
yang menggembirakan walaupun berjalan setahap demi setahap (lihat 
Tab el 2. 1 O. Mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Karanganyar 
mendapat predikat B. 

Sumber: (Bagian Organisast 2021) 

No Tahun Nilai Predikat 
1. 2013 53,41 cc 
2. 2014 52,41 cc 
3. 2015 52,67 cc 
4. 2016 53,39 cc 
5. 2017 57,52 cc 
6. 2018 62,38 B 
7. 2019 65,02 B 
8. 2020 67 B 
9. 2021 68,13 B 

Mengukur hubungan antara program dan kegiatan dengan outcome, 
diperlukan penguasaan data lingkungan eksternal yang komprehensif. lni 
akan lebih mudah dilakukan apabila dilaksanakan sejak penyusunan 
perencanaan program dan kegiatan. Kegiatan konstruksi akhirnya harus 

menargetkan outcome secara terukur dan real. 
Tabel 2.16. 

Hasil Evaluasi Sistem AKIP 

.34. - 3 4 -

M engukur h u b u n g a n  a n ta ra  program  d an  keg ia tan  dengan  outcome, 

d ip erlukan  p en g u asaan  d a ta  lingkungan  eksternal yang  kom prehensif. Ini 

ak an  lebih m u d ah  d ilak u k an  apab ila  d ilak san ak an  sejak  p e n y u su n an  

p e ren can aan  program  d an  kegiatan . K egiatan k o n s tru k s i ak h irn y a  h a ru s  

m en arg e tk an  outcome secara  te ru k u r dan  real.

Tabel 2.16.
H asil Evaluasi Sistem  AKIP

No T ahun Nilai Pred ikat

1. 2013 53,41 CC

2. 2014 52,41 CC

3. 2015 52,67 CC

4. 2016 53,39 CC

5. 2017 57,52 CC

6. 2018 62,38 B

7. 2019 65,02 B

8. 2020 67 B

9. 2021 68,13 B

Sumber: (Bagian Organisasi 2021)

P elak san aan  SAKIP di K abupaten  K aranganyar te lah  m em baw a hasil 

yang m enggem birakan  w alaupun  berja lan  se tah ap  dem i se tah ap  (lihat 

Tabel 2 .10. Mulai ta h u n  2018 sam pai dengan  ta h u n  2021, K aranganyar 

m en d ap a t p red ika t B.

8. P en ingkatan  K ualitas Pelayanan Publik

Standar Pelayanan. U ndang-U ndang Nomor 25 T ah u n  2009 ten tang  

Pelayanan Publik  ten tu n y a  m em berikan  a ra h a n  k ep ad a  se lu ru h  

penyelenggara p e layanan  baik penyelenggara negara , BUMN, BUMD, 

hingga sw asta  m a u p u n  perseorangan  m enyelenggarakan  pelayanan  yang 

te rs ta n d a risa s i dengan  m em enuhi kom ponen s ta n d a r  pe layanan . Setiap 

penyelenggara p e layanan  publik  berkew ajiban m em enuh i 14 (em pat belas) 

kom ponen s ta n d a r  pelayanan  yang su d ah  d ite tapkan . Terkait S tan d ar 

pe layanan  pub lik  di K abupaten  K aranganyar m e n u ru t pen ila ian  

Ombudsman RI Perw akilan Jaw a  Tengah selam a 2 (dua) ta h u n  b e rtu ru t-  

tu ru t (2018 d an  2019) m asih  b e rad a  p ad a  Zona K uning dengan  tingkat 

k e p a tu h an  sedang. U n tuk  itu  perlu  di progres Perangkat D aerah  u n tu k  

m em enuh i k e p a tu h a n  te rh ad ap  s tan d a r pe layanan  yang  d ite tap k an  agar 

kedepan  b isa  m en ingkat ke Zona H ijau (Tingkat K epatuhan  Tinggi).

U paya B upati K aranganyar dalam  m em berikan  pelayanan  yang lebih 

baik  k epada  m asy a rak a t te lah  d ilakukan  sejak  awal m a sa  

p em erin tahannya . S e lu ru h  Perangkat D aerah  d itu n tu t u n tu k  m em berikan
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No UPP J enis Inovasi Pelayanan Pasca Tahun 
Inovasi Pelaksanaan 

1. Bagi an SISKUDES Si stem Informasi 2015 
Pemerintahan (Si stem untuk memberikan 
Desa Keuangan kemudahan dalam 

Des a) rangka tata kelola 
keuangan 
Pemerin tahan Desa 
secara fisik dan 
akuntabel melalui 
anlikasi Siskeudes 

2. Bagi an SIMADES Informasi berbasis 2011 
Pernerintahan (Sis tern data kependudukan 
Des a Informasi yang dikembangkan 

Manajemen untuk menunjang 
Adm.Desa) efisiensi dan 

efektifitas kerja 
perangkat desa dalam 
mengelola 
administrasi 
kependudukan serta 
meningkatkan 
kualitas lay an an 
kepada rnasyarakat 
des a 

3. Bagi an Sistem Sistem informasi 2017 
Pemerin tahan Informasi manajemen untuk 
Desa Manajemen memberikan 

Peranzkat kernudahan dalam 

respon cepat atas setiap keluhan masyarakat dalam bentuk jawaban 
langsung ataupun aksi. Saat ini, penggunaan teknologi informasi sebagai 
instrumen reaksi cepat telah menjadi budaya penyelenggaraan 
pemerintahan. Keaktifan Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah 
direspon positif oleh masyarakat sehingga laporan yang diterima langsung 

mendapatkan tanggapan. 
Berdasarkan Undang-undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, setiap Unit Pelayanan Publik (UPP) diwajibkan rnemiliki 
Standar Pelayanan Publik. UPP juga diharuskan untuk rnelakukan 
pengelolaan pengaduan dan mengukur tingkat kepu asan masyarakat 
terhadap pelayanan yang mereka lakukan. 

Pelayanan publik bukanlah sebuah proses yang pendek. Diperlukan 
kreativitas dan inovasi agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih 
cepat, lebih mudah dan lebih murah. Tuntutan Bupati Karanganyar 
terhadap setiap Perangkat Daerah untuk memanfaatkan kemajuan 
teknologi informasi sehingga Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat 
selalu hadir di setiap persoalan mereka, telah menciptakan iklim yang 
positif untuk mendukung inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. 

Tabel 2.17. 
Daftar Inovasi yang masuk Penilaian Parasamya Purna Karya Nugraha 

.35. 
- 3 5 -

respon  cepat a ta s  setiap  k e lu h an  m asy a rak a t dalam  b e n tu k  jaw ab an  

langsung  a ta u p u n  aksi. S aa t ini, p enggunaan  teknologi inform asi sebagai 

in s tru m en  reaksi cepat te lah  m enjadi b u d ay a  penyelenggaraan  

p em erin tah an . K eaktifan Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar te lah  

d irespon  positif oleh m asy a rak a t sehingga lapo ran  yang diterim a langsung  

m e n d ap a tk an  tanggapan .

B erd asa rk an  U ndang-undang  Nomor 25 T ahun  2009 ten tan g  

P elayanan Publik, setiap  U nit P elayanan Publik (UPP) diw ajibkan mem iliki 

S tan d a r P elayanan Publik. UPP ju g a  d ih a ru sk an  u n tu k  m elakukan  

pengelo laan  p en g ad u an  d an  m engukur tingka t k e p u asa n  m asy arak a t 

te rh ad ap  pelayanan  yang m ereka  lakukan .

Pelayanan pub lik  b u k an lah  seb u ah  proses yang pendek. D iperlukan  

krea tiv itas dan  inovasi agar m asy a rak a t m em peroleh p e layanan  yang lebih 

cepat, lebih m u d a h  dan  lebih m u rah . T u n tu tan  B upati K aranganyar 

te rh ad ap  setiap  Perangkat D aerah  u n tu k  m em an faatk an  kem ajuan  

teknologi inform asi sehingga Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar d ap a t 

selalu h ad ir di setiap  p e rsoalan  m ereka, te lah  m en c ip tak an  iklim  yang 

positif u n tu k  m en d u k u n g  inovasi dalam  pe layanan  k ep ad a  m asyaraka t.

Tabel 2.17.
D aftar Inovasi yang m asu k  Penilaian P arasam ya P u rn a  Karya N ugraha

No UPP Je n is  Inovasi
P elayanan P asca  

Inovasi
T ahun

P e laksanaan
1. Bagian

P em erin tahan
D esa

SISKUDES
(Sistem
K euangan
Desa)

Sistem  Inform asi 
u n tu k  m em berikan  
k em u d ah an  dalam  
ran g k a  ta ta  kelola 
k euangan
P em erin tahan  D esa 
secara  fisik dan  
ak u n tab e l m elalui 
aplikasi S iskeudes

2015

2. Bagian
Pemerintahan
Desa

SIMADES
(Sistem
Inform asi
M anajem en
Adm.Desa)

Inform asi berbasis  
d a ta  k e p en d u d u k an  
yang d ikem bangkan  
u n tu k  m en u n jan g  
efisiensi dan  
efektifitas kerja  
pe ran g k at desa  dalam  
m engelola 
adm in istrasi 
k ep en d u d u k an  serta  
m en ingkatkan  
k u a lita s  layanan  
k epada  m asy a rak a t 
desa

2011

3. B agian
P em erin tahan
D esa

Sistem
Inform asi
M anajem en
Perangkat

Sistem  inform asi 
m anajem en  u n tu k  
m em berikan  
k em udahan  dalam

2017
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No UPP J enis Inovasi Pelayanan Pasca Tahun 
Inovasi Pelaksanaan 

Des a mengelola data 
manajemen dan 
administrasi 
kepegawaian kepada 
Desa dan perangkat 
desa. 

4. DISARPUS SIKN Dan SKIN adalah sistem 2017 
JIKN informasi arsip secara 

nasional yang dikelola 
oleh ANRI yang 
menggunakan sarana 
JIKN. 
JIKN adalah sistem 
j aringan informasi 
dan sarana pelayanan 
arsip secara nasional 
yang dikelola oleh 
ANRI. 
Manfaat JIKN Bagi 
Simpul Jaringan: 
1. Menyediakan 

informasi 
kearsipan bagi 
masyarakat 
luas,sesuai dengan 
amanat UU No 14 
Th. 2008 tentang 
keterbukaan 
Informasi Pu blik. 

2. Masyarakat dapat 
mengakses 
berbagai informasi 
kearsipan (dinamis 
dan statis) secara 
lengkap, tepat,mud 
ah dan murah 
dimanapun berada 

3. Tempat untuk 
mengadakan 
pameran secara 
virtual {yang 
berasal dari 
khazanah arsip 
yang tersedia) 

4. Membuat tema 
naskah sumber 
(dari berbagai 
khazanah arsip 
yang tersedia) 

5. DISDAGNAKER 1. Website'ay Layanan AK 1 dan 1. 2017 
KOP danUMKM okitakerja' Info Lowongan Kerja 2. Maret 

dan Kabupaten clan 2019 
2. Website Nasional. 

Info-laker 
6. BAD AN Host to Host Merupakan "System J anuari 2019 

KEUANGAN SP2D Online antar server" yang 
DAE RAH terhubung satu sama 

lain secara langsung 
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No UPP Je n is  Inovasi P elayanan P asca 
Inovasi

T ahun
P elaksanaan

D esa m engelola d a ta  
m anajem en  dan  
adm in istrasi 
kepegaw aian k ep ad a  
D esa dan  peran g k at 
desa.

4. DISARPUS SIKN D an 
JIKN

SKIN adalah  sistem  
inform asi arsip  secara  
nasional yang dikelola 
oleh ANRI yang 
m enggunakan  sa ra n a  
JIKN.
JIKN ad a lah  sistem  
ja rin g an  inform asi 
dan  sa ra n a  pelayanan  
arsip  secara  nasiona l 
yang dikelola oleh 
ANRI.
M anfaat JIKN Bagi 
Sim pul Ja rin g an :
1. M enyediakan 

inform asi 
k earsip an  bagi 
m asy a rak a t
lu a s ,se su a i dengan  
a m an a t UU No 14 
Th. 2008 ten tan g  
k e te rb u k aan  
Inform asi Publik.

2. M asyarakat d ap a t 
m engakses 
berbagai inform asi 
k earsip an  (dinam is 
dan  statis) secara  
lengkap, tep a t,m u d  
ah  d an  m u ra h  
d im an ap u n  b e rad a

3. Tem pat u n tu k  
m engadakan  
p am eran  secara  
v irtual (yang 
b erasa l dari 
k h azan ah  arsip  
yang tersedia)

4. M em buat tem a 
n a sk a h  sum ber 
(dari berbagai 
k h azan ah  arsip  
yang tersedia)

2017

5. DISDAGNAKER 
KOP danUMKM

1. W ebsite’ay 
ok itakerja’ 
dan

2. W ebsite 
Info-loker

Layanan AI< 1 dan  
Info Lowongan Kerja 
K abupaten  dan  
Nasional.

1. 2017
2. M aret 

2019

6. BADAN
KEUANGAN
DAERAH

H ost to Host 
SP2D Online

M erupakan  ”System  
a n ta r  server” yang 
te rh u b u n g  sa tu  sam a 
lain seca ra  langsung

J a n u a r i  2019
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No UPP J enis Inovasi Pelayanan Pasca Tahun 
Inovasi Pelaksanaan 

untuk mempermudah 
proses pencairan 
anzzaran 

7. BAD AN SMS Gateway Aplikasi ini 
KEUANGAN dan sms auto digunakan un tuk 
DAE RAH replay membantu 

komunikasi antara 
BKD dengan 
masyarakat melalui 
media SMS 
Masyarakat/wajib 
pajak dapat 
mengetahui/ eek 
jumlah tagihan PBB 
P2 dengan 
menggunakan 
fasilitas tersebut 
dengan menginput no 
Obiek Pajaknya. 

8. BAD AN DPH On Line Adalah pelayanan 2019 
KEUANGAN PBB P2 disini 
DAERAH perangkat desa setiap 

desa/Kelurahan akan 
difasilitasi aplikasi 
untuk menyetorkan 
PBB/P2 dari warga ke 
Bank J ateng sesuai 
SPPT yang ada. J adi 
tidak setor 
gelondongan lagi. 
Petugas pemungut 
pem bayaran kolektif 
ke bank dengan 
rnenggunakan id 
billing. Disamping itu 
juga untuk 
mengetahui riwayat 
pernbayaran serta 
data 2iutang PBB P2. 

9. BAD AN E Billing Aplikasi ini adalah 2018 
KEUANGAN BPHTB aplikasi bantu untuk 
DAE RAH proses BPHTB, 

karena sifat BPHTB 
yang mengetahui 
laporan penerimaan 
/ tunggakan real P2 
secara real time 

10. DIN AS KARSA (Kartu Pelayanan sedot tinja 2018 
LINGKUNGAN Sanitasi) gratis ke warga 
HID UP masyarakat dengan 

kriteria tertentu. 
11. DISDUKCAPIL Loket99. disd Pelayanan Akhir 2017 

ukcapil.karan kependudukan secara 
ganyarkab.go. online yang melayani: 
id KTP Elektronik,Akte 

Kelahiran,Akte 
Kematian,KIA (Kartu 
ldentitas Anakl.Kk 
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No UPP Je n is  Inovasi Pelayanan Pasca 
Inovasi

T ahun
P e lak san aan

u n tu k  m em perm udah  
proses penca iran  
anggaran

7. BADAN
KEUANGAN
DAERAH

SMS Gateway 
d an  sm s auto 
replay

Aplikasi ini 
d igu n ak an  u n tu k  
m em b an tu  
kom unikasi a n ta ra  
BKD dengan  
m asy a rak a t m elalui 
m edia SMS 
M asyarakat/w ajib  
pajak  d ap a t 
m en g e tah u i/cek  
ju m la h  tag ih an  PBB 
P2 dengan  
m enggunakan  
fasilitas te rseb u t 
dengan m eng inpu t no 
Objek Pajaknya.

8. BADAN
KEUANGAN
DAERAH

DPH On Line Adalah pelayanan  
PBB P2 disini 
p e ran g k at desa  setiap  
d e sa /K e lu ra h an  ak an  
difasilitasi ap likasi 
u n tu k  m enyeto rkan  
PB B /P2 dari w arga ke 
B ank Ja te n g  sesua i 
SPPT yang ada. J a d i 
tidak  setor 
gelondongan lagi. 
Petugas pem u n g u t 
pem bayaran  kolektif 
ke b an k  dengan  
m enggunakan  id 
billing. D isam ping itu  
ju g a  u n tu k  
m engetahu i riw ayat 
pem bayaran  serta  
d a ta  p iu tan g  PBB P2.

2019

9. BADAN
KEUANGAN
DAERAH

E Billing 
BPHTB

Aplikasi ini adalah  
aplikasi b a n tu  u n tu k  
proses BPHTB, 
k a ren a  sifat BPHTB 
yang m engetahu i 
laporan  p en erim aan  
/tu n g g a k a n  real P2 
secara  real tim e

2018

10. DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

KARSA (Kartu 
Sanitasi)

P elayanan sedot tin ja  
gratis ke w arga 
m asy a rak a t dengan  
k riteria  te rten tu .

2018

11. DISDUKCAPIL Loket99.disd
ukcap il.k aran
ganyarlcab.go.
id

Pelayanan
k ep en d u d u k an  secara  
online yang m elayani: 
KTP Elektronik,A kte 
K elahiran, Akte 
Kematian,KIA (Kartu 
Iden titas Anak),KK

Akhir 2017
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No UPP J enis Inovasi Pelayanan Pasca Tahun 
Inovasi Pelaksanaan 

(Kartu 
Keluarga) ,Pindah 
datang (Pendatang] 
dan Pindah Keluar 

12. DISDUKCAPIL SIMPATI Pelayanan September 
:Satu Jam kependudukan yang 2018 
Kami cepat khusus 
Melayani melayani: Surat 
Pindah Pindah Datang, kartu 
Datang Jadi" Keluarga dan KTP 

Elektronik. 
13. DISDUKCAPIL THREE IN Pelayanan dengan September 

ONE satu permohonan 2018 
Akta Kelahiran akan 
diberikan 3 dokumen 
yaitu Akta 
Kelahiran.kartu 
Keluarga dan kartu 
Identitas Anak. 

14. DISDUKCAPIL E-LAHIR Dengan mengirim Awal 2019 
surat kelahiran 
melalui nomor 
Whatsapp, maka akan 
diserahkan Akta 
Kelahiran seketika 
bayi lahir/masih di 
rumah sakit/rumah 
bersalin. 

15. DISDUKCAPIL E- Dengan mengirim Awal 2019 
SEMPURNA berita lelayu melalui 

whatsapp .akta 
Kematian siap 
diserahkan kepada 
keluarga sebelum 
jenasah dikuburkan. 

16. DINKES Aplikasi di Untuk mengetahui 
PSC 119 ketersediaan dokter 
Hallo Sehat ,tempat 
spgdt, tidur,IGD,ventilator,IC 
karanganyar. U di kab. 
go.id Karanganyar. 

17. DINKES KEPO ASIEK Program Peningkatan Awal 2019 
(Puskesmas (Kelompok Cakupan pemberian 
Kebakkramat) Peduli ASI ASI Eksklusif kepada 

Eksklusif) bayi yang ibunya 
bekeria di pabrik. 

18. DINKES BABE GUWA Program peningkatan Awal 2019 
(Puskesmas (bebaskan cakupan penanganan 
Kebakkramat) Belenggu orang dengan 

Gangguan gangguan jiwa berat 
Jiwa) yang kegiatannya 

antara lain : 
pembentukan 
kader,penyuluhan 
secara intensif dan 
pend am ping an 
kepada keluarga 
dengan pasien 
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No UPP Je n is  Inovasi P elayanan P asca 
Inovasi

T ahun
P e laksanaan

(Kartu
Keluarga) .P indah 
da tan g  (Pendatang) 
dan  P indah  K eluar

12. DISDUKCAPIL SIMPATI 
:S atu  Jam  
Kami 
M elayani 
P indah 
D atang J a d i”

Pelayanan
k ep en d u d u k an  yang 
cepat k h u su s  
m elayani : S u ra t 
P indah D atang, k a rtu  
K eluarga d an  KTP 
Elektronik.

Septem ber
2018

13. DISDUKCAPIL THREE IN 
ONE

P elayanan dengan 
sa tu  perm ohonan  
Akta K elahiran ak an  
d iberikan  3 dokum en 
ya itu  A kta 
K elahiran, k a rtu  
K eluarga d an  k a rtu  
Iden titas Anak.

Septem ber
2018

14. DISDUKCAPIL E-LAHIR D engan m engirim  
su ra t ke lah iran  
m elalui nom or 
W hatsapp, m ak a  ak an  
d ise rah k an  Akta 
K elahiran seketika 
bayi la h ir /m a s ih  di 
ru m ah  s a k it /ru m a h  
bersalin .

Awal 2019

15. DISDUKCAPIL E-
SEMPURNA

D engan m engirim  
berita  lelayu m elalui 
w h a tsap p ,ak ta  
K em atian siap 
d ise rah k an  k ep ad a  
keluarga  sebelum  
je n a sa h  d ik u b u rk an .

Awal 2019

16. DINKES Aplikasi di 
PSC 119 
Hallo Sehat 
spgdt,
karanganyar.
go-id

U ntuk  m engetahu i 
k e te rsed iaan  dokter 
.tem pat
tidur,IG D ,ventilator,IC  
U di kab.
K aranganyar.

17. DINKES
(P uskesm as
Kebaklcramat)

KEPO ASIEK 
(Kelompok 
Peduli ASI 
Eksklusif)

Program  P en ingkatan  
C akupan  pem berian  
ASI E ksk lusif k ep ad a  
bayi yang ibunya  
bekerja  di pabrik .

Awal 2019

18. DINKES
(P uskesm as
Kebaklcramat)

BABE GUWA
(bebaskan
Belenggu
G angguan
Jiwa)

Program  pen in g k a tan  
cak u p an  p en an g an an  
orang dengan  

j gangguan jiw a bera t 
yang keg ia tannya 
a n ta ra  lain : 
pem b en tu k an  
k ad er,p en y u lu h an  
secara  in tensif dan  
pendam pingan  
k epada  k e luarga  
dengan  p asien

Awal 2019
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No UPP J enis Inovasi Pelayanan Pasca Tahun 
Inovasi Pelaksanaan 

ganzguan jiwa. 
19. DINKES Gerakan Pemberian Sarpras ( Awal 2019 

Terpadu laptop) Bidan Desa 
Sehatkan untuk pemantauan 
Rakyat dan pencatatan 
(GERDUSERA kesehatan ibu clan 
) anak, 

20. DPMPTSP E-GAMPANG Sistem Aplikasi 2018 
berbasis Web untuk 
pelayanan perijinan 
yang ce2at 

21. DISKOMINFO SE MARAK Aplikasi berbasis 2018 
android sebagai 
sarana portal jual beli 
wilayah kabupaten 
Karanganyardengan 
inout NIK 

22. DP3APPKB · Pemberian Upaya pengoptimalan 2016 
Penghargaan kepesertaan Keluarga 
kepada 
Peserta 
Keluarga 
Berencana 
Me dis 
Operasi Pria 

23. DISARPUS Aplikasi INLIS Lite dibangun November 
INISLite versi dan dikembangkan 2017 
3x secara resmi oleh 

perpustakaan 
nasional RI dalam 
jejaring Perpustakaan 
Digital N asiona1 
Indonesia, disamping 
membantu upaya 
pengembangan 
pengelolaan dan 
pelayanan . 
perpustakaan 
berbasis teknologi 
informasi dan 
komunikasi. 

24 DISARPUS Aplikasi Kunang-Kunang 2018 
Kunang- adalah sistem 
Kunang manajemen 

Perpustakaan yang 
dikernbangkan oleh 
program PerpuSeru 
bersarna 
SOLIDARITAS, yang 
bertujuan untuk 
mengembangkan 
Perpustakaan Mitra 
Program PerpuSeru 
dalam mengelola 
layanan internetnya. 
Kunang-Kunang 
disiapkan untuk 
membantu 

.39. -39-

No UPP Je n is  Inovasi Pelayanan  P asca  
Inovasi

T ahun
P e laksanaan

gangguan jiwa.
19. DINKES G erakan

T erpadu
S eh atkan
R akyat
(GERDUSERA

Pem berian  S arp ras  ( 
laptop) B idan D esa 
u n tu k  p em a n tau a n  
d an  p en ca ta tan  
k e seh a tan  ibu dan  
anak .

Awal 2019

20. DPMPTSP E-GAMPANG Sistem  Aplikasi 
berbasis  Web u n tu k  
pelayanan  perijinan  
yang cepat

2018

21. DISKOMINFO SEMARAK Aplikasi berbasis  
android  sebagai 
s a ra n a  portal ju a l beli 
w ilayah k ab u p a ten  
K aranganyar dengan  
in p u t NIK

2018

22. DP3APPKB Pem berian
P enghargaan
kepada
P eserta
K eluarga
B erencana
Medis
O perasi Pria

U paya pengoptim alan  
k ep ese rtaan  K eluarga

2016

23. DISARPUS Aplikasi 
INISLite versi 
3 x

INLIS Lite d ibangun  
dan  d ikem bangkan  
secara  resm i oleh 
p e rp u s tak a a n  
nasiona l RI dalam  
jejaring  P e rp u s tak aan  
Digital Nasional 
Indonesia, d isam ping 
m em b an tu  u p ay a  
pengem bangan 
pengelolaan dan  
pelayanan  
p e rp u s tak a a n  
berbasis  teknologi 
inform asi dan  
kom unikasi.

November
2017

24 DISARPUS Aplikasi
K unang-
K unang

K unang-K unang 
adalah  sistem  
m anajem en  
P e rp u stak aan  yang 
d ikem bangkan  oleh 
program  PerpuS eru  
b ersam a
SOLIDARITAS, yang 
b e rtu ju a n  u n tu k  
m engem bangkan  
P e rp u stak aan  M itra 
Program  P erpuS eru  
dalam  m engelola 
lay an an  in te rne tnya . 
K unang-K unang 
d isiapkan  u n tu k  
m em ban tu

2018
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Budaya pelayanan prima. Hakekat pelayanan publik adalah 
pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yg merupakan 
perwujudan kewajiban aparatur pemerintah · sebagai abdi masyarakat. 
Sedangkan pelayanan prima adalah kemampuan diri kita atau aparatur 
pemerintah dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan 
kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang telah ditetapkan. 
Selama ini pelayanan pemerintah identik dengan diskriminatif, jangka 
waktu yang lama, proses berbelit-belit, syarat yang tidak jelas, biaya yang 
mahal, praktik KKN. Stigma negatif dari masyarakat ini juga berlaku sama 
di semua instansi pemerintah tidak terkecuali di Kabupaten Karanganyar. 
Untuk itu perlu dikikis dengan budaya pelayanan prima yang terus 
ditingkatkan dengan cara memberikan pelatihan/ diklat bagi petugas 
layanan yang ada di unit pelayanan publik. 

Pengaduan Masyarakat. Terkait dengan Pengaduan Masyarakat di 
Kabupaten Karanganyar telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi E­ 
Lapor yang terhubung dengan Kementerian PAN RB sementara pada level 
kabupaten telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Penampungan 
Aspirasi Masyarakat (SAPAMAS) sejak tahun 2015. SAPAMAS 
menggunakan dua kanal, yaitu melalui sms center 08112629999 dan 
melalui aplikasi. Pada saat ini pengaduan publik telah dikembangkan 
melalui kanal-kanal media sosial yaitu facebook, twitter, iristaqram, 
whatsapp, dan youtube. SAPAMAS telah dimanfaatkan sebagai media 
pengaduan yang terintegrasi yaitu setiap aduan yang masuk langsung 
diteruskan ke Perangkat Daerah yang bersangkutan, sementara untuk 
pengaduan yang ke Aparat Penegak Hukum pemerintah Kabupaten 
Karanganyar telah memiliki kerjasama (MoU) dengan Kejaksaan dan 
Kepolisian untuk pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi atau 

Sumber. Data dwlah (Bagzan Orqanisasi, 2018). 

No UPP Jenis Inovasi 
I Pelayanan Pasca Tahun 

Inovasi Pelaksanaan 
Perpustakaan Mitra 
dalam memproduksi 
informasi terkait 
penggunaanlayanan 
internet oleh 
pemustaka, baik 
pemustaka anggota 
maupun non 
anggota/ tam u. 

25. BKPSDM Aplikasi Aplikasi Kepegawaian 2012 
Kepegawaian online yang 
Terintegrasi terintegrasi antar 
(e-Service) modul dan data 

personal, 
formasi,mutasi, baperj 
akat,arsip digital. 

·40- - 4 0 -

No UPP Je n is  Inovasi Pelayanan P asca 
Inovasi

T ahun
P elaksanaan

P erp u stak aan  M itra 
dalam  m em produksi 
inform asi te rka it 
p enggunaan  layanan  
in te rn e t oleh 
p em u stak a , baik 
p em u stak a  anggota 
m au p u n  non  
an g g o ta /tam u .

25. BKPSDM Aplikasi
K epegawaian
Terintegrasi
(e-Service)

Aplikasi K epegaw aian 
online yang 
te rin teg rasi a n ta r  
m odul d an  d a ta  
personal,
fo rm asi,m utasi,baperj 
ak a t,a rs ip  digital.

2012

Sumber: Data diolah (Bagian Organisasi, 2018).

Budaya pelayanan prima. H akekat pe layanan  publik  adalah  

pem berian  pelayanan  p rim a k ep ad a  m asy a rak a t yg m eru p ak an  

p erw u judan  kew ajiban a p a ra tu r  pem erin tah  sebagai abdi m asyaraka t. 

S edangkan  pelayanan  prim a adalah  kem am p u an  diri k ita  a ta u  a p a ra tu r  

pem erin tah  dalam  m em berikan  pe layanan  yang d a p a t m em berikan  

k e p u asa n  k ep ad a  pelanggan dengan s ta n d a r  yang te lah  d ite tapkan . 

Selam a ini pe layanan  pem erin tah  identik  dengan  diskrim inatif, jan g k a  

w aktu  yang lam a, p roses berbelit-belit, sy ara t yang  tid ak  je las, b iaya yang 

m ahal, p rak tik  KKN. Stigm a negatif dari m asy a rak a t ini ju g a  berlaku  sam a 

di sem u a  in s ta n s i pem erin tah  tidak  terkecuali di K abupaten  K aranganyar. 

U n tuk  itu  perlu  dikikis dengan  b u d ay a  pelayanan  p rim a  yang te ru s  

d itingka tkan  dengan  cara  m em berikan  p e la tih a n /d ik la t bagi pe tugas 

layanan  yang ad a  di u n it  pe layanan  publik .

Pengaduan Masyarakat. Terkait dengan  P engaduan  M asyarakat di 

K abupaten  K aranganyar te lah  d ilakukan  dengan m en g g u n ak an  aplikasi E- 

Lapor yang te rh u b u n g  dengan  K em enterian PAN RB sem en ta ra  p a d a  level 

k ab u p a ten  te lah  m em iliki aplikasi Sistem  Inform asi P enam pungan  

A spirasi M asyarakat (SAPAMAS) sejak  ta h u n  2015. SAPAMAS 

m en g g u n ak an  d u a  kanal, yaitu  m elalui sm s center 08112629999  dan  

m elalui aplikasi. P ada  saa t ini p en gaduan  pub lik  te lah  d ikem bangkan  

m elalui k an a l-k an a l m edia  sosial ya itu  facebook, twitter, instagram, 

whatsapp, dan  youtube. SAPAMAS te lah  d im an faa tk an  sebagai m edia 

p en g ad u an  yang te rin teg rasi yaitu  setiap  a d u a n  yang m a su k  langsung  

d ite ru sk an  ke Perangkat D aerah  yang b e rsan g k u tan , sem en ta ra  u n tu k  

p en g ad u an  yang ke A parat Penegak H ukum  pem erin tah  K abupaten  

K aranganyar te lah  m em iliki k e rjasam a (MoU) dengan  K ejaksaan  dan  

Kepolisian u n tu k  p en g ad u an  m asy a rak a t yang berind ikasi ko rupsi a tau
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Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Untuk mengukur tingkat 
kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan 
kualitas penyelenggaraan pelayanan publik perlu parameter /pengukuran 
dalam bentuk Survey Kepuasan Masyarakat. Survey Kepuasan 
Masyarakat di Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2020 sudah. 
berjalan, semua UPP sudah melaksanakan survey baik yang dilaksanakan 
secara mandiri maupun oleh pihak ketiga. Sehingga belum ada data base 
nilai Indeks Kepuasan Masyarakat {IKM) Kabupaten Karanganyar. 
Selanjutnya ke depan nilai IKM menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) 
seluruh Kepala Perangkat Daerah yang wajib dipem .. rhi. Sehingga mau 
tidak mau, semua OPD harus melaksanakan Survey Kepuasan 
Masyarakat dengan target yang telah ditentukan pada Renstra masing­ 
masing. 

Pemanfaatan teknologi informasi. Pelayanan publik yang dimaksud 
dalam konteks ini adalah pelayanan yang cliberikan berclasarkan 
kewenangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar terhadap masyarakat. 

Bentuk-bentuk pelayanan publik diantaranya pemberian izin usaha, 
pelayanan pendidikan, pelayanan administrasi kependudukan dan 
pelayanan kesehatan. 

Sumber: Dinkominfo, 2020. 

Jumlah Pengaduan Jumlah Pengaduan Rasio 
Penanganan No Tahun Masyarakat yang Ditangani (%\ 

Sapamas e-Lanor Jumlah Sapamas e-Lapor Uumlah 
L. 2016 290 - 290 267 - 267 92,07 
2. 2017 72 286 358 57 201 258 72,07 
3. 2018 24 304 328 5 233 238 72,56 
4. 2019 1 75 76 1 71 72 94,74 
5. Jumlah 387 665 1052 330 505 835 79,37 

Rerata 77,4 166,25 263 66 126,25 208,75 82,86 

kerugian daerah yaitu dengan Memorandum of Understanding (MoU) 
Nomor 76 Tahun 2016, tanggal 21 Desember 2016 dan untuk aduan yang 
langsung masuk ke Inspektorat langsung ditangani dengan membentuk 
Tim khusus. 

Kanal pengaduan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai wadah 
interaksi dengan masyarakat, berupa e-Lapor dan SapaMas. Berdasarkan 
data yang diinventarisir sejak tahun 2016-2019 jumlah pengaduan yang 
diterima dari masyarakat cenderung bertambah, namun masih fluktuatif. 

Tabel 2.18. 
Pengaduan Masyarakat dan Penanganannya 
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kerug lan  d aerah  yaitu  dengan  Memorandum o f Understanding (MoU) 

Nomor 76 T ah u n  2016, tanggal 21 D esem ber 2016 dan  u n tu k  a d u an  yang 

langsung  m a su k  ke In spek to ra t langsung  d itangan i dengan  m em b en tu k  

Tim k h u su s .

K anal p en g ad u an  Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar sebagai w adah  

in te rak si dengan  m asy arak a t, b e ru p a  e-Lapor d an  SapaM as. B erd asa rk an  

d a ta  yang  d iinven tarisir sejak  ta h u n  2016-2019  ju m la h  p en g ad u an  yang 

d iterim a dari m asy a rak a t cenderung  b ertam bah , n a m u n  m asih  fluktuatif.

Tabel 2.18.
P engaduan  M asyarakat dan  P en an g an an n y a

No T ahun
J u m la h  P engaduan  

M asyarakat
Ju m lah  P engaduan  

yang D itangani

Rasio
P enanganan

(%)
Sapamas e-Lapor Jumlah Sapamas e-Lapor Jumlah

1. 2016 290 - 290 267 - 267 92,07

2. 2017 72 286 358 57 201 258 72,07

3. 2018 24 304 328 5 233 238 72,56

4. 2019 1 75 76 1 71 72 94,74

5. Ju m la h 387 565 1052 330 505 835 79,37

R erata 77,4 166,25 263 66 126,25 208,75 82,86
Sumber: Dinkominfo, 2020.

Penilaian  k e p u asa n  te rh ad ap  pelayanan . U n tuk  m en g u k u r tingka t 

k e p u asa n  m asy a rak a t sebagai pengguna lay an an  d an  m en in g k a tk an  

k u a lita s  penyelenggaraan  pe layanan  publik  perlu  p a ra m e te r /p e n g u k u ra n  

dalam  b e n tu k  Survey K epuasan  M asyarakat. Survey K epuasan  

M asyarakat di K abupaten  K aranganyar sam pai dengan  ta h u n  2020 su d ah  

berja lan , sem u a  UPP su d ah  m e lak san ak an  survey ba ik  yang d ilak san ak an  

secara  m and iri m a u p u n  oleh p ihak  ketiga. Sehingga belum  a d a  data base 

nilai Indeks K epuasan  M asyarakat (IKM) K abupaten  K aranganyar. 

S e lan ju tnya  ke depan  nilai IKM m enjadi Ind ikato r K inerja U tam a (IKU) 

se lu ru h  Kepala P erangkat D aerali yang wajib d ipenuh i. Sehingga m au  

tidak  m au , sem u a  OPD h a ru s  m e lak san ak an  Survey K epuasan  

M asyarakat dengan  ta rge t yang telah  d iten tu k an  p ad a  R en stra  m asing- 

m asing.

P em anfaatan  teknologi inform asi. Pelayanan pub lik  yang d im aksud  

dalam  k o n teks ini ad a lah  pelayanan  yang d iberikan  b e rd asa rk an  

kew enangan P em erin tah  K abupaten  K aranganyar te rh ad ap  m asyaraka t. 

B en tu k -b en tu k  pelayanan  publik  d ian ta ran y a  pem berian  izin u sa h a , 

pe layanan  pendid ikan , pe layanan  adm in istrasi k e p en d u d u k an  dan  

pelayanan  keseh a tan .
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Permasalahan birokrasi di lingkungan · Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar, sebagai berikut: 
1. Manaj emen Peru bahan 

Permasalahan pada area ini di Kabupaten Karanganyar diuraikan 
sebagai berikut: 

> Belum optimalnya manajemen kinerja sebagai budaya 
birokrasi 

» Belum terencana dan terintegrasi secara optimal roadmap RB 
kedalam dokumen perencanaan pembangunan. 

> Belum optimalnya kelompok buclaya kerja dan agen 
perubahan. 

> Belum optimalnya kelembagaan dan peran Tim RB dalam 
internalisasi nilai/ aspek perubahan dalam RB. 

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 
Permasalahan pada area ini di Kabupaten Karanganyar diuraikan 
sebagai berikut: 
» Belurn optimalnya pemetaan dan harmonisasi terhadap 

pengendalian peraturan perundang-undangan berupa 
Regulatory Impact Assentment (RIA). 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 
Permasalahan pada area ini di Kabupaten Karanganyar diuraikan 
sebagai berikut: 
> Belum optimalnya pembentukan kelembagaan yang miskin 

struktur dan kaya fungsi. 
4. Penataan Tata Laksana 

Permasalahan pada area ini di Kabupaten Karanganyar diuraikan 
sebagai berikut: 
> Belurn optimalnya integrasi sistem informasi (E-Government) 

yang ada di perangkat daerah. 
> Belum optimalnya implementasi terkait keterbukaan informasi 

publik. 
};> Belum semua perangkat daerah melakukan uji konsekuensi 

atas informasi publik yang dikecualikan. 

B. PERMASALAHAN BIROKRASI DI KARANGANYAR 
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B. PERMASALAHAN BIROKRASI DI KARANGANYAR
P erm asa lah an  b irokrasi di lingkungan  P em erin tah  K abupaten  

K aranganyar, sebagai berikut:

1. M anajem en P e ru b ah an

P erm asa lah an  p ad a  a rea  ini di K abupaten  K aranganyar d iu ra ik an  

sebagai berikut:

> Belum  optim alnya m anajem en  k inerja  sebagai bud ay a

b irokrasi

> Belum  te ren can a  dan  te rin teg rasi secara  optim al roadm ap  RB 

kedalam  dokum en p e ren can aan  p em b an g u n an .

> Belum  optim alnya kelom pok b u d ay a  kerja  d an  agen

p e ru b ah an .

v Belum  optim alnya kelem bagaan d an  p e ran  Tim RB dalam  

in te rn a lisa si n ila i/ aspek  p e ru b a h an  dalam  RB.

2. P en a taan  P e ra tu ran  P eru n d an g -u n d an g an

P erm asa lah an  p a d a  a rea  ini di K abupaten  K aranganyar d iu ra ik an

sebagai berikut:

> Belum  optim alnya pem etaan  dan  h arm o n isasi te rh ad ap

pengendalian  p e ra tu ra n  p e ru n d an g -u n d an g an  b e ru p a

Regulatory Impact Assentment (RIA).

3. P en a taan  d an  P enguatan  O rganisasi

P erm asa lah an  p ad a  a rea  ini di K abupaten  K aranganyar d iu ra ikan

sebagai berikut:

> Belum  optim alnya p em b en tu k an  kelem bagaan  yang m iskin  

s tru k tu r  dan  kaya  fungsi.

4. P en a taan  T a ta  L aksana

P erm asa lah an  p a d a  a rea  ini di K abupaten  K aranganyar d iu ra ik an

sebagai berikut:

> Belum  optim alnya in tegrasi sistem  inform asi (E-Government) 

yang ad a  di pe ran g k at daerah .

> Belum  optim alnya im plem entasi te rk a it k e te rb u k aa n  inform asi 

publik .

> Belum  sem u a  p eran g k at d aerah  m e lak u k an  uji k o n sek u en si 

a ta s  inform asi pub lik  yang d ikecualikan.

PETA JALAN [ROADMAP] REFORMASI BIROKRASI
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kepentingan belum dilaksanakan, 

:> Belum optimalnya penerapan SPIP dan peningkatan 
kapabilitas APIP pada tingkat daerah dan perangkat daerah. 

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 
Permasalahan pada area ini di Kabupaten Karanganyar diuraikan 
sebagai berikut: 
> Belum optimalnya pelaksanaan Reviu dokumen perencanaan 

pembangunan. 
> Belum terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran, 

monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja manajemen 
pemerintahan. 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
Permasalahan pada area ini di Kabupaten Karanganyar diuraikan 
sebagai berikut: 
> Belum seluruh unit pelayanan publik menerapkan standar 

pelayanan publik seba.gaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga 
belum terwujud peiayanan yang rrrudah , murah dan cepat di 
seluruh unit pelayanan publik. 

> Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik yang 
inovatif. 

benturan 

5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur 
Permasalahan pada area ini di Kabupaten Karanganyar diuraikan 
sebagai berikut: 

>-- Penempatan PNS dalam jabatan belum seluruhnya didasarkan 
pada kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. 

:;.. Belum semua pejabat menyusun Penetapan Perjanjian Kinerja 
Individu yang sejalan dengan kinerja organisasi. 

:;.. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum didasarkan pada 
kinerja individu dan organisasi. 

> Pendidikan dan pelatihan belum direncanakan secara 
berjenjang/ komprehensif dan sesuai kebutuhan organisasi. 

6. Penguatan Pengawasan. 
Permasalahan pada area ini di Kabupaten Karanganyar diuraikan 
sebagai berikut: 
> Belum optimalnya kepatuhan terhadap pelaporan pengelolaan 

sistem penanganan gratifikasi. 
Whistleblowing System dan · penanganan 
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5. Penataan sistem manajemen 3DM aparatur
P erm asa lah an  p ad a  a rea  ini di K abupaten  K aranganyar d iu ra ik an  

sebagai berikut:

> P enem patan  PNS dalam  ja b a ta n  belum  se lu ru h n y a  d id asa rk an  

p ad a  kom petensi ja b a ta n  yang d ip ersyara tkan .

> Belum  sem u a  p e jabat m en y u su n  P ene tapan  P erjan jian  K inerja 

Individu yang seja lan  dengan  k inerja  organisasi.

> T am bahan  P enghasilan  Pegawai (TPP) belum  d id asa rk an  p ad a  

k inerja  individu d an  organisasi.

> Pendid ikan  dan  p e la tihan  belum  d iren can ak an  secara  

be rjen jan g / kom prehensif dan  sesua i k e b u tu h a n  organisasi.

6. P eng u a tan  Pengawasan.

P e rm asa lah an  p ad a  a rea  ini di K abupaten  K aranganyar d iu ra ik an  

sebagai berikut:

> Belum  optim alnya k ep a tu h an  te rh ad ap  pe lapo ran  pengelolaan 

sistem  p en an g an an  gratifikasi.

> Whistleblowing System  d an  p en an g an an  b e n tu ra n

kepen tingan  belum  d ilaksanakan .

> Belum  optim alnya p en erap an  SPIP d an  p en in g k a tan  

kapab ilitas  APIP p ad a  tingka t d aerah  d an  p e ran g k a t daerah .

7. P eng u a tan  A kuntab ilitas Kinerja

P e rm asa lah an  p ad a  a rea  ini di K abupaten  K aranganyar d iu ra ik an  

sebagai berikut:

> Belum  optim alnya p e lak san aan  Reviu dokum en p e ren can aan  

pem bangunan .

> Belum  terin teg rasinya  sistem  p e ren can aan , penganggaran , 

m onitoring evaluasi d an  pelapo ran  k inerja  m anajem en  

pem erin tahan .

8. P en ingkatan  K ualitas Pelayanan Publik

P erm asa lah an  p ad a  a rea  ini di K abupaten  K aranganyar d iu ra ik an  

sebagai berikut:

> Belum  se lu ru h  u n it pe layanan  pub lik  m en erap k an  s tan d a r 

p e layanan  p ub lik  sebagaim ana d ia tu r da lam  U ndang-U ndang 

Nomor 25 T ah u n  2009 ten tan g  P elayanan  Publik, sehingga 

belum  terw ujud  pe iayanan  yang m u d ah , m u ra h  dan  cepat di 

se lu ru h  u n it pe layanan  publik.

> Belum  optim alnya p e lak san aan  p e layanan  pub lik  yang 

inovatif.
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Visi adalah gambaran dan arah pembangunan yang ingin dicapai 
oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karanganyar dalam 5 
(lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023. Visi 
tersebut adalah "Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar". 

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang, (2) bersama, (3) 
memajukan, (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep 
dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD 
Kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk 
merumuskan indikasi keberhasilan pencapian visi daerah, dan menjadi 
pegangan stakeholder terkait, untuk merumuskan nya kedalam rencana 
kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur 
visi dan indikasi pencapaiannya. 
1. Berjuang 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata 
"Berjuang" sebagai berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha 
penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks Kabupaten 
Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan 
berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah, 
(ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan, serta (iii) 
memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun Kabupaten 
Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi amanat Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 258 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pengesahan 

Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehen sif Indonesia-Australia, 
yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan 
pemerataan pendapatan rnasyarakat, kesempatan kerja, lapangan 
kerja, kesempatan beru saha, meningkatkan akses dan kualitas 
pelayanan pu blik dan daya saing daerah. 

2. Bersama 
Kata "Bersama" dalam konteks teori governance dapat dimaknai 

sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan 
pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. 
Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling 

berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku 

A. VISI 
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A. VISI

Visi ad a lah  gam b aran  dan  a rah  p em b an g u n an  yang  ingin dicapai 

oleh B upati dan  Wakil B upati terpilih  K abupaten  K aranganyar dalam  5 

(lima) ta h u n  m en d a tan g  u n tu k  periode RPJMD T ah u n  2018-2023 . Visi 

te rseb u t ad a lah  “B erjuang B ersam a M em ajukan K aranganyar”.

K ata-kata  k unc i dari visi ini adalah : (1) berjuang , (2) b ersam a, (3) 

m em ajukan , (4) K aranganyar. Penjelasan  u n s u r  visi m en g g u n ak an  konsep 

dari B upati terpilih  2018-2023 dan  ru ju k a n  p a d a  konsep  u ta m a  RPJPD 

K abupaten  K aranganyar 2005-2025. Penjelasan  u n s u r  visi b e rg u n a  u n tu k  

m e ru m u sk a n  ind ikasi k eb erhasilan  p en cap ian  visi d aerah , dan  m enjadi 

pegangan s takeho lder te rkait, u n tu k  m eru m u sk an  n y a  kedalam  ren can a  

kerja  p em b an g u n an  sektoral dan  kew ilayahan. B eriku t p en je lasan  u n s u r  

visi dan  ind ikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

K am us B esar B ah asa  Indonesia  m en je laskan  m ak n a  k a ta  

“B erjuang” sebagai b e ru sa h a  sek u a t tenaga  ten tan g  se su a tu ; b e ru sah a  

p en u h  dengan  k e su k a ra n  dan  bahaya. D alam  k o n teks K abupaten  

K aranganyar bera rti pem erin tah  d aerah  k u ru n  2018-2023  akan  

b e ru sah a : (i) m engoptim alkan  se lu ru h  k ek u a tan , d an  po tensi daerah , 

(ii) m en ak lu k an  segala m acam  tan tan g an  a ta u  h a m b a tan , se r ta  (iii) 

m em an faa tk an  peluang  yang ad a  u n tu k  m em bangun  K abupaten  

K aranganyar. B erjuang u n tu k  m em enuh i a m a n a t U ndang-undang  

Nomor 23 T ah u n  2014 ten tan g  P em erin tahan  D aerah  Pasal 258 

sebaga im ana  te lah  d iubah  beb erap a  kali te rak h ir dengan  U ndang- 

U ndang Nomor 11 T ah u n  2020 ten tan g  C ipta Kerja Pengesahan  

P erse tu ju an  K em itraan Ekonom i K om prehensif Indonesia-A ustralia , 

ya itu  d aerah  m e lak san ak an  p em b an g u n an  u n tu k  p en in g k a tan  dan  

p em era taan  p en d ap a tan  m asyaraka t, k esem p a tan  kerja , lapangan  

kerja, k esem p a tan  b e ru sah a , m en ingkatkan  ak ses  dan  k u a lita s  

p e layanan  pub lik  dan  daya saing daerah .

2. Bersama

K ata “B ersam a” dalam  konteks teori govemance d ap a t d im aknai 

sebagai stra teg i pem erin tah  berkolaborasi dengan  se lu ru h  pem angku  

k epen tingan  u n tu k  m enyelenggarakan p e layanan  publik  dan  

p em en u h an  k ese jah te raan  w arga m asy a rak a tn y a  secara  inklusif. 

Artinya, su a tu  p roses di m an a  sem u a  pem angku  kepen tingan  saling 

b e rin te rak si seca ra  alcuntabel, tra n sp a ran , d an  berin teg ritas. Pem angku
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kepentingan (Stakeholderl disini mencakup: (1) Unsur pemerintah, (2) 

Unsur DPRD, (3) Unsur dunia usaha dan pers (media), (4) Unsur warga, 

baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok 

profesi/asosiasi/forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur 

kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh Kabupaten Karanganyar). 

Praktik governance juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan 

yang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna 

semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi 

kernajuan wilayah yang lebih baik, pada semua tahapan pembangunan, 

rnulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. 
3. Memajulcan 

RPJPD Kabupaten Ka.ranganyar Tahun 2005-2025 menjelaskan 

kata "Maju" sebagai masyarakat Karanganyar yang rnenguasai ilrnu dan 
teknologi, tercerrnin pada semakin berkernbangnya tingkat kesejahteraan 

ekonomi, sosial, dan budaya. 

Merujuk pada rnisi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju 
berrnakna rnenjadi lebih baik dalam hal: 

1. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat. 

2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau 

atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus. 

3. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada 

ekonomi kerakyatan bertambah kuat, perturnbuhan wirausahawan 

rnandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, 

UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per 

kapita rneningkat, daya beli rnasyarakat rneningkat; 
4. Desa rnenjadi pusat perturnbuhan, rnenjadi pusat kemajuan yang 

menjadi daya tarik daerah. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas 

lancar. Internet dan teknologi informasi rnerata di semua desa sebagai 

pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan 

pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal. 

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling 

bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam 

keberagaman, Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa, 

peran pemerintah yang mengatur, menata atau rnemfasilitasi serta 

melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini 

kemajuan di bidang pernerintahan juga menjadi harapan dari semua 

pihak di Kabupaten Karanganyar. Mernajukan juga ber sifat aktif, 

diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif 

demi kemajuan Karanganyar. Peran serta masyarakat dapat dilihat dari 
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kepentingan (St&k.6holG.6V) disini m encakup: (1) U n su r pem erin tah , (2) 
U n su r DPRD, (3) U n su r d u n ia  u s a h a  dan  pers (media), (4) U n su r w arga, 

ba ik  dari u n s u r  kelom pok sek toral ya itu  (kelompok 

p ro fe s i/a so s ia s i/fo ru m /lem b ag a  m asy arak a t, m a u p u n  dari u n s u r  

kew ilayahan (desa-kecam atan  di se lu ru h  K abupaten  K aranganyar). 

P rak tik  govemance ju g a  m em perha tikan  nilai-nilai lokal k em asy a rak a tan  

yang dianggap ba ik  d an  berguna. Konsep “B ersam a” ju g a  b erm ak n a  

sem u a  p ih ak  d ap a t m engam bil p e ran  secara  ak tif d an  positif demi 

k em aju an  w ilayah yang lebih baik, p ad a  sem u a  ta h a p a n  pem ban g u n an , 

m ulai dari p e ren can aan , p e lak san aan , m onitoring d an  evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD K abupaten  K aranganyar T ah u n  2 0 0 5 -2 0 2 5  m en je laskan  

k a ta  “M aju” sebagai m asy a rak a t K aranganyar yang m en guasa i ilm u dan  

teknologi, te rcerm in  p ad a  sem akin  berkem bangnya tingka t k e se jah te raan  

ekonom i, sosial, d an  budaya.

M erujuk p ad a  m isi B upati dan  W akil B upati terp ilih  2018-2023 , Maju 

b e rm ak n a  m enjadi lebih ba ik  dalam  hal:

1. In fra s tru k tu r be rk u a lita s , ram ah  lingkungan, dan  yang d ib u tu h k a n  

oleh m asyaraka t.

2. P elayanan pend id ikan  dan  k e seh a tan  yang lebih baik , lebih te rjangkau  

a ta u  m ura li, b a h k an  gratis dengan sy ara t dan  k e te n tu an  k h u su s .

3. K ehidupan ekonom i m asy a rak a t K aranganyar b e rtu m p u  p ad a  

ekonom i kerak y a tan  bertam b ah  k u a t, p e rtu m b u h a n  w irau sah aw an  

m and iri yang m am pu  m enyerap tenaga  kerja  lokal lebih banyak , 

UMKM tu m b u h  k u a t, pengangguran  b erku rang , p e n d ap a ta n  per 

k a p ita  m eningkat, daya beli m asy arak a t m eningkat;

4. D esa m enjadi p u sa t p e rtu m b u h an , m enjadi p u s a t k em aju an  yang 

m enjadi daya ta rik  daerah . In fra s tru k tu r kon ek sitas  d an  aksesib ilitas 

lancar. In te rn e t dan  teknologi inform asi m era ta  di sem u a  desa  sebagai 

p en d u k u n g  p roduk tiv itas  ekonom i, pe layanan  publik , p e lesta rian  dan  

p em asy a rak a tan  nilai-nilai budaya  lokal.

Kondisi m asy a rak a t yang am an , ten te ram , saling m enghorm ati, saling 

bergotong royong m em bangun  k ese jah te raan  b e rsam a  dalam  

keberagam an. K em ajuan m asy a rak a t tidak  m ungk in  te rw ujud  tan p a , 

p e ran  pem erin tah  yang m engatu r, m en a ta  a ta u  m em fasilitasi se rta  

m e lak san ak an n y a  secara  tegas dan  te ra rah . M em perhatikan  h a l ini 

k em a ju an  di b idang  p em erin tah an  ju g a  m enjadi h a ra p a n  dari sem u a  

p ih ak  di K abupaten  K aranganyar. M em ajukan ju g a  bersifa t aktif, 

d ih a rap k an  sem u a  p ih ak  d a p a t m engam bil p e ran  seca ra  ak tif d an  positif 

dem i k em aju an  K aranganyar. Peran se rta  m asy a rak a t d a p a t d ilihat dari
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Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang 
telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena 
sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati clan Wakil Bupati 
terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut. 
a. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh 

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting 
dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur 
diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan 
pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan 
memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup 
serta tata ruang. 

b. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 
Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui 

satu pendekatan saja karena permasalahan masing-masing aspek 
kehidupan sangat komplek. · Pernberdayaan masyarakat dalam bidang 
perekonomian yang baik, tidak cukup hanya dengan pemberian modal 
tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat 

B. MISI 

berbagai peran, mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi 
kemajuan dan kebaikan Karanganyar. 

Jadi unsur "maju' mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur, (2) 
Maju di bidang ekonomi, (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia, (4) 
Maju di Pembangunan Desa, (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan 
dan kemasyarakatan yang harmonis, tenteram, dan partisipatif. MAJU 
dijadikan tagline sebagai akronim: 
• M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi 

man tap; 
• A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan 

aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun 
Karanganyar; 
J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung 
tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan, 

• U sebagai Unggul, artinya pemerintah daerah dan masyarakat berdaya 
saing tinggi. 

4. Karanganyar 

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 
17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup di 
dalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua 
penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar. 
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berbagai peran, mulai perencanaan, p e lak san aan  m a u p u n  evaluasi demi 

k em aju an  dan  kebaikan  K a rang  anyar.

J a d i u n s u r  “m a ju ’ m encakup: (1) M aju di b idang in fra s tru k tu r, (2) 

M aju di b idang  ekonom i, (3) M aju di K ualitas S um ber D aya M anusia, (4) 

M aju di P em bangunan  Desa, (5) M aju dalam  ta ta  kelola p em erin tah an  

d an  k em asy a rak a tan  yang harm onis, ten te ram , d an  partisipatif. MAJU 

dijad ikan  tagline sebagai akronim :

• M sebagai M antap, a rtinya  In fra s tru k tu r w ilayah K aranganyar kondisi 

m an tap ;

■ A sebagai Aspiratif, a rtinya  pem erin tah  te rb u k a  m endengarkan  

a sp iras i m asy a rak a t dan  stakeholder lain u n tu k  b e rsam a  m em bangun  

K aranganyar;

■ J  sebagai J u ju r ,  a rtin y a  pem erin tah  dan  m asy a rak a t m en jun jung  

tinggi k e ju ju ran  dalam  k a ta  dan  tindakan .

■ U sebagai Unggul, a rtin y a  pem erin tah  d aerah  dan  m asy a rak a t berdaya 

saing  tinggi.

4. Karanganyar

K aranganyar ad a lah  w ilayah K abupaten  K aranganyar yang m eliputi 

17 k ecam atan , 15 k e lu rah an , 162 desa, se r ta  p e n d u d u k  yang h idup  di 

dalam nya. K ebaikan d an  kem aju an  h a ru s  d ira sak an  oleh sem ua 

p e n d u d u k  dan  sem u a  w ilayah di K abupaten  K aranganyar.

B. MISI

Misi adalah  u p ay a  yang d ilakukan  u n tu k  m ew ujudkan  visi yang 

te lah  d ite tapkan . P ernya taan  m isi h a ru s  d isam paikan  seca ra  je la s  k a ren a  

sebagai a ra h a n  dalam  m elak san ak an  visi. Misi B upati d an  Wakil B upati 

terpilih  periode 2018-2023  adalah  sebagai beriku t.

a. P em bangunan  In fra s tru k tu r M enyeluruh

P em ban g u n an  fisik dan  in fra s tru k tu r yang m em iliki p e ran  penting  

dalam  m en d u k u n g  pem b an g u n an  lainnya. P em ban g u n an  in fra s tru k tu r 

d ia rah k an  p a d a  sa ra n a  d an  p ra sa ra n a  u n tu k  m en ingkatkan  

p e rtu m b u h a n  d an  ke lan caran  roda  perekonom ian  dengan  

m em p erh a tik an  asp ek  kese im bangan  dan  k e lesta rian  lingkungan  h idup  

se rta  ta ta  ruang .

b. Pem berdayaan  Perekonom ian R akyat

P em berdayaan  m asy a rak a t tidak  d ap a t d ilak u k an  h an y a  m elalui 

sa tu  p en d ek a tan  sa ja  k a re n a  p e rm asa lah an  m asing-m asing  aspek  

k eh id u p an  san g a t kom plek. P em berdayaan  m asy a rak a t dalam  b idang 

perekonom ian  yang baik, tid ak  cu kup  h an y a  dengan  pem berian  m odal 

te tap i ju g a  perlu  ad an y a  p en g u a tan  kelem bagaan ekonom i m asy a rak a t
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clan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi 
atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa 
menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan 
yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalarri memberdayakan 
perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha 
menengah dan usaha besar, terutama pada sektor intan pari (lndustri 
pertanian dan pariwisata) sangat diperlukan. Pemberdayaan 
perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan 
memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi 
rakyat yang kokoh, modem dan efisien (berdaulat di bidang politik, 
berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di biclang budaya). 

c. Penclidikan Gratis SD/ SMP dan Kesehatan Gratis 
Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak 

menclapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar 
bagi masyarakat, Pemerintah memberikan hak pada setiap warganya 
untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat 
warga wajib belajar, dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran 
yang ada guna memberikan pendidikan yang murah, Peningkatan 
sarana prasarana pendidikan menjadi faktor dalam peningkatan kualitas 
pendidikan. Perwujudan masyarakat yang sehat menjadi perhatian 
dalarn misi ini. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, 
maka pemerintah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana 
kesehatan yang baik serta memadai. 

d. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan 
Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, selayaknya 

mendapat perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. 
Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya 
sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan 
persatuan kehidupan masyarakat. 

e. Peningkatan I<ualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan 
Perempuan, Pernuda dan Olahraga 

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan 
dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. 
Perbeclaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan 
menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. 
Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan 
berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga clan generasi 
penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan 
dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga 
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d an  p en g u a tan  posisi taw arnya. P em berdayaan  dalam  bidang  ekonom i 

a ta u  p en g u a tan  ekonom i rakya t perlu  d ilak u k an  seca ra  elegan tan p a  

m en g h am b at a ta u  m end isk rim inasikan  a n ta ra  ekonom i yang k u a t dan  

yang lem ah. U n tuk  itu  p eran  pem erin tah  dalam  m em berdayakan  

perekonom ian  m asy a rak a t m elalui u s a h a  m ikro, u s a h a  kecil, u s a h a  

m enengah  dan  u s a h a  besar, te ru ta m a  p a d a  sek tor in ta n  pari (Industri 

p e rtan ian  dan  pariw isata) san g a t d iperlukan . P em berdayaan  

perekonom ian  m asy a rak a t yang digarap seca ra  seriu s  akan  

m em perlancar p roses p en g u a tan  ekonom i rak y a t m en u ju  ekonom i 

rak y a t yang kokoh, modem  d an  efisien (berdau lat di b idang politik, 

berd ikari di b idang  ekonom i, berkepribad ian  di b idang budaya).

c. P endid ikan  G ratis SD /SM P dan  K esehatan  G ratis

Seperti d iam an a tk an  dalam  UUD 1945 setiap  w arga neg ara  b e rhak  

m en d ap a tk an  pend id ikan , m ak a  dengan ad an y a  keb ijakan  wajib belajar 

bagi m asy arak a t. Pem erin tah  m em berikan  h a k  p a d a  setiap  w arganya 

u n tu k  m engenyam  pendid ikan . K esulitan ekonom i yang m engham bat 

w arga wajib belajar, d a p a t te ra ta si dengan  m engoptim alkan  anggaran  

yang a d a  g u n a  m em berikan  pend id ikan  yang m urali. P en ingkatan  

sa ra n a  p ra sa ra n a  pend id ikan  m enjadi fak tor dalam  p en in g k a tan  k u a lita s  

pend id ikan . P erw ujudan  m asy a rak a t yang  seh a t m enjadi p e rh a tian  

dalam  m isi ini. Setiap orang b e rh ak  m em peroleh pelayanan  k eseh a tan , 

m ak a  pem erin tah  selayaknya m enyediakan  sa ra n a  d an  p ra sa ra n a  

k e se h a tan  yang ba ik  se r ta  m em adai.

d. P em bangunan  D esa sebagai P u sa t P ertu m b u h an

D esa m eru p ak an  p u sa t pem erin tah an  terbaw ah , selayaknya 

m en d ap a t p e rh a tian  k h u su s  baik  p em b an g u n an  fisik m a u p u n  non  fisik. 

Perekonom ian h a ru s  d iberdayakan  m ulai dari desa  dengan  te rsed ian y a  

su m b er daya a p a ra t yang baik, se rta  te rc ip tan y a  k e sa tu a n  dan  

p e rsa tu a n  k eh id u p an  m asyarakat.

e. P en ingkatan  K ualitas K eagam aan, Sosial B udaya, P em berdayaan  

P erem puan , P em uda dan  O lahraga

P erbedaan  keyak inan  tidak  m enjadi penyebab tim bulnya  k e re tak an  

dan  m em u d arn y a  sem angat keh id u p an  k ek e lu arg aan  di m asyaraka t. 

P erbedaan  m eru p ak an  rah m a t yang h a ru s  d isyukuri, ha l ini ak an  

m en u m b u h k an  ra s a  saling h o rm at m enghorm ati a n ta r  sesam a m anusia . 

Terw ujudnya p e rem p u an  Indonesia  yang b e rk u a lita s , m and iri dan  

b erkep ribad ian  san g a t m en d u k u n g  te rb en tu k n y a  k e luarga  d an  generasi 

p en eru s  yang sejah tera . P em berdayaan  p em u d a  san g a t d iperlukan  

dalam  m ew ujudkan  kem and irian  d an  profesionalism e sehingga
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Misi kelirna RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, 

mengandung satu pesan penting dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten 

Karanganyar lirna tahun kedepan, yaitu tentang peningkatan tata kelola 

pernerintahan. Upaya utama · dilakukan melalui langkah reformasi birokrasi 

yang mencakup 8 (delapan] area perubahan), rneliputi: manajemen perubahan, 

penataan peraturan perundang-undangan, penataan clan penguatan 
organisasi, penataan tata laksana, penataan sistern manajemen sumber daya 

manusra aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas 

akuntabilitas kinerja, peningkatan kuaiitas pelayanan publik. 

mendorong berkembangnya pemuda pclaku pembangurian yang handal, 

mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional. 

Pemberdayaan olahraga sebagai upaya menciptakan budaya 
berolahraga memerlukan pengelolaan dan penataan sernua aspek, yang 

rnencakup olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. 

Peningkatan kualitas keagarnaan, sosial budaya, pernuda dan 

olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan 

sernangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang 

kokoh, aktif, unggul dan produktif. 

Peningkatan reformasi birokrasi dalam rangka penyelenggaraan 

good governance melalui peningkatan akuntabilitas dan kapasitas 

organisasi, peningkatan pelayanan publik, dan pernerintahan yang 

bersih dan bebas KKN. Pelaksanaan dan penataan organisasi, e­ 

govemment, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan pengawasan 

pernbangunan. Penguatan akuntabilitas kinerja dengan meningkatkan 

kinerja pemerintah dan akuntabilitas instansi. 
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m endorong berkem bangnya p em uda  pelaku pem bangunan yang handal, 

m am pu  bersaing  di tingka t regional, nasional, d an  in te rnasional.

P em berdayaan  o lahraga sebagai u p ay a  m en c ip tak an  bu d ay a  

b ero lah raga  m em erlukan  pengelolaan dan  p e n a taa n  sem u a  aspek , yang 

m en cak u p  o lahraga pendid ikan , o lahraga k reasi d an  o lah raga  p restasi.

P en ingkatan  k u a lita s  keagam aan , sosial budaya, p em u d a  dan  

o lah raga  h a ru s  d im ulai dari tingkat desa, seh ingga d ap a t m ew ujudkan  

sem angat kekeluargaan , p e rsa tu an , k e sa tu a n  se rta  m asy a rak a t yang 

kokoh, aktif, unggu l dan  produktif.

P en ingkatan  reform asi b irokrasi dalam  ran g k a  penyelenggaraan  

good. governance m elalui pen in g k a tan  ak u n tab ilita s  dan  k ap as ita s  

organisasi, pen in g k a tan  pe layanan  publik , d an  p em erin tah an  yang 

b ers ih  d an  b eb as  KKN. P e lak san aan  d an  p e n a taa n  o rgan isasi, e- 

govemment, p en in g k a tan  profesionalism e ASN, p en in g k a tan  pengaw asan  

pem b an g u n an . P eng u a tan  ak u n tab ilita s  k in e rja  dengan  m en in g k a tk an  

k inerja  pem erin tah  dan  ak u n tab ilita s  in s tan si.

Misi kelim a RPJMD K abupaten  K aranganyar T ah u n  2018-2023 , 

m engandung  s a tu  p e san  pen ting  dalam  p e lak san aan  p em b an g u n an  K abupaten  

K aranganyar lim a ta h u n  kedepan , ya itu  ten tan g  pen in g k a tan  ta ta  kelola 

pem erin tah an . U paya u ta m a  d ilakukan  m elalui langkah  reform asi b irokrasi 

yang m encakup  8 (delapan) a rea  perubahan), m eliputi: m anajem en  p e ru b ah an , 

p en a taan  p e ra tu ra n  p eru n d an g -u n d an g an , p e n a taa n  d an  p en g u a tan  

organisasi, p e n a ta a n  ta ta  lak san a , p e n a taa n  sistem  m anajem en  sum ber daya 

m an u sia  a p a ra tu r , p en g u a tan  pengaw asan , p en g u a tan  ak u n tab ilita s  

ak u n tab ilita s  kinerja , p en in g k a tan  k u a lita s  pelayanan  publik .
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1. Tujuan, Sasaran, dan Strategi 
Agar tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi tercapai sesuai 

target yang ditetapkan dalam RPJMD dan Road Map Reforrnasi 
Birokrasi, perlu dilakukan intervensi melalui pelaksanaan program 

B. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN RENCANA CAPAIAN REFORMASI 
BIROKRASI 

< 

efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas 
kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang 
semakin baik. 

Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun 
open government dan pemerintahan yang responsif. Open government 
dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, 
partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta 
meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Pelayanan publik 
yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu taqline pelayanan 
yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi 
informasi dengan salah satu bentuk mall pelayanan publik. 

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan 
dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan 
yang alruntabel. Manajemen pembangunan Karanganyar kedepan tidak 
hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil 
(outcome). Untuk itu, perlu dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak 
dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi. 

Pelaksanaan manajemen pemerintahan yang baik . dan 
bersih,membutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung 
dengan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang 
baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik 

terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang clibangun melalui 
kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan inatitu si, mendorong 
birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam quality assurance aparatur. 

A. ARAH REFORMASI BIROKRA,SI TAHUN 2019-2023 
Reformasi birokrasi Kabupaten Karanganyar kedepan ditujukan pada 

tiga dimensi utama, yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, 

BAB IV 
ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KARANGANYAR 

TAHUN 2019-2023 
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BAB IV

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KARAN G ANYAR

TAHUN 2019-2023

A. ARAH REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019-2023

Reform asi b irokrasi K abupaten  K aranganyar ked ep an  d itu ju k an  p ad a  

tiga d im ensi u tam a , ya itu  pelayanan  publik  yang sem akin  d inam is, 

efektivitas dan  efisiensi m anajem en  p em erin tah an , k ap as ita s  

kelem bagaan , se r ta  m anajem en  sum ber daya m a n u s ia  a p a ra tu r  yang 

sem akin  baik.

P elayanan pub lik  yang d inam is d iw ujudkan  dengan  m em bangun  

open govemment d a n  p em erin tah an  yang responsif. Open government 

d ilak u k an  dengan  p e rk u a ta n  k e te rb u k aan  inform asi publik , tra n sp a ran s i, 

p a rtis ip asi pub lik  dalam  penyelenggaraan  p em erin tah an , se rta  

m en ingkatkan  kom un ikasi dan  serap an  asp iras i publik . P elayanan  publik  

yang d inam is, te rb u k a , dan  responsif d iikat dalam  sa tu  tagline p e layanan  

yang m u d ah , m u rah , cepat, se rta  d idukung  inovasi dan  teknologi 

inform asi dengan  sa lah  sa tu  b en tu k  m all pelayanan  publik .

Efektivitas d an  efisiensi m anajem en  p em erin tah an  te rg am barkan  

dalam  proses p e ren can aan , penganggaran , se rta  evaluasi pem b an g u n an  

yang aku n tab el. M anajem en pem b an g u n an  K aranganyar kedepan  tidak  

h an y a  fokus p a d a  kerja  te tap i k inerja, d an  bero rien tasi p a d a  hasil 

(outcome). U n tuk  itu , perlu  d ilakukan  pengaw asan  dalam  prosesnya, sejak 

d im ula inya  proses p e ren can aan , im plem entasi h ingga evaluasi.

P e lak san aan  m anajem en  p em erin tah an  yang baik  dan  

b e rs ih ,m em b u tu h k an  ke lem b ag aan /o rg an isas i yang tep a t dan  d idukung  

dengan  p e n a taa n  sistem  m anajem en  sum ber daya m a n u s ia  a p a ra tu r  yang 

baik. M anajem en sum ber daya m an u sia  a p a ra tu r  yang baik 

te re jaw an tah k an  dalam  b en tu k  in tegritas a p a ra tu r  yang d ibangun  m elalui 

kom petensi d an  e tika  m en u ju  in tegritas pribad i dan  in s titu s i, m endorong 

b irokrasi yang inovatif, d an  dijam in dalam  guality assurance ap a ra tu r .

B. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN RENCANA CAPAIAN REFORMASI 

BIROKRASI

1. T u juan , S asa ran , dan  S trategi

Agar tu ju a n  dan  sa sa ran  Reform asi B irokrasi te rcapa i sesuai 

ta rg e t yang d ite tap k an  dalam  RPJMD dan  Road Map Reform asi 

B irokrasi, perlu  d ilakukan  in tervensi m elalui p e la k sa n aa n  program
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penguatan dengan pernerintahan 

a. Pengembangan 
pembangunan 
penguatan 
penganggaran, 
pembangunan 
responsif. 

b. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan 

Efisiensi 
Manajemen 
Pemerintahan 

sistem manajemen 
berbasis kinerja dengan 
proses perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 
daerah secara terpadu dan 

2. Meningkatnya Meningkatkan manajemen pemerintahan 
Efektivitas dan yang bersih dan akuntabel melalui: 

jaringan infraatruktur teknologi infcrmasi, 
pengelolaan sistem informasi pemerintah 
berbasis elektronik (e-government) dan 
meningkatkan kemampuan ASN dalam 
penggunaannya. 

pemerintahanl, memperkuat dengan 

dan 
dalam 
kelola 

b. Meningkatkan pemanfaatan 
perkembangan teknologi informasi 
birokrasi (digitalisasi tata 

a. Meningkatkan pelayanan publik langsung 
kepada masyarakat (direct services) 

dengan memperbesar dampak kinerja dan 
layanan ASN serta membangun 
pernerintahan yang terbuka (open 

government) dengan perkuatan 
keterbukaan informasi publik, 
transparansi, partisipasi publik dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, serta 
meningkatkan komunikasi dan serapan 
aspirasi pu blik. 

1. Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik. 

Strategi Sa saran 
Mewujudkan 
Tata Ketola 
Pemerintahan 
yang baik dan 
bersih (good 

governance 

and clean 

govemment) 

implementasi kebijakan pengendalian 
intern Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
(SPIP) secara baik, perkuatan kapabilitas 

Tujuan 

-50- 

dan kegiatan prioritas pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi 

Birokrasi. Selanjutnya, setiap kegiatan prioritas dirinci lebih lanjut 

melalui Rencana Aksi sebagaimana tertuang pada lampiran. 

Guna mewujudkan Misi dan Program Kerja, ditetapkan Tujuan 

dan Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar 

sebagaimana . termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Tujuan 

Reformasi Birokrasi ke depan adalah "Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik dan Bersih" (good governance and clean 
government), dengan 3 sasaran yang akan dicapai, melalui strategi 

pacla masing-masing sasaran sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 4.1 
Tujuan, Sasaran dan Strategi Reformasi Birokrasi Kabupaten 

Karariganyar Tahun 2019-2023 

- 5 0 -

dclll kegiatan prioritas pada 8 (delapan) a rea  p e ru b a h a n  Reform asi 

B irokrasi. S elan ju tnya, setiap keg iatan  p rio ritas  dirinci lebih lan ju t 

m elalui R encana Aksi sebagaim ana te rtu an g  p a d a  lam piran .

G una m ew ujudkan  Misi dan  Program  Kerja, d ite tap k an  T u juan  

d an  S asa ran  Reform asi B irokrasi Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar 

sebaga im ana  te rm u a t dalam  RPJMD T ah u n  2018-2023 . T u juan  

Reform asi B irokrasi ke depan  ad a lah  “M ew ujudkan T ata  Kelola 

P em erin tahan  yang Baik dan  B ersih” (good governance and clean 

government), d engan  3 sa sa ran  yang a k an  dicapai, m elalui strateg i 

p a d a  m asing-m asing  sa sa ra n  sebagaim ana tabel berikut:

Tabel 4.1
T ujuan , S a sa ran  dan  Strategi Reform asi B irokrasi K abupaten

K aranganyar T ahun  2019-2023
Tujuan Sasaran Strategi

Mewujudkan 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang baik dan 

bersih (good 

governance 

and clean 

government)

1. Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik.

a. Meningkatkan pelayanan publik langsung 

kepada m asyarakat (direct Services) 
dengan memperbesar dampak kinerja dan 

layanan ASN serta membangun 

pemerintahan yang terbuka (open 

government) dengan perkuatan 

keterbukaan informasi publik, 
transparansi, partisipasi publik dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, serta 

meningkatkan komunikasi dan serapan 

aspirasi publik.

b. Meningkatkan pemanfaatan dan 

perkembangan teknologi informasi dalam 

birokrasi (digitalisasi tata kelola 

pemerintahan), dengan memperkuat 

jaringan infrastruktur teknologi informasi, 
pengelolaan sistem informasi pemerintah 

berbasis elektronik (e-government) dan 

meningkatkan kemam puan ASN dalam 

penggunaannya.

2. Meningkatnya 

Efektivitas dan 
Efisiensi 

Manajemen 

Pemerintahan

Meningkatkan manajemen pemerintahan 

yang bersih dan akuntabel melalui:
a. Pengembangan sistem manajemen 

pembangunan berbasis kinerja dengan 

penguatan proses perencanaan, 

penganggaran, pengendalian dan evaluasi 

pembangunan daerah secara terpadu dan 

responsif.

b. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan dengan penguatan 

implementasi kebijakan pengendalian 

intern Pemerintah Kabupaten Karanganyar 

(SPIP) secara baik, perkuatan kapabilitas
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2. Rencana Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

Karanganyar 

Untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran 

Reformasi Birokrasi, ditetapkan rencana capaian dengan indikator 

dan target sebagaimana Tab el 4.2, sebagai berikut: 

Sumber: RPJMD Kabupaten KaranganyarTahun 2018-2023 

Mewujudkan sistem manajemen sumber daya 
aparatur yang baik dan efisiensi 
kelembagaannya, rnelalui: 
a. Pemetaan, penilaian, dan pengembangan 

kompetensi ASN; pengembangan sistem 
penilaian kinerja, kesejahteraan ASN 
dengan mulai merierapkan sis tern 
remunerasi, penataan ASN; penyusunan 
kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta 
pemetaan nilai jabatan; penerimaan 
pegawai secara transparan dan akuntabel, 
promosi jabatan secara terbuka dengan 
talent scouting (penelusuran bakat), serta 
mutasi ASN dilakukan dengan dasar merit 
sistem secara transparan, obyektif dan 
akuntabel; penegakan disiplin aparatur; 
serta pengembangan jabatan fungsional 
tertentu. 

b. Perbaikan kinerja organisasi menuju 
struktur berbasis kinerja yang tidak hanya 
diukur dari hasil (output) tetapi juga 
dampak (outcome) dan didukung 
perbaikan tata laksana organisasi. 

APIP dari sisi quality assurance dan 
consulting partner, serta pengendalian 
produk hukum dan penegakkan perda 
clengan fasilitasi dan harmonisasi produk 
hukum dan penindakan produk hukum 
daerah. 

aparatur yang 
baik. 

manajemen 
sumber daya 

sis tern 
kelembagaan dan 
efisiensi 

3. Meningkatnya 

Sasaran Strategi 'I'ujuan 
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Tujuan Sasaran Strategi

APIP dari sisi quality assurance dan 

Consulting partner, serta pengendalian 

produk hukum  dan penegakkan perda 

dengan fasilitasi dan harmonisasi produk 
hukum  dan penindakan produk hukum  
daerah.

3. Meningkatnya Mewujudkan sistem manajemen sumber daya
efisiensi aparatur yang baik dan efisiensi
kelembagaan dan kelembagaannya, melalui:
sistem a. Pemetaan, penilaian, dan pengembangan
manajemen kompetensi ASN; pengembangan sistem
sumber daya penilaian kinerja, kesejahteraan ASN
aparatur yang dengan mulai m enerapkan sistem
baik. remunerasi, penataan ASN; penyusunan 

kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta 

pemetaan nilai jabatan; penerimaan 

pegawai secara transparan dan alcuntabel, 

promosi jabatan secara terbuka dengan 
talent scouting (penelusuran bakat), serta 

mutasi ASN dilakukan dengan dasar merit 

sistem secara transparan, obyektif dan 

akuntabel; penegakan disiplin aparatur; 
serta pengembangan jabatan fungsional 

tertentu.
b. Perbaikan kinerja organisasi menuju 

struktur berbasis kinerja yang tidak hanya 

diukur dari hasil (output) tetapi juga 

dampak (outcome) dan didukung 

perbaikan tata laksana organisasi.

Sumber: RPJMD Kabupaten KaranganyarTahun 2018-2023

2. R encana  C apaian  Reform asi B irokrasi P em erin tah  K abupaten  

K aranganyar

U n tu k  m elihat k eberhasilan  p en cap a ian  tu ju a n  dan  sa sa ran  

Reform asi B irokrasi, d ite tap k an  ren can a  cap a ian  dengan  ind ikato r 

dan  ta rge t sebagaim ana Tabel 4 .2 , sebagai berikut:
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Tujuan dan Sasaran Kondisi Awai Target Capaian Kondisi 
Strategis lndikatorsasaran Satuan Akhir 

Urusan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tujuan: I Mewujudkan tata kelola 
pemerin tahan yang baik lndeks Refonnasi Na 60 65 70 75 80 80 

Adrninistrasi 
dan bersih{good Birokrasi na Pemerintahan 
governance and clea,i 
government 
Sasaran - 1: 1) lndeks SPBE lndeks 0 2,04 2,99 3,12 3,25 3,37 3,50 3,50 Kominfo 

Meningkatnya 
!KM Kabupaten % Na 76,67 80,43 81,67 

Adrninistrasi 
Kualitas Pelayanan 2) na 78,23 81,26 81,67 Pemerintahan 
Publik 3) Indek KIP Indek 78,3 79 80 81 82 83 83 Kominfo na 

Sasaran - 2: 
Nilai SAKIP nilai 62,38 85 

Administrasi 
Meningkatnya 4) 57,52 60 65 75 80 85 Pemerintahan 
Efektivitas dan 5) Laporan Keuangan Opini WTP Keuangan Efisiensi Manajemen Pemerintah Daerah WTP WfP WTP WTP WTP WTP WTP 
Pemerintahan 6) Indeks Arsip Indeks 49 67 69 75 79 81 83 83 Kearsipan 

7) Maturitas SPIP Leve! 3 3,02 3,02 3,02 3,03 3,04 3,05 3,05 Pengawasan 
8) Kapabilitas APIP Level 3 3 3,0 3,0 3,10 3,15 3.20 3,20 Pengawasan 
9) Indeks Persepsi lndeks na Na 2,6 2,6 2,65 2,70 2,75 2,75 Pengawasan Anti Korupsi 
10) ZI menuju I 

I WBK/WBBM OPD 0 0 1 1 2 2 2 2 Pengawasan 

Sasaran - 3: 11) Indeks Kepegawaian, 
Meningkatnya profesionalitas lndeks 74,67 76,67 78,67 80,67 82,67 84,67 86,67 86,67 Pendidikan dan 
efisiensi kelembagaan Pegawai (IPP} I ASN Pelatihan 
dan sistem 
manajemen sumber 12) Nilai Kematangan lndeks Na · 35 40 45 50 55 55 Administrasi 
daya aparatur yang Organisasi Daerah na Pemerintahan 
baik. 

Tabel 4.2 
Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 
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T abel 4 .2
U kuran K eberhasilan Reformasi B irokrasi P em erin tah  K abupaten K aranganyar T ahun 2019-2023

Tujuan dan Sasaran  
Strategis Indikatorsa saran Satuan

Kondisi Awal Target Capaian Kondisi
Akhir

Urusan
2017 2018 2019 2 0 2 0 2021 2022 2023

Tujuan:
Mewujudkan tata kelola 
pem erintahan yang baik 
dan b ersih (good 
governance and clean 
govemment

Indeks Reformasi 
Birokrasi na Na 60 6 5 70 75 80 80

Administrasi
Pemerintahan

Sasaran -  1 :
M eningkatnya 
Kualitas Pelayanan  
Publik

1) Indeks SPBE Indeks 0 2,04 2,99 3 ,12 3,25 3,37 3,50 3,50 Kominfo

2) IKM Kabupaten % na Na 76,67 7 8 ,2 3 80,43 81,26 81,67 81,67
Administrasi

Pemerintahan
3) Indek KIP Indek na 78,3 79 80 81 82 83 83 Kominfo

Sasaran -  2:
Meningkatnya 
Efektivitas dan 
Efisiensi Manajemen 
Pem erintahan

4) Nilai SAKIP nilai 57 ,52 62,38 60 65 75 80 85 85
Administrasi
Pemerintahan

5) Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Keuangan

6) Indeks Arsip Indeks 49 67 69 75 79 81 83 83 Kearsipan
7) Maturitas SPIP Level 3 3,02 3,02 3 ,02 3,03 3,04 3,05 3 ,05 Pengawasan
8) Kapabilitas APIP Level 3 3 3,0 3 ,0 3,10 3,15 3.20 3,20 Pengawasan
9) Indeks Persepsi 

Anti Korupsi Indeks na Na 2,6 2 ,6 2,65 2,70 2,75 2,75 Pengawasan

10) ZI menuju  
WBK/WBBM OPD 0 0 1 1 2 2 2 2 Pengawasan

Sasaran -  3  : 
Meningkatnya 
efisiensi kelembagaan

11) Indeks
profesionalitas 
Pegawai (1PP) /  ASN

Indeks 74 ,67 76,67 78,67 8 0 ,6 7 82,67 84,67 86,67 86,67
Kepegawaian, 

Pendidikan dan 
Pelatihan

dan sistem  
m anajem en sum ber 
daya aparatur yang  
baik.

12) Nilai Kematangan 
Organisasi Daerah Indeks na Na • 35 40 45 50 55 55

Administrasi
Pemerintahan
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3. Program dan Kegiatan Prioritas 
a. Program Peningkatan Kualitas pelayanan Publik 

Dalarn rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan 

publik, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pada area pelayanan 

publik dan area tatalaksana. 

1) Area Peningkatan Pelayanan Pu blik 

Area perubahan pelayanan publik merupakan aspek yang 

selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem 

manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong 

peningkatan kualitas pelayanan yang lebih cepat, murah, 

berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta 

menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, 

perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen 

pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan 

profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan 
kualitas pelayana.n. Hasil yang diharapkan pada area pelayanan 

pu blik adalah : 

a. meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan 

dan harapan masyarakat; dan 

b. pelayanan publik yang terintegrasi. 

Yang selengkapnya rencana aksi pada area peningkatan 

pelayanan publik tersaji pada tabel berikut: 
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3. Program dan Kegiatan Prioritas

a. Program  P eningkatan  K ualitas pe layanan  Publik

D alam  ran g k a  m en d u k u n g  pen ingkatan  k u a lita s  pe layanan  

publik , perlu  d ilak u k an  u p ay a-u p ay a  p erb a ik an  p a d a  a rea  pe layanan  

p ub lik  dan  a re a  ta ta lak san a .

1) Area P en ingkatan  Pelayanan Publik

Area p e ru b a h an  pe layanan  publik  m eru p ak an  asp ek  yang 

selalu m enjadi so ro tan  m asyaraka t. P enerapan  sistem  

m anajem en  pelayanan  belum  sep en u h n y a  m am pu  m endorong 

p en in g k a tan  k u a lita s  pelayanan  yang lebih cepat, m u rah , 

b e rk ek u a tan  h u k u m , nyam an, am an , je las , d an  te rjan g k au  se rta  

m enjaga profesionalism e p a ra  p e tugas pelayanan . K arena  itu , 

perlu  d ilak u k an  p en g u a tan  te rh ad ap  sistem  m anajem en  

p e layanan  publik  agar m am pu  m endorong p e ru b a h an  

profesionalism e p a ra  penyedia pelayanan  se r ta  p en in g k a tan  

k u a lita s  pelayanan . Hasil yang d ih a rap k an  p ad a  a rea  pe layanan  

publik  ad a lah  :

a. m en ingkatnya  k u a lita s  pe layanan  publik  sesua i k eb u tu h a n  

dan  h a ra p a n  m asyaraka t; dan

b. pe layanan  pub lik  yang terin tegrasi.

Yang selengkapnya ren can a  aksi p a d a  a rea  pen in g k a tan  

p e layanan  pub lik  tersaji p ad a  tabel berikut:
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2019 2023 d Ar P I 
Tabel 4.3 

K Tah t 'ff kr 'Kb R encana SI e ormasi iro asi a upa en aranganvar un - pa a ea e ayanan 1 

NO. INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET PERANGDA 2019 2020 2021 2022 2023 
1. IKM Indeks 76,67 78,23 80,43 81,26 81,67 Bagian 

Organisasi 
Penilaian Kepuasan Terhadap Perangda 10 41 41 41 41 Bagi an 
Pelayanan Publik Organisasi 

2. Prosentase UPP yang menerapkan SPP Per sen 60 65 70 75 80 Bagi an 
secara lengkap Organisasi 

Pemantauan Pemenuhan Bagi an 
Pelaksanaan Standar Pelayanan UPP 11 20 25 30 41 Organisasi 
Dar. Maklumat Pelavanan Publik 

3. Persentase tindak lanjut pengaduan Persen 100 100 100 100 100 Dinas Kominfo 
a Pembentukan Unit Layanan Dinas Kominfo 

Administrasi Dan Konsultasi UPP - 41 41 41 41 

b. Pengelolaan pengacluan Dinas Kominfo 
oelavanan publik. Perangda 8 16 24 32 40 

·- 
c. Peningkatan Kapasitas Dinas Kominfo 

Pemberi Layanan Untuk Pelatihan 42 41 41 41 41 Mewujudkan Budaya 
Pelavanan Prima 

d. Pembangunan, Dinas Kominfo 
Pengembangan Dan 
Pemanfaatan Teknologi Aplikasi 3 41 41 41 41 
lnformasi Dan Komunikasi 
Dalam Pelavanan Publik 

5. Inovasi yanblik yang masuk TOP 25 Jateng Penghargaan 1 1 1 1 1 Bagi an 
Organisasi 

Fasilitasi/Pendampingan Bagi an pengembangan inovasi Perangda 42 41 41 41 41 Organisasi pelavanan publik. 
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Tabel 4.3
R encana  Aksi Reformasi B irokrasi K abupaten K aranganyar T ahun  2019-2023  pada Area Pelayanan Publik

NO. IMFlTl̂  ATHP FROIATA M SATUAN
TARGET

PERANGDA
2019 2020 2021 2022 2023

1. 1KM
Indeks 76,67 78,23 80 ,43 81,26 81,67

Bagian
Organisasi

Penilaian Kepuasan Terhadap 
Pelayanan Publik Perangda 10 41 41 41 41

Bagian
Organisasi

2. Prosentase UPP yang m enerapkan SPP 
secara lengkap Persen 60 65 70 75 80

Bagian
Organisasi

Pemantauan Pem enuhan  
Pelaksanaan Standar Pela3'anan 
Dan Maklumat Pelayanan Publik

UPP 11 20 25 30 41
Bagian

Organisasi

3. P ersentase tindak lanjut pengaduan Persen 100 100 100 100 100 Dinas Kominfo

a . Pembentukan Unit Layanan 
Administrasi Dan Konsultasi

UPP - 41 41 41 41
D inas Kominfo

b. Pengelolaan pengaduan  
pelayanan publik.

Perangda 8 16 24 32 40
D inas Kominfo

C. Peningkatan Kapasitas 
Pemberi Layanan Untuk  
Mewujudkan Budaya 
Pelayanan Prima

Pelatihan 42 41 41 41 41

D inas Kominfo

d . Pembangunan,
Pengembangan Dan 
Pemanfaatan Teknologi 
Informasi Dan Komunikasi 
Dalam Pelayanan Publik

Aplikasi 3 41 41 41 41

Dinas Kominfo

5. Inovasi yanblik  yang m asuk TOP 25 Jateng
Penghargaan 1 1 1 1 1

Bagian
Organisasi

Fasilitasi/Pendam pingan  
pengembangan inovasi 
pelayanan publik.

Perangda 42 41 41 41 41
Bagian

Organisasi
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2) Area Penataan Tatalaksana 

Pada area tatalaksana, kejelasan proses bisnis/tata kerja di 
instansi pemerintah sering menjadi kendala pcnyelenggaraan 
pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan 
secara cepat, seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti, 
karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini 
mendorong terciptanya perilaku hierarkis dan kurang kreatif 
aparatur. Karena itu, perubahan sistem tatalaksana sangat 
cliperlukan untuk mendorong efisiensi penyelenggaraan 
pernerintahan dan pelayanan serta mengubah mental aparatur. 
Penataan tatalaksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, 
efisien, dan terukur.Hasil yang diharapkan dari area tatalaksana 
adalah sistem tatalaksana yang baik. 

Yang selengkapnya rencana aksi pada Area Penataan 
Tatalaksana tersaji pada tabel berikut: 
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2) Area Penataan Tatalaksana
Pada a rea  ta ta la k sa n a , ke je lasan  p roses b is n is / ta ta  kerja  di 

in s tan s i p em erin tah  sering m enjadi ken d ala  penyelenggaraan  

p em erin tah an . B erbagai ha l yang seh a ru sn y a  d ap a t d ilakukan  

secara  cepat, seringkali h a ru s  berja lan  ta n p a  p roses yang pasti, 

k a ren a  tid ak  te rd a p a t sistem  ta ta la k sa n a  yang  baik. Hal ini 

m endorong te rc ip tanya  perilaku  h ie ra rk is  dan  k u ran g  k rea tif 

a p a ra tu r . K arena itu , p e ru b ah an  sistem  ta ta la k sa n a  sanga t 

d iperlukan  u n tu k  m endorong efisiensi penyelenggaraan  

p em erin tah an  dan  pelayanan  serta  m engubah  m en ta l ap ara tu r. 

P en a taan  ta ta la k sa n a  b e rtu ju an  m en in g k a tk an  efisiensi dan  

efektivitas sistem , proses, d an  p ro sed u r kerja  yang je las, efektif, 

efisien, d an  te ru k u r.H asil yang d ih a rap k an  dari a rea  ta ta la k sa n a  

ad a lah  sistem  ta ta la k sa n a  yang baik.

Yang selengkapnya ren can a  aksi p a d a  Area P en a taan  

T a ta lak san a  tersaji p ad a  tabel berikut:
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Rencana Sl e ormasi iro asi a upaten aranganyar un - pa a ea enataan Tat sana 

NO 
TARGET 

INDIKATOR KEGIATAN SATUAN 2019 202 202 202 202 PERANGDA 
0 1 2 3 

1. Indeks SPBE Indeks 2,99 3,12 3,25 3,37 3,50 Dinas 
Kominfo 

Pengembangan, Penguatan Sistem Dinas 
Dan Infrastruktur E-Government Aplikasi 42 41 41 41 41 Korn info 
Atau Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik; 

2. Nilai KIP Persen 79 80 81 82 83 Dinas 
Kominfo 

Pelaksanaan Keterbukaan Perangda 28 31 34 37 41 Dinas 
Informasi Publik; Kominfo 

3. Persentase Perangda yang Bagi an 
mengimplementasikan Proses Perangda 0 10 10 10 12 Organisasi 
Bisnis 

a. Penyusunan Peta Proses Bisnis Kab 1 1 - . 1 1 1 Bagi an 
Pernda Organisasi 

b. Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangda 41 41 41 41 Bagi an 
Perangda - Organisasi 

c. Pengembangan, penataan, Bagian 
implementasi dan evaluasi Perangda - 41 41 41 41 Organisasi 
Standar Operasional Prosedur 

4. Indeks Kearsipan Per sen 69 75 79 83 85 Dinas 
Arnust 

a. Pembinaan penataan Perangda 10 28 28 28 28 Dinas 
kearsipan. Arpust 

b. Penguatan Sis tern Kearsipan Aplikasi 1 1 1 1 1 Dinas 
Berbasis Teknologi Inforrnasi Arpust 

alak 2019 2023 d Ar P 
Tabel 4.4 

Tah K ·s- kr "Kb 
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Tabel 4.4
R encana  Aksi Reformasi B irokrasi K abupaten K aranganyar T ah u n  2019-2023 p a d a  Area Penataan  T a ta lak san a

NO INDIKATOR KEGIATAN SATUAN
TARGET

2 0 1 9 202
0

2 0 2
1

2 0 2
2

202
3

PERANGDA

1. Indeks SPBE
Indeks 2,99 3,12 3,25 3,37 3,50

D inas
Kominfo

Pengem bangan, Penguatan S istem  
D an Infrastruktur E-G overnm ent 
Atau Sistem  Pem erintahan  
B erbasis Elektronik;

Aplikasi 42 41 41 41 41

D inas
Kominfo

2. Nilai KIP Persen 79 80 81 82 83
D inas
Kominfo

Pelaksanaan K eterbukaan  
Informasi Publik;

Perangda 28 31 3 4 37 41 Dinas
Kominfo

3. P ersen tase  Perangda y a n g  
m engim plem entasikan  P roses  
B isn is

Perangda 0 10 10 10 12
Bagian
Organisasi

a. P enyusunan Peta Proses B isn is  
Pemda

Kab 1 1 - 1 1 1
Bagian
O rganisasi

b. P enyusunan Peta Proses B isn is  
Perangda

Perangda - 41 41 41 41
Bagian
O rganisasi

c. Pengem bangan, penataan , 
im plem entasi dan evaluasi 
Standar O perasional Prosedur

Perangda - 41 41 41 41
Bagian
O rganisasi

4. Indeks K earsipan
Persen 69 75 7 9 83 85

Dinas
Arpust

a. Pembinaan penataan  
kearsipan.

Perangda 10 28 28 28 28
Dinas
Arpust

b. Penguatan Sistem  K earsipan  
Berbasis Teknologi Inform asi

Aplikasi 1 1 1 1 1
Dinas
Arpust
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NO TARGET 
INDIKATOR KEG IATAN SATUAN 2019 202 202 202 202 PERANGDA 

0 1 2 3 
Dan Komunikasi 

I 

5. Persentase sis tern pengelolaan Perangda 23 47 71 90 95 Dinas 
kearsipan yang terintegrasi Arpust 

Pengembangan dan Pengelolaan Jumlah 19 21 23 26 30 Din as 
Aplikasi berbagi pakai aplikasi Korn info 

6 .. Efektifitas pelayanan pengadaan Persen 75 77 79 81 83 Bagia PBJ 
baranz iasa 

a. Penerapan e-procurement Jumlah 140 130 120 110 100 Bagia PBJ 
melalui UKPBJ. pengadaan 

b. Penyempumaan A tau Bagia PBJ 
Penguatan Sis tern Pengadaan Aplikasi 1 1 1 1 1 
Secara Elektronik 
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NO
INDIKATOR KEGIATAN SATUAN

TARGET
PERANGDA2 0 1 9 202

0
2 02

1
202

2
202

3
D an K om unikasi

5. P ersentase sistem  pengelolaan  
kearsipan  y a n g  terintegrasi Perangda 23 47 71 90 95

D in as
Arpust

P engem bangan d an  Pengelolaan  
A plikasi berbagi pakai

Jum lah
aplikasi

19 21 23 26 30
D inas
Kominfo

6.. E fektifitas pelayanan pengadaan  
barang jasa Persen 75 77 79 81 83

Bagia PBJ

a. Penerapan e-procurem ent 
m elalu i UKPBJ.

Jum lah
pengadaan

140 130 120 110 100
Bagia PBJ

b. Penyem purnaan  Atau 
P enguatan S istem  Pengadaan  
Secara E lektronik

Aplikasi 1 1 1 1 1
Bagia PBJ

i
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b. Program Peningkatan Efektifitas clan Efisiensi Manajernen Pemerintahan 
Dalam rangka mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi 

manajemen pemerintahan, dilakukan upaya-upaya perbaikan pada 
area perubahan penataan peraturan perundang-undangan, 
penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan pengawasan. 
1) Area Penataan Peraturan Perundang-undangan 

Permasalahan penataan peraturan perundang-undangan 
yang menjadi faktor penyebab tata kelola pemerintahan belum 
optimal adalah peraturan perundang-undangan yang disharmoni, 
dapat diinterpretasikan berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas 
untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Penataan 
peraturan perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan 
efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Hasil yang diharapkan melalui penataan peraturan 
perundang-undangan adalah terwujudnya penyusunan produk 
hukum yang harmonis dan partisipatif. Untuk mencapai hal 
tersebut, ditetapkan indikator capaian keberhasilan dan kegiatan 
prioritas yang akan dilalrukan dalam 5 tahun ke depan. 

Yang selengkapnya rencana aksi pada Area penataan 
peraturan perundang-undangan tersaji pada tabel berikut: 
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b. Program  Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Manajemen P em erin tahan  

Dalam  ran g k a  m en d u k u n g  p en in g k a tan  efektifitas dan  efisiensi 

m anajem en  p em erin tahan , d ilak u k an  u p ay a-u p ay a  p erb a ik an  p ad a  

a re a  p e ru b a h a n  p en a taan  p e ra tu ra n  p eru n d an g -u n d an g an , 

p en g u a tan  ak u n tab ilita s  k inerja  dan  p en g u a tan  pengaw asan .

1) A rea P en a taan  P e ra tu ran  P eru n d an g -u n d an g an

P erm asa lah an  p en a taan  p e ra tu ra n  p e ru n d an g -u n d an g an  

yang m enjadi faktor penyebab ta ta  kelola p em erin tah an  belum  

optim al ad a lah  p e ra tu ra n  p eru n d an g -u n d an g an  yang d isharm oni, 

d ap a t d iin te rp re tas ik an  berbeda a ta u  sengaja  d ib u a t tid ak  je las  

u n tu k  m em b u k a  kem ungk inan  penyim pangan. P en a taan  

p e ra tu ra n  p e ru n d an g -u n d an g an  b e rtu ju a n  u n tu k  m en in g k a tk an  

efektivitas pengelolaan p e ra tu ra n  p e ru n d an g -u n d an g an  yang 

d ite rb itk an  oleh Pem erin tah  Provinsi Jaw a  Tengah.

H asil yang d ih a rap k an  m elalui p e n a taa n  p e ra tu ra n  

p e ru n d an g -u n d an g an  adalah  te rw ujudnya p e n y u su n a n  p roduk  

h u k u m  yang h arm on is  dan  partisipatif. U n tu k  m encapai ha l 

te rseb u t, d ite tap k an  ind ikato r capa ian  keb erh asilan  d an  keg ia tan  

p rio ritas  yang ak an  d ilakukan  dalam  5 ta h u n  ke depan.

Yang selengkap nya ren can a  aksi p a d a  Area p e n a taa n  

p e ra tu ra n  p e ru n d an g -u n d an g an  tersaji p ad a  tabel beriku t:
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Tabel 4.5 
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabu paten Karanganyar Tahun 2019-2023 

dAr pt p pd d pa a ea ena aan era tu ran erun ang-un angan 
NO INDIKATOR KEG IATAN SA TUAN TARGET PERANGDA 2019 2020 2021 2022 2023 
1. Penyelesaian Perda Persen 100 100 100 100 100 Bagian 

Hukum 
Penyelesaian Penyusunan Perda Perda 15 10 7 7 5 Bagian 

Hukum 

,.., Penyelesaian Perbup Bagian .£.. Persen 100 100 100 100 100 dan SK Bupati Hukum ·- 
a. Penyelesaian Penyusunan Perbup Perbup 50 50 40 40 35 Bagian 

Hukum 
b. Penyelesaian Penyusunan SK Bupati SK 500 500 200 200 100 Bagian 

Bupati Hukum 

3. Revisi produk Hukum Produk 2 2 2 2 2 Bagian 
hukum Hukum 

a. Pengkajian Dan Penilaian Secara Bagian 
Berkala Terhadap Peraturan Daerah Dan Hukum 
Peraturan Kepala Daerah Dengan Tolok Produk Ukur Tidak Bertentangan Dengan hukum 2 2 4 4 5 
Peraturan Perundang-Undangan Yang 
Lebih Tinggi, Kepentingan Umum Dan 
Kesusilaan 

b. Pembangunan Sistem Pengendalian Bagian 
Dalam Penyusunan Produk Hukum Aplikasi 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Hukum 
Daerah. 

4. Persentase penegakan Persen 34 34,50 35 36,5 37 Satpol PP 
Perda 

a. Sidak Ketertiban Umum Operasi 365 400 440 500 570 Satpol PP 
b. Penindakan pelanagaran Produk hukum Persen 100 100 100 100 100 Satpol PP 
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Tabel 4.5
R en ca n a  A k si R efo rm a si B iro k ra si K a b u p a ten  K ara n g a n y a r  T a h u n  2 0 1 9 - 2 0 2 3  
______________p a d a  A rea  P e n a ta a n  P era tu ra n  P e r u n d a n g -u n d a n g a n ______________

NO
INDIKATOR KEGIATAN SATUAN

TARGET
20 1 9 2020 2021 2 0 2 2 2 0 2 3

rL K A J N u U A

1. P enyelesaian  Perda
Persen 100 100 100 100 100

B agian
H ukum

Penyelesaian P en y u su n a n  Perda
Perda 15 10 7 7 5

B agian
H ukum

O P enyelesaian  Perbup  
d a n  SK Bupati

Persen 100 100 100 100 100
B agian
H ukum

a. Penyelesaian  P en yu su n an  Perbup Perbup 50 50 40 40 3 5
B agian
H ukum

b. P enyelesaian P en yu su n an  SK Bupati SK
Bupati

500 500 2 0 0 2 00 100
B agian
H ukum

3. Revisi produk H ukum Produk
hukum

2 2 2 2 2
B agian
H ukum

a. Pengkajian D an  Penilaian Secara.
Berkala Terhadap Peraturan Daerah Dan  
Peraturan K epala Daerah Dengan Tolok 
Ukur Tidak B ertentangan  Dengan  
Peraturan P erundang-U ndangan Yang 
Lebih Tinggi, K epentingan Um um  Dan  
K esusilaan

Produk
hukum

2 2 4 4 5

B agian
H ukum

b. Pem bangunan S istem  Pengendalian  
Dalam P en y u su n a n  Produk Hukum  
Daerah.

Aplikasi 1 1.1 1.2 1.3 1.4
B agian
H ukum

4. P ersentase  penegakan  
Perda

Persen 34 3 4 ,50 3 5 3 6 ,5 3 7
S atp o l PP

a. Sidak K etertiban Um um O perasi 3 65 400 4 4 0 5 00 5 7 0 S atpol PP
b. Penindakan pelanggaran Produk hukum Persen 100 100 100 100 100 S atp o l PP
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2) Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja 
Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja, merupakan gambaran 

kemampuan Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 
berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan 
publik. Akan tctapi seringkali menjadi hal yang dipertanyakan 
masyarakat. Pernerintah dipandang belum mampu menunjukkan 
kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 
menghasilkan outcome (basil yang bermanfaat) bagi masyarakat. 
Karena itu, penerapan sistem akuntabilitas yang dapat 
mendorong birokrasi lebih berkinerja,perlu diperkuat agar kinerja 
yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai sumber­ 
sumber yang telah digunakan. Program yang dibuat oleh 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah. 

Hasil yang diharapkan pada area perubahan akuntabilitas 
kinerja yaitu : 
a. meningkatnya kualitas penerapan sistern perencanaan, 

keuangan dan kinerja secara terintegrasi; 
b. meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja (SAKIP); 

dan 
c. rneningkatnya kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten. 

Indikator capaian keberhasilan peningkatan penerapan 
akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan 
clan pembangunan clan kegiatan prioritas yang akan dilakukan 
5 (lima) tahun ke depan. 

Yang selengkapnya rencana aksi pada Area Penguatan 
Akuntabilitas Kinerja tersaji pac.la tabel berikut: 
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2) Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Area P enguatan  A kuntabilitas Kinerja, m e ru p ak an  gam baran  

k em am p u an  Pem erin tah  u n tu k  m em pertanggung jaw abkan  

berbagai sum ber yang  d iberikan  k ep ad an y a  bagi k em an faa tan  

publik . A kan te tap i seringkah m enjadi h a l yang d ip ertan y ak an  

m asy arak a t. Pem erin tah  d ipandang  belum  m am p u  m en u n ju k k an  

k inerja  m elalui p e lak san aan  keg ia tan -keg ia tan  yang 

m enghasilkan  outcome (hasil yang berm anfaat) bagi m asy arak a t. 

K arena itu , pen erap an  sistem  a k u n tab ilita s  yang dap at 

m endorong b irokrasi lebih berk inerja .perlu  d ip e rk u a t agar k inerja  

yang d ihasilkan  d ap a t d ipertanggungjaw abkan  sesua i sum ber- 

su m b er yang te lah  d igunakan . Program  yang d ib u a t oleh 

P em erin tah  K abupaten  K aranganyar b e r tu ju a n  u n tu k  

m en ingkatkan  k ap as ita s  dan  ak u n tab ilita s  k inerja  in s tan si 

pem erin tah .

Hasil yang d ih arap k an  p ad a  a rea  p e ru b a h an  ak u n tab ilita s  

k inerja  ya itu  :

a. m en ingkatnya  k u a lita s  p en erap an  sistem  p eren can aan , 

k eu an g an  d an  k inerja  secara  terin tegrasi;

b. m en ingkatnya  p en erap an  sistem  m anajem en  k inerja  (SAKIP); 

dan

c. m en ingkatnya  kem and irian  fiskal P em erin tah  K abupaten . 

Ind ikato r capa ian  k eberhasilan  pen in g k a tan  p en erap an

ak u n tab ilita s  k inerja  dalam  penyelenggaraan  p em erin tah an  

dan  p em b an g u n an  dan  keg iatan  p rio ritas yang ak an  d ilakukan  

5 (lima) ta h u n  ke depan.

Yang selengkapnya ren can a  aksi p a d a  Area P enguatan  

A kun tab ilitas K inerja tersaji p ad a  tabel berikut:
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Ki bT 
Tabel 4.6 

Tah 20 9 K t .B" la "Kb Re cana Ak · R f n SI e ormasi iro asi a upa en aranzanvar un 1 -2023 pada Area Penguatan Akunta ilitas neria 
NO. INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET PERANGDA 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Nilai SAKIP 65 65 70 75 80 
a. Verifikasi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Perangda 

Baperlitbang 
dan Target Kineria Perangda 42 41 41 41 41 

b. Pengernbangan Sistcrn SAKIP. Ap1ikasi 1 I 1 1 1 Bagi an 1 Organisasi 
c. Fasilitasi / Pendampingan SAKIP Perangda. Perangda 42 41 41 41 41 j Bagian 

Orzanisasi 
d. Penyelarasan Kebijakan Perencanaan, Penganggaran, Baperlitbang 

Dan Pelaooran Kineria; Aplikasi - - 1 1 1 

e. Sinkronisasi Rencana Strategis Daerah Dan Rencana Perangda 
Baperlitbang 

Stratezis Orzanisasi Perangkat Daerah; 42 41 41 41 41 

f. Sinkronisasi Penyusunan lndikator Kinerja Utama Baperlitbang 
Daerah Dan Orzanisasi Peranzkat Daerah; Perangda 42 41 41 41 41 

g. Sinkronisasi Penyusunan Po hon Kinerja Peja bat Perangda 42 41 41 41 41 Baperlitbang 
Pimpinan Tinazi Sampai Dene:an Pengawas; 

h. Sinkronisasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Pejabat Bagi an 
Pimoinan Tirizai Sampaidenganj'engawas; Perangda 42 41 41 41 41 Organisasi 

1. Penyusunan Data Capaian Kinerja PerTriwulan; Perangda 42 41 41 41 41 Bagi an Adm. 
Pembanullnan 

J. Penyusunan Laporan Kinerja Daerah Dan Organisasi Bagi an Adm. 
Peranzkat Daerah Secara Terbuka; Perangda 42 41 41 41 41 Pembangunan 

k. Perumusan Kebijakan Mengenai Evaluasi Kinerja; Perbup 1 1 1 1 1 Bagian Adm. 
Pembanl!Unan 

I. Pemantapan Implementasi Sistem Akuntabilitas I Bagi an 
Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Tcknologi Aplikasi - - 1 1 1 Organisasi 
Informasi; Dan 

2. Persentase BKD 
kemandirian APBD Persen 21,85 22,72 22,72 22,72 22,72 
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R en can a  Aksi Reformasi B irokrasi K abupaten K aranganyar T ah u n  2019-2023 p a d a  Area Penguatan A kuntabilitas K inerja
Tabel 4 .6

NO. INDIKATOR KEGIATAN SATUAN
TARGET PERANGDA

2019 2020 2021 2022 2023
1. Nilai SAKIP 65 65 70 75 80

a . Verifikasi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran 
dan Target Kinerja Perangda

Perangda 42 41 41 41 41
Baperlitbang

b . Pengembangan Sistem  SAKIP. Aplikasi 1 1 1 1 1
Bagian
Organisasi

C. Fasilitasi /  Pendampingan SAKIP Perangda. Perangda 42 41 41 41 41
Bagian
Organisasi

d . Penyelarasan Kebijakan Perencanaan, Penganggaran, 
Dan Pelaporan Kinerja;

Aplikasi - - 1 1 1
Baperlitbang

e. Sinkronisasi Rencana Strategis Daerah Dan Rencana 
Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

Perangda 42 41 41 41 41
Baperlitbang

f. Sinkronisasi Penyusunan Indikator Kineija Utama 
Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah;

Perangda 42 41 41 41 41
Baperlitbang

g . Sinkronisasi Penyusunan Pohon Kineija Pejabat 
Pimpinan Tinggi Sampai Dengan Pengawas;

Perangda 42 41 41 41 41
Baperlitbang

h . Sinkronisasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Pejabat 
Pimpinan Tinggi SampaidenganPengawas;

Perangda 42 41 41 41 41
Bagian
Organisasi

• i. Penyusunan Data Capaian Kineija Per Triwulan; Perangda 42 41 41 41 41
Bagian Adm. 
Pem bangunan

J. Penyusunan Laporan Kinerja Daerah Dan Organisasi 
Perangkat Daerah Secara Terbuka;

Perangda 42 41 41 41 41
Bagian Adm. 
Pem bangunan

k . Perumusan Kebijakan Mengenai Evaluasi Kineija; Perbup 1 1 1 1 1
Bagian Adm. 
Pem bangunan

1. Pemantapan Implementasi Sistem  Akuntabilitas 
Kineija Instansi Pemerintah Berbasis Teknologi 
Informasi; Dan

Aplikasi - - 1 1 1
Bagian
Organisasi

2. Persentase 
kemandirian APBD Persen 21 ,8 5 22 ,72 22,72 22,72 22,72

BKD
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a. menirigkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan 
yang bersih dan bebas KKN; · 

b. meningkatnya opini WTP dari BPK; 
c. meningkatnya maturitas SPIP; dan 
d. meningkatnya kapabilitas APIP. 

Dalam rangka meningkatkan penerapan pengawasan yang 
efektif, indikator capaian keberhasilan dan kegiatan prioritas 
yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun kedepan. 

Yang selengkapnya rencana aksi pada Area Penguatan 
Pengawasan tersaji pada tabel berikut: 

3) Area Penguatan Pengawasan 
Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi pada 

saat ini, salah satu penycbabnya adalah lemahnya sistem 
pengawasan. Kelernahan sistem pengawasan mendorong 
tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang 
semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi 
sebuah kebiasaan. Karena itu, harus dilakukan perubahan 
terhadap perilaku koruptif aparatur melalui penguatan sistem 
pengawasan. Dengan penguatan pengawasan ini diharapkan 
dapat terwujud aparatur yang berintegritas. Di Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar. 

Hasil yang diharapkan pada area penguatan pengawasa.n 

adalah: 
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3) Area P en g u a tan  Pengaw asan

B erbagai penyim pangan  yang terjadi dalam  b irokrasi p ada  

sa a t ini, sa lah  sa tu  penyebabnya ad a lah  lem ah n y a  sistem  

pengaw asan . K elem ahan sistem  pengaw asan  m endorong 

tu m b u h n y a  perilaku  korup tif a ta u  perilaku  negatif la innya yang 

sem aian  lam a sem akin  m enjadi, sehingga b e ru b ah  m enjadi 

seb u ah  k eb iasaan . K arena itu , h a ru s  d ilak u k an  p e ru b a h an  

te rh ad ap  perilaku  korup tif a p a ra tu r  m elalui p en g u a tan  sistem  

pengaw asan . D engan p en g u a tan  pengaw asan  ini d ih a rap k an  

d ap a t terw ujud  a p a ra tu r yang berin tegritas. Di Pem erin tah  

K abupaten  K aranganyar.

Hasil yang d ih arap k an  pada  a re a  p en g u a tan  pengaw asan  

ad a lah  :

a. m en ingkatnya  pen erap an  penyelenggaraan  p em erin tah an  

yang b ersih  dan  bebas KKN;

b. m en ingkatnya  opini WTP dari BPK;

c. m en ingkatnya  m a tu rita s  SPIP; dan

d. m en ingkatnya  kapab ilitas APIP.

D alam  ran g k a  m en ingkatkan  p en erap an  pengaw asan  yang 

efektif, ind ika to r capa ian  keb erh asilan  d an  keg ia tan  p rio ritas 

yang ak an  d ilak u k an  dalam  5 (lima) ta h u n  kedepan .

Yang selengkapnya ren can a  aksi p a d a  Area P enguatan  

P engaw asan  tersaji p ad a  tabel berikut:
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p p 2019 2023 d A 
Tabel 4.7 

Tah t K "8" kr "Kb R encana Sl e ormas1 iro asi a upa en aranganyar un - pa a rea enguatan engawasan 
NO INDIKATOR KEG IATAN SATUAN TARGET PERANGDA 2019 2020 2021 2022 2023 

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi Indeks - .. 2,65 2,7 2,75 Inspektorat 
1. Indek Persepsi Anti Korupsi Perangda - - 41 41 41 Insoektorat 

Penzendalian dan penanganan gratifikasi. Perangda 20 41 41 41 41 
2. Opini BPK atas lap. Opini WTP WTP WTP WTP WTP Inspektorat 

Keuangan 
a. Audit laporan keuangan. Perangda 42 41 41 41 41 Inspektorat 
b. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Persen 85 87 89 91 93 Inspektorat 

Pemeriksaan 

Perangda ·- 
c. Reviu laporan keuanzan Perangda 15 15 20 25 30 

3. Maturitas SPIP Nilai 3,02 3,02 3,03 3.04 3,5 Insoektorat 
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Perangda 10 17 20 23 25 Inspektorat 
Pemerintah 

4. Kapabilitas APIP Nilai 3,0 3,0 3,10 3,15 3,20 Inspektorat 
Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Kegiatan 2 3 4 5 6 Inspektorat 
Intern Pemerintah 

5. Persentase pemenuhan Persen 100 100 100 100 100 Inspektorat 
LHKPN dan LHKASN % O/o % % % 

a. Advokasi Pemenuhan Pelaporan LHKPN. Perangda 8 12 12 12 12 Inspektorat 
b. Advokasi Pemenuhan Pelaporan Perangda 12 6 6 6 6 Inspektorat 

LHKASN. 

6. Unit kerja berpredikat WBK 2 3 4 5 Inspektorat 
WBK/WBBM - 

WBBM - - 1 2 3 Inspektorat 
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R e n c a n a  A k si R efo rm a si B iro k ra si K a b u p a ten  K a ran gan yar  T a h u n  2 0 1 9 -2 0 2 3  p a d a  A rea  P e n g u a ta n  P e n g a w a s a n
T ab e l 4 .7

NO INDIKATOR KEGIATAN SATUAN
TARGET

PERANGDA
2 0 1 9 2 0 2 0 2021 2022 2 0 2 3

1. Indek P ersepsi Anti Korupsi
Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi Indeks - - 2,65 2,7 2 ,7 5 Inspektorat

Perangda - - 41 41 41 Inspektorat
Pengendalian d an  penanganan  gratifikasi. Perangda 20 41 41 41 41

2. O pini BPK a ta s  lap. 
K euangan

Opini WTP WTP WTP WTP WTP
Inspektorat

a . Audit laporan keuangan. Perangda 42 41 41 41 41 Inspektorat
b. P enyelesaian Tindak Lanjut Hasil 

Pem eriksaan
Persen 85 8 7 89 91 93 Inspektorat

Perangda
c . Reviu laporan keuangan Perangda 15 15 20 25 3 0

3. M aturitas SPIP Nilai 3 ,0 2 3 ,0 2 3 ,03 3 .0 4 3 ,5 Inspektorat
Pelaksanaan S istem  Pengendalian Intern 
Pem erintah

Perangda 10 17 20 23 25 Inspektorat

4. K apabilitas APIP Nilai 3 ,0 3 ,0 3 ,10 3 ,1 5 3 ,2 0 Inspektorat
Peningkatan kapabilitas Aparat Pengaw asan  
Intern Pem erintah

Kegiatan 2 3 4 5 6 Inspektorat

5. P ersen ta se  pem enuhan  
LH KPN dan  LHKASN

Persen
100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

Inspektorat

a. Advokasi Pem enuhan Pelaporan LHKPN. Perangda 8 12 12 12 12 Inspektorat
b. Advokasi Pem enuhan Pelaporan 

LHKASN.
Perangda

12 6 6 6 6
Inspektorat

6. U nit kerja berpredikat 
W BK/W BBM

WBK - 2 3 4 5
Inspektorat

WBBM - - 1 2 3 Inspektorat

. . . .  1
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NO INDIKATOR KEG IATAN SA TUAN TARGET PERANGDA 2019 I 2020 2021 2022 2023 
Pembangunan Zona IntegritasMenuju Perangda Inspektorat 
Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah - 2 3 4 5 
Birokrasi Bersih Dan Melayani; 

7. Persentase aduan WBS Persen 20 40 60 80 100 Inspektorat 
yang ditanzani 

pembangunan dan pengembangan Whistle Perangda 8 16 24 32 41 Inspektorat 
Blowing System 

8. Persentase aduan Inspektorat 
penanganan benturan Persen 90 90 100 100 100 kepentingan yang 
ditanzani 

a. Penanganan benturan kepentinzan. Perangda 8 16 24 32 41 Inspektorat 
b. Penyusunan Strategi Penanganan Perangda 8 16 24 32 41 Inspektorat 

Benturan Kepentingan 
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NO
INDIKATOR KEGIATAN SATUAN

TARGET
PERANGDA

2019 2 0 2 0 2021 20 2 2 2 0 2 3
Pem bangunan Zona IntegritasM enuju  
W ilayah B ebas K orupsi D an  W ilayah 
Birokrasi Bersih D an Melayani;

Perangda
- 2 3 4 5

Inspektorat

7. Persentase a d u a n  WBS 
yang d itangani

Persen 20 40 60 80 100
Inspektorat

pem bangunan dan  pengem bangan  W histle  
Blowing System

Perangda
8 16 24 32 41

Inspektorat

8. Persentase a d u a n  
penanganan  b enturan  
kepentingan yan g  
ditangani

Persen 90 90 100 100 100

Inspektorat

a. Penanganan benturan kepentingan. Perangda 8 16 24 32 41 Inspektorat
b. P en yusunan  Strategi Penanganan  

B enturan K epentingan
Perangda 8 16 24 32 41

Inspektorat
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c. Program Peningkatan Efisiensi Kelembagaan clan Sistem Manajemen 

SDM Aparatur 
Dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi kelembagaan 

dan sistern manajemen SDM Aparatur, dilakukan upaya-upaya 
perbaikan pada area perubahan rnanejernen perubahan , penataan 
dan penguatan organisasi,serta penataan sistern manajernen SDM 

aparatur. 
1) Area Manajernen Perubahan 

Pada area manajemen perubahan, salah satu sumber 
permasalahan birokrasi sampai saat ini adalah masih 
dijumpainya perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan 
oleh para birokrat. Perilaku ini rnendorong terciptanya citra 
negatif birokrasi. Perilalru yang sudah rnenjadi mental model 
birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, 
tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Selain hal 
tersebut, birokrasi juga dinilai belum sepenuhnya berintegritas. 
Karena itu, fokus perubahan Reformasi Birokrasi ditujukan pada 
perubahan mental aparatur. Perubahan mental modelj'perilaku 
aparatur diharapkan akan rnendorong terciptanya budaya kerja 
positif yang kondusif, bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan 
akuntabel, efektif, efisien dan berintegritas serta mampu 
memberikan pelayanan yang berkualitas. 

Pada area perubahan mental aparatur, Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar melaksanakan program rnanajernen 
perubahan. Program ini bertujuan untuk rnengubah sistern clan 
mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja 
individu atau unit kerja di dalamnya rnenjadi lebih baik dan 
berintegritas secara sistematis dan konsisten. Hal ini selaras 
dengan tujuan dan sasaran Reforrnasi Birokrasi yang akan 
dicapai. Hasil yang diharapkan pada area rnanajemen perubahan 
yaitu : 
a. meningkatnya integritas aparatur; 
b. rneningkatnya budaya kerja positif di setiap Perangkat 

Daerah; dan 
c. meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

Upaya penerapan rnanajernen perubahan di Kabupaten 
Karanganyar, ditetapkan melalui target indikator capaian dan 
kegiatan prioritas selama 5 (lirna) tahun ke depan. 

Yang selengkapnya rencana aksi pada Area Manajernen 
Perubahan tersaji pada tabel berikut: 
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c. Program Peningkatan Efisiensi Kelembagaan dan S is te m  M a n a jem en  

SD M  A p a ra tu r

D alam  ran g k a  m end u k u n g  pen in g k a tan  efisiensi kelem bagaan  

d an  sistem  m anajem en  SDM A paratur, d ilak u k an  u p ay a-u p ay a  

p erb a ik an  p a d a  a rea  p e ru b ah an  m anejem en p e ru b a h an , p e n a taa n  

d an  p en g u a tan  o rg an isas i,se rta  p e n a taa n  sistem  m anajem en  SDM 

a p a ra tu r .

1) Area M anajem en P eru bahan

P ada  a rea  m anajem en  p e ru b ah an , sa lah  sa tu  sum ber 

p e rm asa lah an  b irokrasi sam pai saa t ini ad a lah  m asih  

d ijum painya perilaku  negatif yang d itu n ju k k an  d an  d ip rak tik k an  

oleh p a ra  b irokrat. Perilaku ini m endorong te rc ip tan y a  c itra  

negatif b irokrasi. Perilaku yang su d ah  m enjadi m en ta l m odel 

b irokrasi yang d ipandang  lam bat, berbelit-belit, tid ak  inovatif, 

tidak  peka, inkonsisten , m alas, feodal, dan  lainnya. Selain h a l 

te rseb u t, b irokrasi ju g a  dinilai belum  sep en u h n y a  berin tegritas. 

K arena itu , fokus p e ru b ah an  Reform asi B irokrasi d itu ju k an  p ad a  

p e ru b a h an  m en ta l ap a ra tu r. P e ru b ah an  m en ta l m ode l/p e rilak u  

a p a ra tu r  d ih a rap k an  ak an  m endorong te rc ip tanya  b u d ay a  kerja  

positif yang kondusif, bagi te rc ip tanya  b irokrasi yang bersih  dan  

ak u n tab e l, efektif, efisien dan  berin teg ritas  se r ta  m am pu 

m em berikan  pelayanan  yang berkualitas.

P ada  a rea  p e ru b ah an  m en ta l a p a ra tu r , Pem erin tah  

K abupaten  K aranganyar m elak san ak an  program  m anajem en  

p e ru b ah an . Program  ini b e rtu ju an  u n tu k  m en g u b ah  sistem  dan  

m ekanism e kerja  organisasi se rta  pola p ikir d an  b u d ay a  kerja  

individu a ta u  u n it kerja  di da lam nya m enjadi lebih baik  dan  

berin teg ritas  seca ra  sistem atis  d an  konsisten . Hal ini se la ras  

dengan  tu ju a n  d an  sa sa ra n  Reform asi B irokrasi yang ak an  

dicapai. H asil yang d ih a rap k an  p ad a  a rea  m anajem en  p e ru b a h an  

yaitu  :

a. m en ingkatnya  in tegritas ap ara tu r;

b. m en ingkatnya  bu d ay a  kerja  positif di setiap  P erangkat 

D aerah; dan

c. m en ingkatnya  efektivitas p e lak san aan  Reform asi B irokrasi. 

U paya p en erap an  m anajem en  p e ru b a h an  di K abupaten

K aranganyar, d ite tap k an  m elalui ta rge t ind ika to r cap a ian  dan  

keg ia tan  p rio ritas  selam a 5 (lima! ta h u n  ke depan.

Yang selengkapnya ren can a  aksi p ad a  Area M anajem en 

P e ru b ah an  tersaji p ad a  tabel berikut:
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Rencana Aksi Reformasi Biro asr a upaten aranganyar un - - pa a Area anaiemen Perubahan 
NO KEG IATAN SATUAN TARGET 

PERANGDA INDIKATOR 2019 2020 2021 2022 2023 
l. Indeks Integritas lndeks - 1.5 1.6 1,8 2 

a. Pembangunan Budaya Integritas Perangda 42 41 41 41 41 Bagi an 
Organisasi 

b. Pengembangan budaya kerja Perangda 42 41 41 41 41 Bagian 
Orzanisasi 

2. Indeks RB Indeks 60 65 70 75 80 Bagian 
Organisasi 

a. lmplementasi RB Perangda 42 41 41 41 41 Bagian 
Organisasi 

b. PMPRB Perangda 10 10 41 41 41 Bagian 
Orzanisasi 

Kab ·- 
c. Pembentukan Tim RB Pemerintah Daerah 1 1 1 1 1 Bagian 

Orzanisasi 
d. Pembentukan Tim RB Perangkat Daerah Perangda - 41 41 41 41 Bagian 

Organisasi 
e. Per.yusunan Road Map RB Pemerintah Daerah Kab 1 1 1 1 1 Bagian 

Organisasi 
f. Penyusunan Road Map RB Pemerintah Daerah Perangda - 41 41 41 41 Bagian 

Organisasi 
g. Pembentukan Dan Penerapan Kelompok Buda ya KBK- Bagian 

Kerja dan Agen Peru bahan Agen - 41 41 41 41 Organisasi 
Pbhr 

h. Pengembangan Nilai Buda ya Kerja Untuk Gelar 1 1 Bagian 
Menegakkan Integritas Buda ya - 1 1 Organisasi 

M 2019 20?3 d 
Tabel 4.8 

Tab K kr . Kb 
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Tabel 4.8
2019-2023  pada Area M anajem en  P erubahan

NO INDIKATOR KEGIATAN SATUAN
TARGET

2019 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 20 2 3
- rkKANGDA

1. Indeks Integritas Indeks - 1.5 1.6 1,8 2
a . Pem bangunan B udaya Integritas Perangda

42 41 41 41 41
B agian
O rganisasi

b . P engem bangan budaya kerja Perangda
42 41 41 41 41 B agian

O rganisasi

2. Indeks RB Indeks
60 65 7 0 75 8 0

B agian
O rganisasi

a . Im plem entasi RB Perangda
42 41 41 41 41

Bagian
O rganisasi

b . PMPRB Perangda
10 10 41 41 41

B agian
O rganisasi

c . P em bentukan Tim RB Pem erintah D aerah Kab
1 1 1 1 1

B agian
O rganisasi

d. P em bentukan Tim  RB Perangkat Daerah Perangda
- 41 41 41 41 B agian

O rganisasi
e . P en yu su n an  Road Map RB Pem erintah D aerah Kab

1 1 1 1 1
Bagian
O rganisasi

f. P en yu su n an  Road Map RB Pem erintah D aerah Perangda
- 41 41 41 41

B agian
O rganisasi

g. Pem bentukan D an  Penerapan Kelompok Budaya  
Keija dan Agen Perubahan

KBK-
Agen
Pbhr

- 41 41 41 41
Bagian
O rganisasi

h . Pengem bangan Nilai Budaya Keija U ntuk  
M enegakkan Integritas

Gelar
Budaya -

1
1

1 .
1

Bagian
O rganisasi
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2) Area Penataan dan Penguatan Kelembagaan 

Penataan dan penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah 
dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur 
yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menimbulkan 
proses yang berbelit serta kelambatan pelayanan dan 
pengambilan keputusan. Pada akhirnya menciptakan budaya 
feodal aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan 
akan mendorong efisiensi, efektivitas, serta percepatan proses 
pelayanan dan pengambilan keputusan birokrasi. 

Perubahan sistem kelembagaan diharapkan dapat mendorong 
terciptanya budayaj'perilaku yang lebih kondusif dalam upaya 
mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Penataan dan 
penguatan organisasi di Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi clan efektivitas 
organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan 
pelaksanaan tugas masing-masing, Dengan dernikian, organisasi 
menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). 

Hasil yang diharapkan melalui program-program pada area 
penataan dan penguatan organisasi adalah mewujudkan 
organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam pencapaian 
kinerja. Dalam upaya penataan dan penguatan organisasi di 
Kabupaten Karanganyar tersebut, ditetapkan target indikator 
capaian dan kegiatan prioritas 5 (lima) tahun kedepan. 

Yang selengkapnya rencana aksi pada Area Penataan dan 
Penguatan kelembagaan tersaji pada tabel berikut: 
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2) Area Penataan dan Penguatan K elem bagaan

P en a taan  dan  p en g u a tan  kelem bagaan P em erin tah  D aerah  

d ipandang  belum  berja lan  secara  efektif d an  efisien. S tru k tu r 

yang  te rla lu  gem uk d an  m em iliki ban y ak  h ira rk i m en im bulkan  

p roses yang  berbelit se rta  ke lam b atan  p e layanan  dan  

pengam bilan  k e p u tu san . P ada  ak h irn y a  m en c ip tak an  bu d ay a  

feodal a p a ra tu r . K arena itu , p e ru b a h an  p ad a  sistem  kelem bagaan  

a k an  m endorong efisiensi, efektivitas, se r ta  p e rcep a tan  p roses 

p e layanan  dan  pengam bilan  k e p u tu sa n  birokrasi.

P e ru b ah an  sistem  kelem bagaan d ih a rap k an  d a p a t m endorong 

te rc ip tan v a  b u d a y a /p e rilak u  yang lebih k o n d u sif dalam  upaya  

m ew ujudkan  b irokrasi yang efektif dan  efisien. P en a taan  dan  

p en g u a tan  o rgan isasi di Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar 

b e rtu ju a n  u n tu k  m en ingkatkan  efisiensi dan  efektivitas 

o rgan isasi seca ra  proporsional sesua i dengan  k e b u tu h a n  

p e la k sa n aa n  tu g as  m asing-m asing. D engan dem ikian , o rgan isasi 

m enjadi tep a t fungsi dan  tep a t u k u ra n  (right sizing).

Hasil yang d ih a rap k an  m elalui program -program  p a d a  area  

p e n a taa n  d an  p en g u atan  organ isasi ad a lah  m ew ujudkan  

organ isasi yang tep a t fungsi dan  tep a t u k u ra n  dalam  pencap a ian  

kinerja. D alam  u p ay a  p e n a taa n  dan  p en g u a tan  o rgan isasi di 

K abupaten  K aranganyar te rseb u t, d ite tap k an  ta rge t ind ikato r 

cap a ian  dan  keg iatan  p rio ritas 5 (lima) ta h u n  kedepan.

Yang selengkapnya ren can a  aksi p ad a  Area P en a taan  dan  

P en g u a tan  kelem bagaan  tersaji p ad a  tabel berikut:
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enzuatan eem agaan 
NO INDIKATOR KEG IATAN SATUAN TARGET PERANGDA 2019 2020 2021 2022 2023 
1. Nilai kematangan organisasi Nilai 35 40 45 50 55 Bagian 

daerah (Pemda) Organisasi 
a. Pengembangan Efektivi tas Perangda 42 41 41 41 41 Bagian 

Kelembagaan Perangkat Daerah Organisasi 
b. Evaluasi Dan Penataan Jabatan Perangda 42 41 41 41 41 Bagian 

Struktural Organisasi 
c. Evaluasi UPT Perangda 41 41 41 41 Bagian - Organisasi 
d. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Perangda 42 41 41 41 41 Bagian 

Organisasi 
e. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Perangda 3 41 41 41 41 Bagian 

Organisasi 

Tabel 4.9 
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 pada Area Penataan dan 

P K 1 b 
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T abel 4 .9
R encana Aksi Reform asi B irokrasi K abupaten  K aranganyar Tahun 2019-2023 p a d a  Area P en a taan  d an  
__________________ ___________________ P eng u a tan  Kelem bagaan______________________________________

NO
INDIKATOR KEGIATAN SATUAN

TARGET
PERANGDA

2 0 1 9 2 0 2 0 2021 2 0 2 2 2 0 2 3
1. Nilai kem atangan  organisasi 

daerah (Pemda) Nilai 35 40 45 50 55
Bagian
O rganisasi

a. P engem bangan Efektivitas
K elem bagaan Perangkat Daerah Perangda 42 41 41 41 41

Bagian
O rganisasi

b . E valuasi D an P enataan Jabatan  
Struktural

Perangda
42 41 41 41 41

Bagian
O rganisasi

c. E valuasi UPT Perangda
- 41 41 41 41

Bagian
O rganisasi

d . E valuasi O rganisasi Perangkat Daerah Perangda
42 41 41 41 41

Bagian
O rganisasi

e. P enataan  O rganisasi Perangkat Daerah Perangda
3 41 41 41 41

Bagian
O rganisasi
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3) Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 
Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap 

instansi pernerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui 
penerapan sistem manajemen SDM. Apabila sistem manajemen 
SDM tidak diterapkan dengan baikmu lain dar perencanaan 
pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian, akan berpotensi 
menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini berpengaruh 
pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. 
Karena itu, perubahan clalam pengelolaan SDM harus selalu 
clilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang 
mampu menghasilkan pegawai yang profesional. 

Penataan sistem manajemen SDM aparatur memiliki tujuan 
untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, yang 
didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis 
kompetensi, transparan, serta memiliki sistem manajemen yang 
berbasis Merit.Hasil yang diharapkan dari area manajemen SDM 
aparatur adalah manaJemen SDM aparatur secara baik. 

Yang selengkapnya rencana aksi pada Area Penataan sistem 
manajemen SDM aparatur tersaji pada tabel berikut: 
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3) Al*Gel Penataan Sistem Manajemen SDM A paratu r

Perilaku a p a ra tu r  sangat d ipengaruh i oleh bag a im an a  setiap 

in s ta n s i pem erin tah  m em ben tuk  SDM A p ara tu rn y a  m elalui 

p en erap an  sistem  m anajem en  SDM. A pabila sistem  m anajem en  

SDM tid ak  d ite rap k an  dengan  baikm u lain  d a r p e ren can aan  

pegawai, pengadaan , hingga pem berhen tian , ak an  berpo tensi 

m enghasilkan  SDM yang tidak  kom peten. Hal ini berp en g aru h  

p a d a  k u a lita s  penyelenggaraan p em erin tah an  dan  pelayanan. 

K arena itu , p e ru b a h an  dalam  pengelolaan SDM h a ru s  selalu 

d ilak u k an  u n tu k  m em peroleh sistem  m anajem en  SDM yang 

m am pu  m enghasilkan  pegawai yang profesional.

P en a taan  sistem  m anajem en  SDM a p a ra tu r  m em iliki tu ju a n  

u n tu k  m en in g k a tk an  profesionalism e SDM ap a ra tu r , yang 

d idukung  oleh sistem  rek ru tm en  dan  prom osi a p a ra tu r  berbasis  

kom petensi, tra n sp a ran , se rta  m em iliki sistem  m anajem en  yang 

b erb asis  M erit.Hasil yang d ih a rap k an  dari a rea  m anajem en  SDM 

a p a ra tu r  ad a lah  m anajem en  SDM a p a ra tu r  seca ra  baik.

Yang selengkapnya ren can a  aksi p ad a  A rea P en a taan  sistem  

m anajem en  SDM a p a ra tu r  te rsaji p a d a  tabel berikut:
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pa a ea enataan istern Manajemen SDM Aparatur 
NO INDIKATOR KEG IATAN SATUAN TARGET PERANGDA 2019 2020 2021 2022 2023 
1. Indeks Sistem Merit BKPSDM 

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai ASN 462 497 585 532 592 BKPSDM 
Dengan Ke bu tuhan Oraanisasi 

b. Penerapan Sistem Promosi Jabatan Pimpinan ASN 1 7 5 9 3 BKPSDM 
Tinzzi Secara Terbuka 

c. Assesment Pegawai dan Uji Kompetensi ASN 250 450 450 450 400 BKPSDM 
Pezawai 

d. Penegakan Aturan Disiolin Pegawai (Sidak) Perangda 42 41 41 41 41 BKPSDM 
e. Pembanzunan Sistem Informasi Kepezawaian Aplikasi 1 2 3 3 3 BKPSDM 
f. Perumusan dan Penerapan Sis tern Perbup - 1 - - - BKPSDM 

Penghargaan dan Sanksi Dalam Pengukuran 
Kineria Pezawai 

g. Penyusunan Standar Kornpetensi Jabatan Perbup - - 1 - - Bagian 
Struktural dan Fungsional; Organisasi 

2. Persentase ASN yang lulus 
pengembangan kompetensi 
sesuai denzan iabatannva 

a. Analisis Jabatan, Analisis Behan Kerja Dan Perangda 42 41 41 41 41 Bagian 
Evaluasi Jabatan Organisasi 

b. Pengembangan Kompetensi Pegawai Melalui ASN BKPSDM 
Pelatihan 
• Penzawas ASN 10 0 40 40 40 BKPSDM 
• Administrator ASN 3 0 6 15 20 BKPSDM 
• CPNS ASN 354 27 244 400 '400 BKPSDM 
• Izin Belaiar ASN 409 300 300 300 300 BKPSDM 
• Togas Belaiar ASN 2 5 5 3 3 BKPSDM 
• Diktat Pim II ASN 0 0 5 12 7 BKPSDM 

Tabcl 4.10 
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 

d Ar P s· 
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Tabel 4 .1 0
R e n c a n a  A k si R e fo r m a si B irok rasi K a b u p a ten  K aran gan yar T a h u n  2 0 1 9 - 2 0 2 3  
___ _̂________ p a d a  A rea  P e n a ta a n  S is te m  M a n a jem en  SDM  A paratu r_____________

NO
INDIKATOR KEGIATAN SATUAN

TARGET
PERANGDA

2 0 1 9 2 0 2 0 2021 2 0 2 2 2 0 2 3
1 . Indeks S istem  Merit BKPSDM

a. P erencanaan  K ebutuhan Pegawai S esu a i 
D engan K ebutuhan  O rganisasi

ASN 4 6 2 497 585 5 3 2 592 BKPSDM

b. Penerapan S istem  Promosi Jabatan  Pim pinan  
Tinggi S ecara  Terbuka

ASN 1 7 5 9 3 BKPSDM

c. A ssesm en t Pegawai dan Uji Kom petensi 
Pegawai

ASN 2 5 0 4 5 0 45 0 4 5 0 4 00 BKPSDM

d. Penegakan  A turan D isiplin Pegawai (Sidak) Perangda 42 41 41 41 41 BKPSDM

e. P em b angunan  S istem  Informasi Kepegawaian Aplikasi 1 2 3 3 3 BKPSDM

f. P erum usan  dan  Penerapan S istem  
Penghargaan dan Sanksi Dalam  Pengukuran  
Kinerja Pegawai

Perbup 1 BKPSDM

g. P en y u su n a n  Standar Kom petensi Jabatan  
Struktural d a n  Fungsional;

Perbup - - 1 * Bagian
O rganisasi

2. Persentase ASN yang lu lu s  
pengem bangan kom petensi 
sesu a i dengan  jabatannya

a. A nalisis J a b a ta n , A nalisis B eban Kerja Dan  
E valuasi J a b a ta n

Perangda 42
41 41 41 41

B agian
O rganisasi

b. P engem bangan  Kom petensi Pegawai M elalui 
Pelatihan

ASN BKPSDM

• Pengaw as ASN 10 0 40 40 40 BKPSDM
• A dm inistrator ASN 3 0 6 15 20 BKPSDM
• C PN S ASN 3 5 4 27 2 4 4 4 0 0 4 00 BKPSDM
• Izin Belajar ASN 409 3 00 3 0 0 3 0 0 3 00 BKPSDM
• T ugas Belajar ASN 2 5 5 3 3 BKPSDM
• Diklat Pim II ASN 0 0 5 12 7 BKPSDM
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NO INDIKATOR KEG IATAN SA TUAN TARGET 
PERANGDA 2019 2020 2021 2022 2023 

3. Persentase ASN yang 
tersertifikasi kompetensi 

a. Pengembangan jabatan fungsional. JFT 95 187 187 185 140 BKPSDM 
b. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, ASN 354 271 300 550 550 BKPSDM 

Objektif, Akuntabel Dan Bebas Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisrne; 
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NO INDIKATOR KEGIATAN SATUAN
TARGET

PERANGDA2 0 1 9 2 0 2 0 2021 20 2 2 2 0 2 3
3. P ersen tase  ASN yang  

tersertifikasi k om p eten si
a . Pengem bangan jabatan fungsional. JFT 95 187 187 185 140 BKPSDM
b. Proses Penerim aan Pegawai Transparan, 

Objektif, A kuntabel D an B ebas Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme;

ASN 3 5 4 271 3 00 550 5 5 0 BKPSDM
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Organisasi. Untuk pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bagian 

3. Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi 
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong agar setiap 

Perangkat Daerah memiliki terobosan/inovasi baru dalam pelayanan 
yang dilakukan. Mendorong inovasi penting dilakukan, karena inovasi 
akan memberikan nilai tambah dalam pelayanan clan dapat 
menciptakan solusi bagi perrnasalahan yang sering menghambat 
kinerja Perangkat Daerah. Upaya yang dilakukan agar Perangkat 
Daerah dapat mewujudkan inovasi adalah dengan pendampingan, yang 

b p T arget erm angunan Sistern Satu Data 
Kegiatan Satuan Target(%) 
Prioritas 2019 2020 2021 2022 2023 

Pengintegrasian Data di 10 30 60 80 100 Data Perangda 

Tabel 4.11. 

2. Layanan Sistem Satu Data. 
Pelayanan ini ditujukan untuk mengintegrasikan informasi yang 

semula berada pada masing-masing Perangkat Daerah. Selanjutnya 
akan diintegrasikan menjadi satu kesatuan (single data system). 

Prosesnya akan dimulai pada tahun 2019, dan secara bertahap sampai 
tahun 2023. Pengampu quick wins ini adalah Dinas Komunikasi dan 
lnformatika Kabupaten Karanganyar. Adapun target yang akan dicapai 
sebagaimana tabel berikut. 

1. Pembentukan Pelayanan Terintegrasi 
Pembentukan pelayanan terintegrasi ini sebagai upaya untuk 

meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct 

service), serta membangun pemerintahan yang terbuka (open 

government), dengan memperkuat keterbukaan informasi publik, 
partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta 
meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Pembentukan 
pelayanan terintegrasi ini nantinya diharapkan dapat mengintegrasikan 
berbagai jenis pelayanan antara Pemerintah Pusat (instansi vertikal), 

Provinsi dan Kota dalam satu unit pelayanan, yang disupport oleh 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. 

Quick Wins, merupakan program percepatan Reformasi Birokrasi, 
yang memberikan dampak cepat dan luas serta dapat langsung dirasakan 
hasilnya oleh masyarakat. Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar yang akan dilakukan pada periode 2019-2023 
adalah : 

C. QUICK WINS 
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C. QUICKWINS
Quick Wins, m eru p ak an  program  p ercepa tan  Reform asi B irokrasi, 

yang m em berikan  dam p ak  cepa t dan  lu as  se rta  d ap a t langsung  d ira sak an  

h asilnya  oleh m asy arak a t. Quick Wins Reform asi B irokrasi P em erin tah  

K abupaten  K aranganyar yang ak an  d ilak u k an  p a d a  periode 2019-2023 

ad a lah  :

1. P em b en tukan  P elayanan Terintegrasi

P em b en tu k an  pe layanan  te rin teg rasi ini sebagai u p ay a  u n tu k  

m en in g k a tk an  pelayanan  publik  langsung  k ep ad a  m asy a rak a t (direct 

Service), se rta  m em bangun  p em erin tah an  yang te rb u k a  (operi 

government), dengan  m em perkuat k e te rb u k aan  inform asi publik , 

p a rtis ip asi p ub lik  dalam  penyelenggaraan  p em erin tah an , se rta  

m en in g k a tk an  k o m un ikasi d an  se rap an  asp iras i publik . P em ben tu k an  

p e layanan  te rin teg rasi ini n an tin y a  d ih a rap k an  d ap a t m eng in teg rasikan  

berbagai jen is  p e layanan  a n ta ra  P em erin tah  P u sa t (in stansi vertikal), 

Provinsi dan  Kota dalam  sa tu  u n it pe layanan , yang disupport oleh 

D inas K om unikasi d an  Inform atika K abupaten  K aranganyar.

2. L ayanan Sistem  S a tu  Data.

P elayanan  ini d itu ju k an  u n tu k  m eng in teg rasikan  inform asi yang 

sem u la  b e rad a  p a d a  m asing-m asing  P erangkat D aerah . S elan ju tnya  

ak an  d iin teg rasikan  m enjadi sa tu  k e sa tu a n  (single data system). 

Prosesnya ak an  dim ulai p a d a  ta h u n  2019, d an  secara  b e rtah ap  sam pai 

ta h u n  2023. Pengam pu quick wins ini ad a lah  D inas K om unikasi dan  

Inform atika K abupaten  K aranganyar. A dapun ta rge t yang ak an  dicapai 

sebaga im ana  tabel berikut.

Tabel 4.11.
Target P erm bangunan  Sistem  S atu  D ata

K egiatan
Prioritas

S a tu an
Target (%)

2019 2020 2021 2022 2023
Pengin tegrasian
D ata

D ata  di 
Perangda

10 30 60 80 100

3. S atu  P erangkat D aerah  S atu  Inovasi

K ebijakan ini d im ak su d k an  u n tu k  m endorong agar setiap 

P erangkat D aerah  m em iliki te ro b o san /in o v asi b a ru  dalam  pe layanan  

yang d ilakukan . M endorong inovasi pen ting  d ilakukan , k a ren a  inovasi 

ak an  m em berikan  n ilai tam b ah  dalam  pelayanan  d an  d ap a t 

m en c ip tak an  so lusi bagi p e rm asa lah an  yang  sering m engham bat 

k inerja  P erangkat D aerah . U paya yang d ilak u k an  agar P erangkat 

D aerah  d a p a t m ew ujudkan  inovasi adalah  dengan  pendam pingan , yang 

p e lak san aan n y a  d ikoord inasikan  oleh B agian O rganisasi. U ntuk
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Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Sekretaris 

Daerah. Sekretaris dipegang oleh salah satu pejabat Eselon 2 (Pimpinan 

Tinggi Pratama). Tim Pelaksana dibagi dalam kelompok-kelompok kerja 

yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, agar 

reformasi birokrasi dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah, maka 

unit kerja dimaksud untuk membentuk Tim atau menjadikan pegawai 

di seluruh jajaran unit kerja menjadi bagian dari pelaksaria Reformasi 

Birokrasi. 

aranzanvar 
Jabatan Dalarn Tim Jabatan Kedinasan 

Ketua Tim Penzarah Bupati Karanganyar 
Sekretaris Tim Penzarah Sekretaris Daerah Kab. Karanzanvar 
Anggota 1. AsistenPemerintahan 

2. Asisten Pembangunan 
3. AsistenAdministrasi 

Tabel 4.13. 
Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

K 

1. Organisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat berjalan dengan baik, maka 

perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen yang baik. 

Pertama, perlu dibentuk Tim yang diberi tugas untuk melakukan 

pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh Rencana Aksi dapat 

dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. 

Untuk itu, organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari 3 

(tiga) tingkatan, yaitu: Tim Pengarah, Tim Pelaksana, clan Tim 

Kelompok Kerja (POKJA). 

D. MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

arge ncvasi erangkat aera 

Kegiatan Prioritas Satuan Target 
2019 2020 2021 2022 2023 

Pendampinzan Inovasi Perangda 42 42 42 42 42 
Kornpetisi inovasi Perangda 5 5 5 5 5 
Pengiriman hasil Inovasi 3 3 3 3 5 inovasi 

h 
Tabel 4.1.2. 

tI ·p l D T 

mendapatkan inovasi terbaik yang bermanfaat bagi masyarakat, akan 

dilakukan kompetisi inovasi. Baik kompetisi pacla tingkat Provinsi 

maupun pengiriman hasil inovasi Perangkat Daerah ke tingkat 
nasional. Target tersebut sebagaimana Tabel berikut. 
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H16nd9.po.tkan inovasi te rba ik  yang b erm an faa t bagi m asy arak a t, akan  

d ilak u k an  kom petisi inovasi. Baik kom petisi p ad a  tingka t Provinsi 

m a u p u n  pengirim an hasil inovasi P erangkat D aerah  ke tingkat 

nasional. Target te rseb u t sebagaim ana Tabel berikut.

Tabel 4.12.
Target Inovasi P erangkat D aerah

K egiatan Prioritas S a tu an Target
2019 2020 2021 2022 2023

P endam pingan  Inovasi Perangda 42 42 42 42 42
K om petisi inovasi Perangda 5 5 5 5 5
Pengirim an h asil 
inovasi

Inovasi
3 3 3 3 5

D. MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

1. O rgan isasi P e lak san aan  Reform asi B irokrasi

U n tu k  m ew ujudkan  tu ju a n  d an  sa sa ra n  Reform asi B irokrasi di 

P em erin tah  K abupaten  K aranganyar d ap a t berja lan  dengan  baik , m aka 

perlu  d ilak u k an  pengelolaan a ta u  m anajem en  yang baik.

P ertam a, perlu  d ib en tu k  Tim yang diberi tu g as  u n tu k  m elakukan  

pengelo laan  Reform asi B irokrasi agar se lu ru h  R encana  Aksi d ap a t 

d ilak san ak an  sesu a i dengan  target dan  jadw al yang te lah  d iten tu k an . 

U n tuk  itu , organ isasi p e lak san aan  Reform asi B irokrasi terd iri dari 3 

(tiga) tin g k a tan , yaitu : Tim P engarah , Tim Pelaksana , d an  Tim 

Kelompok Kerja (POKJA).

Tabel 4.13.
Tim P engarah  Reform asi B irokrasi P em erin tah  K abupaten  
______________________ K aranganyar______________________

Jabatan  Dalam Tim Jabatan  Kedinasan
Ketua Tim Pengarah Bupati Karanganyar
Sekretaris Tim Pengarah Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar
Anggota 1. AsistenPemerintahan

2. Asisten Pembangunan
3. AsistenAdministrasi

Tim P e lak san a  Reform asi B irokrasi dip im pin oleh S ekre taris  

D aerah. S ekre taris  dipegang oleh sa lah  sa tu  p e jabat Eselon 2 (Pim pinan 

Tinggi Pratam a). Tim P elaksana  dibagi dalam  kelom pok-kelom pok kerja  

yang ju m la h n y a  d isesu a ik an  dengan k eb u tu h an . Selain itu , agar 

reform asi b irokrasi d ilak san ak an  oleh setiap  P erangkat D aerah , m aka  

u n it ke rja  d im aksud  u n tu k  m em ben tuk  Tim a ta u  m en jad ikan  pegawai 

di se lu ru h  ja ja ra n  u n it kerja  m enjadi bagian  dari p e la k sa n a  Reform asi 

B irokrasi.

PETA JALAN [ROADMAP] REFORMASI BIROKRASI
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Tabel 4.15. 
Hambatan dan Solusi - 

No Hambatan Alternatif Solusi 
1. Belum maksimalnya Perlunya peningkatan 

komitmen Pimpinan dan pemahaman secara intensif 
Aparatur terhadap program tentang tujuan pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi. 

2. Pelaksanaan Program • Perlunya dilakukan 
Reformasi Birokrasi berjalan sinergitas program dan evaluasi 
secara parsial dan secara terpadu. 
instansional. • Perlu membentuk task 

force, untuk memacu 
keberhasilan program Reformasi 
Birokrasi. 

3. Kurangnya informasi dan Diperlukan evaluasi secara ru tin 
saluran komunikasi terkait dan menyampaikan informasi 
dengan progress· capaian dan hasilnya kepada pimpinan. 
hambatan pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi. 

2. Analisis Resiko dan Pengkomunikasian Peta Resiko 

Setiap pelaksanaan perubahan dalam Reformasi Birokrasi pasti 

tidak bisa berjalan mulus seperti yang direncanakan. Terdapat berbagai 

hambatan dan tantangan untuk mewujudkan hasil dari perubahan 
dimaksud. Apabila hambatan dan tantangan tersebut tidak dikenali, 

diinventarisir dengan baik, dan dicarikan jalan keluar, maka apa yang 

direncanakan tentunya tidak dapat berjalan secara optimal. 

Oleh karena itu, pemetaan terhadap hal-hal yang akan menjadi 

hambatan capaian Reformasi Birokrasi, perlu dipetakan secara baik 

dan dicarikan solusi yang tepat. Beberapa hambatan dalam 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut : 

aranganvar 
-Jabatan Dalam Tim Jabatan Kedinasan 

Ketua Tim Pelaksana 'Sekretaris Daerah Kabupaten Karanzanvar 
Sekretaris Tim Kepala Bagian Organisasi 
Pelaksana merangkap 
anazota 
Anggota 1. Inspektur Daerah 

2. Kepala Baperlitbang 
3. Kepala BKD 
4. Kepala BKPSDM 
5. Kepala Satpol PP 
6. Kepala Dinas PMPTSP 
7. Kepala Dinas ARPUS 
8. Kepala Dinas KOMINFO 
9. Kepala Bagian Hukum 
10. Kepala Bagian Pembangunan 
11. Kepala Bazian PBJ 

Tabel 4.14. 
Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

I( 
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T a b e l  4 .1 4 .
Tim P e lak san a  Reform asi B irokrasi P em erin tah  K abupaten  
____________________  K aranganyar______________ •

J a b a ta n  D alam  Tim J a b a ta n  K edinasan

K etua Tim P elaksana Sekretaris D aerah  K abupaten  K aranganyar
S ek re taris  Tim 
P e lak san a  m erangkap  
anggota

Kepala Bagian O rganisasi

Anggota 1. In sp ek tu r D aerah
2. Kepala B aperlitbang
3. Kepala BKD
4. Kepala BKPSDM
5. Kepala Satpol PP
5. K epala D inas PMPTSP
7. Kepala D inas ARPUS
8. Kepala D inas KOMINFO
9. Kepala B agian H ukum
10. Kepala Bagian P em bangunan
11. Kepala B agian PBJ

2. A nalisis Resiko d an  Pengkom unikasian  Peta Resiko

Setiap p e lak san aan  p e ru b ah an  dalam  Reform asi B irokrasi p asti 

tidak  b isa  berja lan  m u lu s  seperti yang d irencanakan . T erdapat berbagai 

h a m b a tan  dan  ta n ta n g an  u n tu k  m ew ujudkan  hasil dari p e ru b a h an  

d im aksud . A pabila h a m b a tan  dan  tan tan g an  te rseb u t tidak  dikenali, 

d iinven tarisir dengan  baik , d an  d icarikan  ja la n  keluar, m ak a  ap a  yang 

d iren can ak an  te n tu n y a  tidak  d ap a t berja lan  secara  optim al.

O leh k a re n a  itu , pem etaan  te rh ad ap  h a l-h a l yang ak an  m enjadi 

h a m b a ta n  capa ian  Reform asi B irokrasi, perlu  d ip e tak an  secara  baik  

dan  d icarikan  solusi yang tepat. B eberapa h a m b a tan  dalam  

p e la k sa n aa n  Reform asi B irokrasi ad a lah  sebagai be rik u t :

Tabel 4.15. 
H am batan  dan  Solusi

No H am batan A lternatif Solusi

1. Belum  m aksim alnya 
kom itm en P im pinan  dan  
A p ara tu r te rh ad ap  program  
Reform asi B irokrasi.

P erlunya pen in g k a tan  
p em ah am an  secara  in tensif 
ten tan g  tu ju a n  p e lak san aan  
Reform asi B irokrasi.

2. P e lak san aan  Program  
Reform asi B irokrasi berjalan  
seca ra  parsia l d an  
in s tansiona l.

• P erlunya d ilak u k an  
sinerg itas program  dan  evaluasi 
secara  te rp ad u .

• Perlu m em b en tu k  task  
force, u n tu k  m em acu 
keb erh asilan  p rogram  Reformasi 
B irokrasi.

3. K urangnya inform asi dan  
s a lu ra n  kom unikasi te rka it 
dengan  progress capa ian  dan  
h a m b a tan  p e lak san aan  
Reform asi B irokrasi.

D iperlukan  evaluasi secara  ru tin  
dan  m enyam paikan  inform asi 
hasilnya  k ep ad a  p im pinan .
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Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar wajib 
menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi masing-rnasing. Road Map Reformasi 
Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah, yang rnemuat unsur 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi 
yang akan dilakukan, disertai indikator dan target yang akan dicapai 
selama 5 (lima) tahun ke depan. 

3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah Kabupaten 
Karanganyar 

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 
tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, obyek 
evaluasi reformasi birokrasi tidak hanya Pemerintah Daerah, namun 
juga Perangkat Daerah. Hasil evaluasi Pemerintah Daerah dan 
Perangkat Daerah menyokong hasil akhir pelaksanaan reformasi 
birokrasi Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan masing-masing 
mernpunyai bobot yang sarna (50%). 

Komponen evaluasi reforrnasi birokrasi Perangkat Daerah dan 
Pernerintah Daerah sama. Kornponen evaluasi tersebut ada dua, yaitu 
Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Kornponen Pengungkit 
evaluasi reformasi birokrasi Perangkat Daerah sarna dengan Komporien 
Pengungkit pada evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih clan Melayani 
(WBBM). Bobet kornponen pengungkit tersebut 60%, terdiri dari 6 
(enarn) area perubahan, yaitu: 
a. manajemen perubahan (5%); 
b. penataan tatalaksana (5%); 
c. penataan sistem rnanajernen SDM aparatur (15%); 
d. penguatan pengawasan (10%); 
e. penguatan akuntabilitas kinerja (15%); dan 
f. peningkatan kualitas pelayanan publik (10%). 
Sedangkan kornponen hasil dengan bobot 40%, rneliputi : 
a. pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, terdiri dari : 

1) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal), bobot 15%;dan 
2) Persentase penyelesaian TLHP, bobot 5%. 

b. peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, 
diperoleh dari nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal). 
bobot 20%. 
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3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah Kabupaten

K aranganyar

B erd asa rk an  P e ra tu ran  M enteri PAN-RB Nomor 26 T ah u n  2020 

ten tan g  Pedom an E valuasi P e laksanaan  Reform asi B irokrasi, obyek 

evaluasi reform asi b irokrasi tidak  h an y a  P em erin tah  D aerah , n am u n  

ju g a  P erangkat D aerah . Hasil evaluasi P em erin tah  D aerah  dan  

P erangkat D aerah  m enyokong hasil ak h ir p e la k sa n aa n  reform asi 

b irokrasi P em erin tah  D aerah  secara  k e se lu ru h a n  d an  m asing-m asing  

m em punyai bobot yang sam a  (50%).

K om ponen evaluasi reform asi b irokrasi P erangkat D aerah  dan  

P em erin tah  D aerah  sam a. K om ponen evaluasi te rseb u t ad a  dua , yaitu  

K om ponen Pengungkit d an  Kom ponen Hasil. Kom ponen Pengungkit 

evaluasi reform asi b irokrasi P erangkat D aerah  sam a  dengan  K om ponen 

P engungkit p ad a  evaluasi Zona In tegritas (ZI) m en u ju  W ilayah B ebas 

dari Korupsi (WBK) dan  W ilayah B irokrasi B ersih d an  M elayani 

(WBBM). Bobot kom ponen pengungkit te rseb u t 60%, terdiri dari 6 

(enam) a re a  p e ru b ah an , yaitu :

a. m anajem en  p e ru b a h an  (5%);

b. p e n a ta a n  ta ta la k sa n a  (5%);

c. p e n a taa n  sistem  m anajem en  SDM a p a ra tu r  (15%);

d. p en g u a tan  pengaw asan  (10%);

e. p en g u a tan  ak u n tab ilita s  k inerja  (15%); dan

f. p en in g k a tan  k u a lita s  pe layanan  publik  (10%).

S edangkan  kom ponen hasil dengan  bobot 40%, m eliputi :

a. p em erin tah an  yang bersih  dan  b eb as  dari KKN, terd iri dari :

1) Nilai persepsi ko rupsi (survei eksternal), bobot 15% ;dan

2) P ersen tase  penyelesaian  TLHP, bobot 5%.

b. p en in g k a tan  k u a lita s  pe layanan  pub lik  k ep ad a  m asy arak a t, 

diperoleh dari nilai persepsi k u a lita s  pe layanan  (survei eksternal), 

bobot 20%.

S e lu ru h  P erangkat D aerah  K abupaten  K aranganyar wajib 

m en y u su n  Road Map Reform asi B irokrasi Perangkat D aerah  sesua i 

dengan  tugas pokok dan  fungsi m asing-m asing . Road Map Reform asi 

B irokrasi di tingka t P erangkat D aerah, yang m em u at u n s u r  

p e ren can aan , p e lak san aan , m onitoring d an  evaluasi reform asi b irokrasi 

yang a k an  d ilakukan , d iserta i ind ikato r d an  ta rg e t yang ak an  dicapai 

selam a 5 (lima) ta h u n  ke depan.
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B. ANGGARAN MONITORING DAN EVALUASI 
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak 

terlepas dari dukungan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah 
Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi. 

Kabupaten Kabupaten dari Ferangda Pengampu 
Karanganyar Karanganyar area perubahan Reformasi 

Birokrasi, leading sector 

Bagian Organisasi. berjalan 

terjadwal 
pad a 
tahun 

Secara 
Waktu 

Tim Gabungan yang terdiri 1. Pemerintah Perangda 

Seluruh • Tim Pokja Reformasi Setiap 
Pelaksanaan Birokrasi, leading sector akhir 
Reformasi Inspektorat Kabupaten tahun 
Birokrasi Karanganyar, anggota berjalan 

unsur Perangda Pengampu dan/ a tau 
area perubahan Reformasi awal tahun 
Birokrasi. berikutnya 

• Dapat melibatkan Para 
Pemangku Kepentingan 
non-pemerintah. 

Pelaksana No 

Tabel 5.1. 
Pelaksanaan Momtonng dan Evaluasi Reformasi Birokras1 ~~------ Reformasi Monitoring 

Birokrasi dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi mencakup pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara lebih 
jelas disajikan dalam tabel berikut: 
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A. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI 

BABV 
MONITORING DAN EVALUASI 

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
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A. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

M onitoring d an  evaluasi Reform asi B irokrasi m en cak u p  p e lak san aan  

Reform asi B irokrasi di Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar seca ra  lebih 

je la s  d isajikan  dalam  tabel berikut:

Tabel 5.1.
P e lak san aan  M onitoring d an  Evaluasi Reform asi B irokrasi

No
Reform asi
B irokrasi

M onitoring 
d an  Evaluasi

P e laksana W aktu

1 . Pem erin tah Perangda Tim G abungan  yang terd iri S ecara

K abupaten K abupaten dari P erangda Pengam pu terjadw al

K aranganyar K aranganyar a rea  p e ru b a h an  Reform asi p ad a

Birokrasi, leading sector ta h u n

Bagian O rganisasi. berja lan

S elu ruh • Tim Pokja Reform asi Setiap

P elak san aan Birokrasi, leading sector akh ir

Reform asi In sp ek to ra t K abupaten ta h u n

B irokrasi K aranganyar, anggota berja lan

u n s u r  Perangda Pengam pu d a n /a ta u

a rea  p e ru b a h an  Reform asi awal ta h u n

Birokrasi. b e riku tnya

• D apat m elibatkan  P ara

Pem angku K epentingan 

non-pem erin tah .

B. ANGGARAN MONITORING DAN EVALUASI

M onitoring d an  evaluasi p e lak san aan  Reform asi B irokrasi tidak  

terlepas dari d u k u n g an  anggaran  p ad a  m asing-m asing  P erangkat D aerah  

Pengam pu a re a  p e ru b a h an  Reform asi B irokrasi.
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D. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI 
Laporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi, meliputi capaian Reformasi Birokrasi clan langkah 

tindak lanjut yang perlu dilaksanakan baik di Pemerintah Kabupaten 

Karanganyar. Ketentuan tentang pelaporan dan tindak lanjut Reformasi 

Birokrasi tersebut, sebagaimana dalam tabel berikut ini: 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 ten.tang Pedoman 

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

2. Instrumen yang diciptakan sencliri berdasarkan 

perkembangan kebutuhan data pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi, dapat berupa : 

Instrumen berbasis elektronik menggunakan 

aplikasi e-Reformasi Birokrasi. 

1. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian 

No 

Menteri Peraturan berdasarkan PAN-RB, 

Tingkatan 
Monev 

1. Monev 

pelaksanaan 

RB Kabupaten 

Instrumen Monev 

Tabel 5.3. 
Instrumen Monitorinz dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 

C. INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI 

Instrumen yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi 

Reformasi Birokrasi, baik untuk masing-masing area perubahan Reformasi 

Birokrasi maupun secara keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 5.2. 
Anggaran Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi c: 

No Dukungan Anggaran Tanggung j awab Penganggaran Durasi 
Waktu 

1. Setiap area peru bahan Perangda Pengampu area 12 
Reforrnasi Birokrasi perubahan Reformasi Birokrasi, Bulan 

melalui kegiatan masing-masing 

sesuai tugas pokok dan 

fungsinya, 
2. Keseluruhan Inspektorat Kabupaten 12 

pelaksanaan Reformasi Karanganyar dan/ atau Bagian Bulan 
Birokrasi Pemerintah Organisasi Setda Kabupaten 
Kabupaten Karanganyar Karanganyar 
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Tabel 5.2.
A nggaran M onitoring dan  Evaluasi Reform asi B irokrasi

No D uku n g an  A nggaran Tanggung jaw ab  Penganggaran D urasi
W aktu

1. Setiap area  p e ru b a h an  

Reform asi B irokrasi

P erangda Pengam pu area  

p e ru b ah an  Reform asi B irokrasi, 

m elalui keg iatan  m asing-m asing  

sesuai tu gas pokok dan  

fungsinya.

12

B ulan

2. K eselu ruhan  

p e lak san aan  Reform asi 

B irokrasi Pem erin tah  

K abupaten  K aranganyar

Inspek to ra t K abupaten  

K aranganyar d a n /a ta u  Bagian 

O rganisasi S etda K abupaten  

K aranganyar

12

B ulan

C. INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI

In s tru m en  yang d igunakan  u n tu k  m elak u k an  m onitoring  dan  evaluasi 

Reform asi B irokrasi, ba ik  u n tu k  m asing-m asing  a rea  p e ru b a h a n  Reform asi 

B irokrasi m a u p u n  secara  k e se lu ru h an  p e lak san aan  Reform asi B irokrasi di 

P em erin tah  K abupaten  K aranganyar sebaga im ana  tabel berikut:

Tabel 5.3.
In s tru m en  M onitoring dan  Evaluasi Reform asi B irokrasi

No
T ingkatan

Monev
In s tru m en  Monev

1. Monev 

p e lak san aan  

RB K abupaten

1. K ertas Kerja Evaluasi (KKE) Penilaian  M andiri 

P e lak san aan  Reform asi B irokrasi dari K em enterian 

PAN-RB, b e rd asa rk an  P e ra tu ra n  M enteri 

P endayagunaan  A para tu r N egara dan  Reform asi 

B irokrasi Nomor 26 T ah u n  2020 ten tan g  Pedom an 

Evaluasi P e laksanaan  Reform asi B irokrasi.

2. In s tru m en  yang d ic ip takan  sendiri b e rd asa rk an  

perkem bangan  k e b u tu h a n  d a ta  p e lak san aan  

Reform asi B irokrasi, d ap a t b e ru p a  :

In s tru m en  berbasis  e lek tronik  m enggunakan  

aplikasi e-Reform asi B irokrasi.

D. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

L aporan d a n  tin d a k  lan ju t hasil m onitoring d an  evaluasi p e lak san aan  

Reform asi B irokrasi, m eliputi capa ian  Reform asi B irokrasi dan  langkah  

tin d ak  la n ju t yang perlu  d ilak san ak an  baik  di P em erin tah  K abupaten  

K aranganyar. K eten tuan  ten tan g  pelaporan  dan  tin d ak  la n ju t Reform asi 

B irokrasi te rseb u t, sebaga im ana  dalam  tabel be rik u t ini:

PETA JALAN [ROADMAP] REFORMASI BIROKRASI
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dilakukan penanganan/ penyelesaian 
penyelesaian oleh Perangda segera setelah 
Pengampu sesuai tugas pokok clan keluar hasil 
fungsinya. monitoring dan 

evaluasi. 

ditingkatkan, penanganan/ perlu masih 

Kabupaten Kabupaten 
perubahan Reformasi Birokrasi Birokrasi 

area untuk Reformasi 
lanjut Tindak 

Karanganyar, yang komponennya dilakukan 

dan evaluasi Pemerintah 
monitoring 

2. Tindal{ Tindak lanjut terhadap: 
lanjut hasil Capaian sasaran dan 

tahun berikutnya Kabupaten Karanganyar. 
• Sekretaris Daerah Kabupaten 

Karanganyar selaku Ketua Tim 
Pelaksana Reformasi Birokrasi 
Kabupaten Karanganyar 

awal Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan/ atau 

Disampaikan kepacla: Setiap akhir 
• Bupati Karanganyar selaku Ketua tahun berjalan 

monitoring 
dan evaluasi 

1. Pelaporan 
hasil 

Waktu Pelaporan Penyampaian Laporan Aktivitas No. 

Tabel 5.4. 
Pelaporan dan Tindak Laniut Hasil Evaluasi 
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Tabel 5.4.
Pelaporan  dan  T indak Lanjut H asil E valuasi

No. Aktivitas Penyam paian  Laporan W aktu Pelaporan

1. Pelaporan

hasil

m onitoring 

d an  evaluasi

D isam paikan  kepada:

• B upati K aranganyar selaku  K etua 

Tim P engarah  Reform asi B irokrasi 

K abupaten  K aranganyar.

• S ekre taris  D aerah  K abupaten  

K aranganyar selaku  K etua Tim 

P e lak san a  Reform asi B irokrasi 

K abupaten  K aranganyar

Setiap ak h ir 

ta h u n  berja lan  

d a n /a ta u  awal 

ta h u n  berik u tn y a

2. T indak  

la n ju t hasil 

m onitoring 

d an  evaluasi

T indak lan ju t terhadap :

C apaian  sa sa ra n  d an  a rea

p e ru b a h an  Reform asi B irokrasi 

P em erin tah  K abupaten  

K aranganyar, yang kom ponennya 

m asih  perlu  d itingkatkan , 

d ilak u k an  p e n a n g a n a n / 

penyelesaian  oleh Perangda 

Pengam pu sesuai tugas pokok dan  

fungsinya.

T indak lan ju t

u n tu k  Reform asi

B irokrasi

K abupaten

d ilak u k an

p e n a n g a n a n /

penyelesaian

segera sete lah

k e lu ar hasil

m onitoring  dan

evaluasi.
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JULIYATMONO 

ttd 

BUPATI KARANGANYAR, 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2019-2023, bukan hanya semata-rnata memenuhi amanat 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi, akan tetapi diharapkan dapat mengkoordinasikan, 

mengintegrasikan, dan mensinkronkan berbagai program yang 

dilaksanakan oleh pemangku kepentingan. Sehingga pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi ke depan dapat berjalan secara smergis, 

berkesinambungan, terencana dan terukur. 

Dokumen ini tidak akan memiliki makna, jika seluruh strategi dan 

kebijakan serta rencana aksi yang telah dituangkan tidak dilaksanakan 

oleh para pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya. Oleh karena 

itu, perlu ada komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh rencana 

yang telah dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi tersebut. 

Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kepada 

Pimpinan secara berkala dan berkesinambungan, agar capaian dan 

kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diketahui dan diantisipasi 

secara dini apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. 

BAB VI 
PENUTUP 
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BAB VI
PENUTUP

Road Map Reform asi B irokrasi P em erin tah  K abupaten  K aranganyar 

T ah u n  2019-2023 , b u k a n  h an y a  sem a ta -m a ta  m em enuh i am an a t 

P e ra tu ran  Presiden Nomor 81 T ahun  2010 ten tan g  Grand Design Reform asi 

B irokrasi, ak an  te tap i d ih a rap k an  d ap a t m engkoord inasikan ,

m eng in teg rasikan , dan  m en sin k ro n k an  berbagai program  yang

d ilak san ak an  oleh pem angku  kepen tingan . Sehingga p e lak san aan  

Reform asi B irokrasi ke depan  d ap a t berja lan  secara  sinergis, 

berk esin am b u n g an , te re n ca n a  d an  te ru k u r.

D okum en ini tid ak  ak an  memiliki m akna , jik a  se lu ru h  stra teg i dan  

keb ijakan  se r ta  re n c an a  aksi yang te lah  d itu an g k an  tid ak  d ilak san ak an  

oleh p a ra  pem angku  kepen tingan  yang terliba t d idalam nya. Oleh k a ren a  

itu , perlu  a d a  kom itm en b e rsam a  u n tu k  m e lak san ak an  se lu ru h  ren can a  

yang te lah  d itu an g k an  dalam  Road Map Reform asi B irokrasi te rsebu t. 

U n tuk  itu , d ip e rlukan  m onitoring d an  evaluasi se rta  pe lapo ran  kepada  

Pim pinan secara  be rk a la  d an  b erk esinam bungan , agar cap a ian  dan  

kendala  p e la k sa n aa n  Reform asi B irokrasi d ap a t d ik e tah u i dan  d ian tis ipasi 

secara  dini apab ila  te rd a p a t h a m b a tan  dalam  p e lak san aan n y a .

BUPATI KARANGANYAR, 

ttd

JULIYATMONO
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